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RINGEKASAN

Penelitian yang dimaksudkan untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidi-
kan pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Airlangga ini, pada dasarnya bertu-
Juan membangung argumentasi tentang perlunya pengatu-
ran hukum persaingan usaha.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, penelitian
ini diarahkan pula untuk menjawab permasalahan vang
berkaitan dengan suatu pengaturan hukum, meliputi
asas dan bentdk pengaturan, penormaan serta ruang
lingkup pengaturan hukum persaingan usaha.

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peratu-
ran perundang-undangan, seperti Undang-undang(UU) No.
5 tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No. 1 tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas(PT), UU No. 9 tahun
1985 tentang Usaha Kecil, dan beberapa Keputusan
Menteri Perdagangan dan Perindustrian, kendati pun
bertujuan mengembangkan persaingan yang sehat serts
mehccgah persaingan yang tidak sehat, tidak memadai
sebagai pengaturan hukum persaingan usaha.

Mengingat ruang lingkupnya vang terbatas pada
bidang yang diatur reraturan perundang-undangan yang
bersangkutan, dan ketidaksesuaian antara undang-
undang yaﬁg bertujuan mengembangkan persaingan yang
sehat dengan beberapa peratuian pelaksanaannya yang

Justeru menetapkan tindakan-tindakan vyang cenderung

iv
/‘.
e
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antikompetitif, maka di samping bersifat sektoral,
peraturan perundang-undangan tersebut mengandung pula
‘kon{radiksi. Sehubungan dengan kondisi itu, pembaha-
san mengenai pengaturan hukum persaingan usaha yvang
lebih memadai, menyeluruh dan dapat memberi kepastian
hukum perlu dilaksanakan.

Urgensi pengaturan hukum persaingan usaha pada
dasarnya bertumpu pada tujuan menetapkan dan meman-
tapkan bekerjanya mekanisme ekonomi pasar. Mekanisme
ini mengarah pada liberalisasi-privatisasi vang pada
satu  sisi menimbulkan konsekuensi peranan negara
dalam produksi dan distribusi dikurangi atau dihapus,
dan pada sisi lain menyebabkan peranan swasta menjadi
lebih besar, bahkan dapat memiliki posisi dominan.

Pengaturan hukum persaingan usaha di samping
menetapkan fungsi pemerintah sebagai pengawas dan
fasilitator dalam perekonomian, bertujuan pula mence-
gah agar swasta tidak menyalahgunakan kedudukannya
sebagai pelaku utama dalam pasar dengan melaksanakan
kembali praktek-praktek antikompetitif yang telah
dihapus. '

Sejalan dengan urgensi tersebut hak atas persa-
maan kesempatan berusaha vang belum dijabarkan dalam
suatu pengaturan, harus dilindungi dan dikembangkan
dengan menyediakan suatu sistem persamaan akses
terhadap pasar dan produk.

Dalam perekonomian berdasar atas asas kekeluar-
gaan(Pasal '33 UUD 1945) vang dikaitkan dengan Pasal 7
Ketetapan MPRS No. XXITII/MPRS/1968 sesungguhnye
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terkandung sistem ekonomi pasar terkendali vang
melahirkan persaingan. Dengan demikian dapat dikemu-
kakan, kekeluargaan mengandung relevansi sebagai asas
persaingan usaha.

Bentuk pengaturan hukum yang paling relevan
untuk menampung norma-norma hukum persaingan usaha
adalah undang-undang. Penentuan ini dilandasi pertim-
bangan antara lain, bahwa undang-undang dapat mewu-
Judkan kesatuan dan kepastian hukum serta merupakan
suatu perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat.

Formulasi norma-norma hukum dalam undang-undang
persaingan usaha didasarkan pada tipe norma hukum
imperatif-evaluatif yang berintikan kewajiban, laran-
gan, dan perkenan. Dengan tipe tersebut, hukum per-
saingan usaha dapat berfungsi mengarahkan, mencegah,
dan menguasakan perilaku-perilaku dalam persaingan.

Di samping menekankan kewajiban pemerintah untuk
menghapus segala hambatan, mengawasi persaingan, dan
memfasilitasi perekonomian, ruang lingkup wundang-
undang persaingan usaha juga mengandung larangan-
larangan yang péda pokoknya meliputi “penyalahgunaan
posisi dominan dalam meﬁperoleﬁ\ dan mempertahankan
penguasaan pasar, restriksi dan eksklusi dalam per-
saingan, persekongkolan baik antara penguasa dengan
pengusaha maupun pengusaha dengan pengusaha, oligopo-
li, monopoli, monopsoni, dan restrukturisasi perusa-
haan berdasarkan kriteria struktur, perilaku serta

kinerja.

vi
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ABSTRACT
Keywords : urgency, competition law

The purpose of this research is to construct an
argumentation about the urgency of the regulation of
business competition in Indonesia. This research is
expected as a theoritical and practical contributions
for formating legal draft and legal problem solving in
conneckion with competition. The research of this
dissertation is based on the views of the analytical
school of Jjurisprudence.

The provisions under regulations, such as, The
Industrial Act No. 5 of 1984, Limited Company Act No. 1
of 1995, Small Scale Business Act No. 9 of 1995 and
various of busiﬁess administration ordinances are
partial and contradictive regulations, therefore they
are insufficient as a business competition regulation.
With regard to the circumstances, the formulation of
sufficient, comprehensive, and consistent business
competition regulaltion is necessary.

The business competition regulation in Indonesia
should be developed to based on the market economy
oriented what are Article 33 of the 1945°s Constitution

also.

vii
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///The principle of kekeluargsan with communal,
harmonism characteristic and the government’ 's role as
supervisor and facilitator directed the competition and
is arranged in an act in accordance with people sover-
eignty principle and legal certainty.

The imperative-evaluative legal norm is a relevant
type of business competition act. The type consists of
formulations concerning obligations, prohibitions, and
permissions tha£ conform with regulation gools. Based
on this type, the regulation of business competition
are fo;mulation, arrangement, and application of legal
nofm to promote private entrepreneur, protect fair
competition, and prevent anticompetitive pratices by

Lhe strucure, conducts, and performance criterions.

viii
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§ . MILIK

BAB I PERPUSTAKAAN
WHIYEKSITAS AIRLANGGA

PENDAHULUAN SURABAYa

Latar Beinkang dan Rumusan Masalah

a.

Latar belakang masalah

sia

Landasan mengenai adanya persaingan usaha di Indone-

tercermin dalam Pasal 33 UUD 1845. Pasal tersebut

pada intinya menentukan pokok-pokok sebagai berikut:

1)
2)
3)
ad

sifat perekonomian;

peranan negara dalam perekonomian;
pemanfaatan perekonomian.

1) sifat perekonomian

Penyusunan perekonomian sebagai usaha bersama pada

dasarnya menunjukkan pengutamaan kemakmuran bersa-
ma, melalui pengusahaan berdasarkan demokrasi eko-
nomi yang mengandung pengakuan terhadap kemajemukan
pelaku usaha. Kemajemukan ini timbul dari pengakuan
terhadap berbagai bentuk badan usaha vang pengatu-

rannya dapat dikelompokkan menjadi 2(dua):

a) pengaturan hukum yang sudah ada pada 18 Agustus
1845, yang dinyatakan tetap berlakn berdasarkan
Pasal IL Aturan Peralihan UUD 1945, antara lain:

- Naamloze Vennootschap atau Perseroan Terbatas

(PT),_ vang diatur dalam Wetboek van Koophan-

del(WvK) vang diundangkan dalam Stb. No. 23
Tahun 1847 yang kemudian beberapa kali diubah
dan ditambah;

- Indonesische Maatschappij op Aandelen (IMA)

atau Maskapai Andil Indonesia(MAI) vang diatur

' DISERTASI PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN ... PUTU SUDARMA SUMADI
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dalam Ordonansi IMA Stb. No. 569 jo. 717 Tahun
1939; |

- perusahaan Negara yang didasarkan pada Indone.
Sischeé Bedrijven Wet(IBW) Stb. No. 419 Tahun
1827 yang telah beberapa kali diubah dan
ditambah;

- perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada In
donesische Comptabiliteit Wet(ICW) Stb. No.448
Tahun 1825).

Ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan tetap

berlaku sepanjang belum diadakan vang baru dan

tidak bertentangan dengan UUD 1945.

b) éengatﬁran hukum yang dibentuk berdasarkan UUD
1845. Di samping koperasi vang diatur dalam UU
No. 12 Tahun 1867(LNRI Tahun 19867 No. 23, TLNRI
No. 2832) jo. UU No. 25 Tahun 18992(LNRI Tahun
1882 No.118,TLNRI No. 3502), pada masa ini
kedudukan Qadan—badan usaha yang telah ada sejak
zaman Hindia Belanda itu semakin diperkokoh
dengan diundangkannya beberapa UU yang Dbaru,
vaitu:

- UU No.9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usahs
Negara yang dibedakan menjadi 3(tiga):
(1)Perusahaan Jawatan(PERJAN) vang didirikan

dan diatur menurut Indonesische Bedrijven
Wet(IBW) Stb. No. 419 Tahun 1827;
(2)Perusahaan Umum(PERUM) yang didirikan dan
diatur menurut UU No. 19 Prp. Tahun 1980
(LNRI Tahun 1960 No. 59, TLNRI No. 1989);
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(3)Perusahaan Perseroan(PERSERO) seperti di-
7 atur menurut KUHD.

- UU No. 25 Tahun 1982 tentang Perkoperasian
(LNRI Tahun 1982 No. 118, TLNRI No. 3502)
vang menggantikan UU. No. 12 Tahun 1867;

- UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbsatas
(LNRI Tahun 1895 No. 13, TLNRI No. 3587) vyang
menggantikan ketentuan-ketentuan mengenai PT
vang tercantum dalam KUHD dan Ordonansi IMA
Stb.No.569 jo. 717 Tahun 1939.

Bertumpu pada unsur banyaknya pelaku usaha
sebagai tolok ukur, maka kemajemukan tersebut
merupakan suatu karakteristik yang menunjukkan,
bahwa dalam tatanan perekonomian Indonesia dikenal

adanya persaingan usaha.

ad 2) peranan negara dalam perekonomian
Peranan yang tercermin dari penduasaan negara dalam
perekonomian mehunjukkan sifat yang dinamis,pada sa
tu sisi diletakkan dalam kerangka mewujudkan sebe-
sar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pada sisi lain
merupakan penguasaan terbatas pada cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai ha-
Jat hidup orang.banyak untuk pengembangan inisia-
tif, kreativitas dan ihovasi bagi swasta(termasuk
koperasi).

Penduasaan negara tidak dimaksudkan untuk
menguasai sebanyak mungkin kegiatan-kegiatan ekono-

mi, melainkan ditekankan pada pengawasan arah kegi
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/afﬁn—kegiatan ekonomi. Dengan demikian pembatasan
tersebut mengandung pendgertian, selain cabang-
cabang produksi itu adalah bidang persaingan.

\ad 3) pemanfaatan perekonomian
Potensi-potensi ekonomi yang merupakan modal dasar
perekonomian nasional dikembangkan dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Agar pemanfaatan
sumber-sumber sesuai dengan tujuan peruntukkannya,
maka pengatufan pemanfaatan tersebut menempati
peranan yang sangat penting.

Di samping itu landasan pengakuan terhadap persaing
an uSahaf‘ dapat pula disimak dari pemahaman mengenai
demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 vyang
dikaitkan dengan Pasal 6 dan 7 Ketetapan MPRS No.
XXIII/MPRS/1966. Dalam demokrasi ekonomi terkandung
penerimaan tujuan mengutamakan kemakmuran masyarakat
vang dicapai melalui pelaksanaan perekonomian oleh masya-
rakat, penolakan tefhadap kemakmuran orang-seorandg dan
etatisme. Hal tersebut mengandung makna, pada satu sisi
démokrasi ekonomi menghendaki adanya persaingan usaha
vang sehat, dan pada sisi lain membatasi campur tangan
nedara-pemerintah dalam perekonomian.

Di samping mengenai pengakuan, dari hal-hal pokok
dan demokrasi ekonomi tersebut tercermin pula pentingnya
fﬁngsi pengaturan. Salah satu pengaturan yang mengandung
méksud sesual dengan pemanfaatan perekonomian adalah
pengaturan mengenal persaingan usaha.

Namun demikian beberapa peraturan perundang-undangan

mengenal perindustrian dan perdagangan yang berkaitan
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w

dengan perssingan, hanya menentukan antara lain,

1

2)

3)

4)

bahwa pengaturan, pembinaan, pengembangan industri ada

lah dalam rangka untuk mewujudkan perkembangan indus-

tri yang lebih baik, mengembangkan persaingan yang
sehat, mencegah persaingan tidak sehat dan
monopoli(Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindus-

/Epian; LNRI Tahun 1884 No. 22, TLNRI No. 3274);

bahwa pelaksanaan penggaebungan, peleburan, dan pengam-

bilalihan perseroan terbatas(PT) dilakukan dengan

memperhatikan persaingan sehat dalam melakukan usa-
ha, serta mencegah kemungkinan terjadinya monopoli

atau monopsoni(Pasal 104 ayat 1 UU No.1 Tahun 1895

tentang PT ; LNRI Tahun 1885 No. 13, TLNRI No. 3587);

bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek

persaingan....dengan menetapkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan untuk: ....mencegah pemben-
tukan struktur pasar yang dapat melahirkan persain-

&an yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopo-

li, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil(Pasal 8

huruf b UU No. 9 Tahun 1985 tentang Usaha Kecil; LNRI

Tahun 1885 No. 74, TLNRI No. 3811).

Dalam sektor perdagangan, melalui berbagai pengaturan-

pengaturan, seperti,

a) Kepdtusanvﬂehteri Perdagangan No. 1188/KP/X/98 ten-
tang Pengukuhan Pembentukan Kelompok Badan Pemasa-
ran Bersama(BPB) Dan Tata niaga Ekspor Kayu Lapis.
Berdasarkan keputusan tersebut, BPB ditetapkan
sebagai pemegang kendali pasar ekspor kayu lapis

Indonesia.
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b) Keputusan Menteri Perdagangan No.308/Kp/X/1993 ten-
tang Barang-barang yang Diatur Tata niaga Impornya,
menetapkan penunjukkan beberapa perusahaan terten-
tu sebagail Importir Terdaftar untuk barang ter-
tentu(Pasal 3).

Penunjukkan tersebut pada dasarnya merupakan hamba-
tan bagi perusahaan lain untuk menjadi pesaing.

c) Keputusan Menteri Perdagangan No. 81/Kp/IV/82 ten-
tang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi
Dalam Negeri, menetapkan hanya BPPC yvang boleh
membeli cengkeh dari KUD(Pasal 5 ayat 1) dan Pabrik
Rokok Kretek wajib membeli cengkeh dari BPPC(Pasal

6.

Penetapan itu mencerminkan pengertian, bahwa BPPC
merupakan pembeli dan penjual cengkeh tunggal.
Pengaturan-pengaturan tersebut mengandung beberapa
kekurangan sebagai berikut

- dituangkannya ketentuan - ketentuan mengenai persaingan
dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan,
menunjukan pengaturan-pengaturan tersebut bersifat
sektoral, sedahgkan persaingan usaha sesungguhnya
terjadi dalam sektor industri dan perdagangan umumnya.
Oleh karena itu\pengaturan secara sektoral kurang tepat
dan heéimbulkan dualisme hukum.

- adanya kpntradiksi antara pengaturan - pengaturan pada
angka 1, 2 dan 3 yang bertujuan mendorong persaingan
serta mencegah persaingan tidak sehat, monopoli dan mo-
nopsoni,dengan pengaturan-pengaturan pada angka 4, yang

Justeru menetapkan kondisi dan perilaku sebaliknya.
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Kontradiksi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum
vang "merupakan salah satu faktor penghambat dalam
persaingan.

- ketentuan -ketentuan dalam hukum positif tersebut tidak
mengacu pada suatu tipe norma hukum, sehingga tidak
memadai sebagai pengaturan persaingan.

- pengaturan-pengaturan tersebut belum mencerminkan per -
ekonomian seperti yang terkandung dalam Pasal 33 UUD
1845 dan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
Perekonomian yang telah dicanﬁngkan dilaksanakan oleh
masyarakat mengalami distorsi, karena negara lebih
dqminap dan hukum difungsikan sebagai alat kekuasaan,
serta mempersempit peranan masyarakat sebagai pelaku
ekonomi .-

Bertumpu pada uraian tersebut dapat dikemukakan, di
Indonesia belum tersedia pengaturan hukum persaingan
usaha yang memadai. Sejalan dengan pengakuan yang terkan-
dung dalam Pasal 33. UUD 1845, pengaturan persaingan perlu
segera diwujudkan.

Dalam rangka wupaya tersebut, urgensi pengaturan
persaingan sehubungan dengan fungsi negara, kedudukan
pelaku ekonomi, dan fungsi hukum dalam perekonomian
khususnya persaingan harus ditentukan secara tegas.

‘ Di samping menéenai urgensinya, sehubungan dengan

pengaturan persaingan perlu pula dibahas tentang asas,

5entuk pengaturan yang dapat mewujudkan kesatuan hukum
dan memberi kepastian hukum serta penormaan yang mengacu
pada suatu tipe norma hukum dan ruang lingkup pengaturan

hukumnya.
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Rumusan masalah

' Dengan bertitik tolak pada uraian mengenai latar belsa-
-kang masalsh, maka permasalahan pokok dalam mengenai pengat-
uran hgkd% persaingan usaha ini, selanjutnya dapat dirinci
dalam masalah sebagai berikut:

1) Urgensi pengaturan hukum persaingan usaha;

}) Asas dan bentuk pengaturan hukum persaingan usaha;

3) Penormaan dan ruang lingkup pengaturan persaingan usaha.

Penjelasan Judul

Disertasi ini berjudul: Pengaturan Hukum Persaingan
Usaha Di Indonesia. Dari Judul tersebut akan dijelaskan
tentang pengertian pengaturan hukum dan persaingan usahsa.

Istilah Pengatufan hukum merupakan padanan istilah re-
gulate dalam bahasa Ingdris yang berarti: to fix,establish,
or control; to adjust by rule, method, or establish mode; to
direct by rufe or restriction;to subject to governing prin-
ciples or Jaws,1 sedangkan istilah fix yang terkandung dalam
pengertian regulate berarti: adjust or regulate, determine,
settle, make permanent.z

Bertumpu pada péngertian tersebut, maka pengaturan
hukum sesungguhnya mengacu pada pembentukan norma hukum,
vang dirumuskan berdasarkan metode tertentu, dimaksudkan
sebagai pedoman perilaku dan sarana pengendalian.

Pembentukan hukum tersebut merupakan tindakan memosi-
tiykan ke dalam norma hukum satau positivitas norma hukum.
Pemositivan ini dilakukan oleh yang berwenang. Oleh karena-

nya aturan itu disebut norma hukum positif(ius positum) atau
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atau hukum yang ditetapkan.3 Pembentukan norma hukum selaln
berkaitan dengan kewenangan, vang merupakan persyaratan
untuk dapat menghasilkan hukum positif. Namun demikian
pemositivan yang juga meliputi perancangan itu tidak bersi-
fat statis, melainkan merupakan proses yang berkelanjutan.
Hal ini mengandung pengertian, bahwa pemositavan sesungguh-
nya merupakan proses penilaian.

Dalam pembentukan hukum terdapat faktor-faktor situasi

kenyataan dan keyakinan idiil yang masing-masing dipengaruhi
oleh perobahan dan pertumbuhan. Di antara faktor pertama
vyang menjadi dasar perencansaan atau pembentukan hukum dan
faktor kedua sebagai tujuan atau arah terdapat momentum
bebas atau proses penilaian.4 Hukum positif dinilai rele-
Qansinya dengan idealitas yang seharusnya dicapai. Proses
pemositivan yang berkelanjutan mengandung tujuan menyesuai-
kan antara realitas dengan idealitas, sehingga norma hukum
dapat menjadi pedoman dalam kehidupan.
. Di samping itu, proses pemositivan juga bertujuan mem-
berikan pemahaman, bahwa hukum positif merupakan hukum dalam
konteks perkembangan. Dengan demikian kajian mengenai peng-
aturan hukum tidaklah terpaku pada norma hukum vang telah
ditetapkan, .akan tetapi Juga pada yang akan atau seyogyanya
ditetapkan.

Mengenai Persaingan usaha atau competition, penulis
bertumpu pada kriteria vang lebih dapat menggambarkan per-
saingan tersebut.

Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic mengemukakan,

bahwa perassaingan nsshs ditandai dengan unsur-unsur:
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1. banyaknya pembeli dan penjual

2. keserbasamaan produk sehingga tidak ada pembeli
yvang memiliki alasan untuk lebih mengutamakan me
milih penjual tertentu, demikian sebalinya;

3. kelengkapan informasi mengenai harga dan sifat
produk;

4. adanys _hkebsbasan untuk memasuki dan meninggalkan
pasar.

Pada satu sisi penulis sependapat, karena secara kese-
luruhan kriteria tersebut dapat menunjukkan kondisi suatu
pasar yang kompetitif, tetapi pada sisi lain kurang sependa-
pat terutama dengan kriterium kedua. Sehubungan dengan
meningkatnya kreativitas dan inovasi yang menghasilkan
product differentiation, sangat sulit, bahkan kecil kemung-
,kinannya memperoleh suatu produk kompetitif yang bersifat
homogeq//éecara sempurna. Kriterium mengenai homogenitas
produk harus disesuaikan dengan perkembangan. Dengan demiki-
an dari pandangan tersebut sesungguhnya dapat dikembangkan
éuatu kriteria vang menunjukkan pelaku dan produk yang
bersaing serta tujuan persaingan usaha sebagai berikut:

1) adanya kebebasan memasuki dan meninggalkan pasar;
Kebebasan tersebut di samping menunjukkan adanya persa-
maan kesempatan berusaha dan tidak adanya hambatan menja-
di pesaing, mencerminkan pula peranan yang lebih besar
dari kalangan dunia usaha dalam membangun struktur pasar
vang kompetitif .

© Strbktur pasar tersebut ditandai dengan banyaknya
penjual dan pembeli, yang berarti untuk suatu produk
terdapat 'banyak pesaing. Mengingat banyaknya pesaing,
pasar tidak terpengaruh pada tindakan satu penjual,
karena proporsi setiap penjual begitu kecil apabila

dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan.6 Dengan
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demikian banyaknya pesaing vang ditumbuhkan dari kebeba-
san tersebut justeru akan menguntungkan pasar, dan stabi-
iitasnnya tetap terpelihara.

2) broduk vang diperjualbelikan bersifat homogen dalam hal

jenis, ukuran dan sifat;
Banyaknya pesaing yang tampil dengan kreativitas dan
inovasi masing-masing memperkecil kemungkinan terwujudnya
suatu produk yang homogen secara sempurna. Oleh karena
itu homogenitas produk harus dibatasi kriterianya pada
jenis(nama dan bahan yang digunakan), ukuran(besar dan
kecil) produk yang bersaing. Adanya suatu perbedaan pada
produk sejenis sudsh menunjukkan upaya mewujudkan product
differentiation sebagai produk-produk yang bersaing.

3) kelayakan informasi mendgenai harga dan kondisi produk;
Penjual dan pembeli harus memperoleh dan memiliki penge-
tahuan yang layak mengenai harga dan produk serta infor-
masi lain tentang pasar.Ketidaklayakan informasi dan peng
etahuan itu di samping merupakan hambatan juga dapat me-
nimbulkan inefisiensi baik bagi pesaing maupun konsumen.

4) kesesuaian antara permintaan dan penawaran dalam suatu pa
sar.///

Melalui persaingan yang sehat terjadi pengalokasian sum-

ber-sumber yang sesuai dengan kondisi pasar. Pada satu si

si para pesaing berupaya menggali dan menggunakan sumber-

sumber, mengolah serta mendistribusikannnya secara efisi-
en, dan pada sisi lain keinginan pasar akan terpenuhi.

Berdasarkan wuraian-uraian tersebut, maka Pengaturan

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia vyang merupakan Jjudul

disertasi ini, mengéndung arti: pembentukan hukum dalam
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l

raﬁgka memberikan peranan yang lebih besar kepada dunia

usaha, melalui persamaan kesempatan dalam melaksanakan suatu

kegiatan usaha dengan mengembangkan persaingan yang sehat,
dan mencegah persaingan tidak sehat vyang mengarah pada
bentuk monopoli dan monopsoni untuk mewujudkan pasar yang

kompetitif .

Mengingat bahwa hukum positif mengenai dunia usaha, per
industrian, dan perdagangan yang mengandung ketentusn atau
terkait dengan persaingan usahs tidak memadai, maka topik
tersebut menekankan psada pengaturan hukum yang sepatutnya
dan perlu ditetapkan (jus constituendum) serta yang mencer-
minkan prinsip-prinsip pokok mengenai,

- tujuan pengaturan persaingan usuha;

- asas yang merupakan landasan dan pedoman serts bentuk hu -
kum yang relevan sebagai wadah pengaturan hukum persaing-
gan usahs;

- formulasi norma hukum vyang sesuai dengdan tipe norma hu -
kum, menggndung upaya pengembangan persaingan, kriteria
tingkéﬂ/ laku dalam persaingan vang diperboleh, dilarang,
dan dikecualikan.

\

Alasan Memilih Judul

Akhir PELITA kelima(19894) merupakan tahun vyang berseja-
rah bagi Indonesia, karena sejak itu sudah disepakati perse-
tujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World
‘Trade Organization(WTO) dan Indonesisa meratifikasi dengan UU
No. 7 Tahun 1884(LNRI Tahun 1885 No. 57, TLNRI No. 2758). Di

samping itu pada tahun yang sama telah pula ditandatangani
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persetujuan Program Pentahapan menuju terwujudnya Kawasan
Perdagangan Bebas ASEAN atau Asean Free Trade Area(AFTA),Ker
Jasama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Coope
ration(APEC), dan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perda-
gangan atau General Agrgement on Tariff and Trade(GATT).

‘ Terbentuknya forum inﬁernasional dan regional di
bidang perdagangan tersebut pada dasarnya mengandung kesepa-
katan, bahwa wilayah negara-negara peserta merupakan kawasan
pefaagangan bebas atau pasar ekonomi vyang terbuka(outward
loéking), dan dengan keikutsertaannya, berarti Indonesia
akan memasuki era globalisasi ekonomi.

Berdasarkan pandangan John Naisbitt dan Patricia Abur-
dene dapat dikemukakan, inti dari globalisasi ekonomi adalah
perdagangan bebas(free trade) yang memberi peluang terhadap
seiurvh potnsi ekonomi untuk berkembang.7 Apabila pandangan
ini dikaitkan dengan pemahaman tentang perdagangan bebas,
vang merupakan suatu politik perekonomian yang diwujudkan
dengan menetapkan penghapusan bea ekspor dan impor bagi
setiap orang, maka globalisasi ekonomi pada dasarnya merupa-
kan era persaingan. Penghapusan bea ekspor dan impor meru-
pakan suatu upaya menciptakan kondisi pasar yang terbuka.
Keterbukaan pasar bertujuan memberi peluang yang sama bagi
potensi-potensi ekonomi untuk berpartisipasi. Tujuan terse-
but harus didukung dengan Jjaminan persamaan kesempatan
‘berusaha/sebagai landasan persaingan.

Séﬁhbungan dengan globalisasi tersebut, organisasi-
organisasi internasional dan regional di bidang perdagangan,
terutama WTO dan APEC menekankan agar neéara—negara vang

menjadi peserta memiliki domestic competition policy dan
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undang—undangnya.8 Penekanan tersebut mengandung pengertian,
bahwa pengaturan hukum persaingan usaha merupakan prasyarat
memasuki era globalisasi ekonomi. Tanpa pengaturan hukum
vang antara lain bertujuan mengembangkan potensi usaha dan
melindungi persaingan yang sehat tersebut, negara peserta
seperti Indonesia akan lebih terperangkap menjadi pasar
negara-negara industri maju semata-mata

Di samping itu, penelitian dan pemberitaan yang mengi
dentifikasikan adanya 45 komoditas yang pernah serta masih
dimonopoli swasta,9 dan delapan kelompok perusshaan yang
méngdasai industri hulu dan hilir10 pada dasarnya menunjuk-
kan iklim usaha di Indonesia belum mampu menumbuhkan pemera-
taan, pg;shingan vang sehat dan mencegah pemusatan kekuatan
ekonomi. Dengan demikian kebutuhan akan adanya pengaturan
hukum persaingan usaha sehubungan dengan kondisi di dalam
A;geri tersebut sesungguhnya lebih mendesak.

Alasan utama memilih topik disertasi ini bertumpu pada
pemikiran bahwa bekerjanya mekanisme ekonomi pasar dalam
rangka memberikan peranan yang lebih besar kepada éwasta,men
dorong dan mengembangkan persaingan melalui persamaan kesem-
patan berusaha, memerlukan pengaturan hukum yang pada satu
sisi bertujuan membatasi, mengurangi, dan menghapus campur
tangan pemerintah, serta pada sisi lain mencegah agar besar-
nya peranan ‘swasta dalam mekanisme tersebut tidak menyebab-
kan penguasaan pasar yang menimbulkan perilaku antikompeti-
tif dan penentuan harga. Di samping itu Jjuga merupakan
langkah antisipasi sehubungan dengan globalisasi ekonomi.

Perlunya pengaturan hukum mengenai persaingan usaha

baik untuk kebutuhan domestik, maupun dalam rangka globalisa

DISERTASI PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN ... PUTU SUDARMA SUMADI



IR - PERPUSTAKAAN UNIVEERSITAS AIRLANGGA

15
si mengandung pengertian peﬁtingnya fungsi hukum dan keter-
kéitannya dengan perekonomian. Hal ini mendorong perlunya
pémbahasan mendasar, yang merupakan alasan kedua pemilihan
tépik tersebut.

Alasan ketiga(terakhir) pemilihan judul tersebut menga-
cu pada pertimbangan, bahwa pengdturan hukum persaingan
usaha mencerminkan suatu proses dalam rangka deregulasi dan
debirokratisasi yang menempatkan kedudukan negara dan masya-

rakat sesuai dengan sifat dan tujuan perekonomian Indonesia.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

FPengaturan hukum persaingan usaha pada pokoknya merupa-
kan suatu sarana dalam rangka menunjang terwujudnya pereko-
nomian yang dilaksanakan oleh masyarakat, melalui persamaan
kesempatan berusaha dengan fungsi hukum yang berorientasi
pada terciptanya ketertiban dan kepastian. Hal tersebut
merupakan urgensi dari pengaturan persaingan.

Hengingat hukum positif yang berkaitan dengan persain-
gan belum mengandung kejelasan mengenai urgensi tersebut dan
tidak a%pu belum memadai sebagai sarana pengaturan persain-
gan, mgLa penulisan disertasi ini bertujuan membangun argu-
mentasi tentang perlunya pengaturan hukum persaingan usaha,
“bentuk hukum pengaturan dan tipe norma hukumnya.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan
pemikiran baik secara teoritikal maupun praktikal. Manfaat
teoritikalnya berkaitan dengan penyusunan pengaturan hukum

, persaingan usaha. Manfaat praktikalnya diharapkan pemikiran

tersebut dapat dimanfastkan untuk memecahkan masalah-masalah

hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha.
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5. Metode Penelitian
a. Sumber dan bahan hukum
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
mengenai pgngaturan hukum persaingan usaha di Indonesia.
Bahan hukum yaﬁg digunakan adalah bahan kepustakaan
hukum(law libraries). Namun demikian dari 3(tiga) kategori
bahan hukum (three main categories legal material) yang
dikemukakan oleh Morris L. Cohenll, yang secara langsung
menunjukkan sumbernya, yaitu:
1) sumber-sumber pri@er(primary sources)
} Sumber-sumber ini berupa.bahan—bahan hukum ysang merupa-
kan peraturan-peraturan tertulis yang ditetapkan oleh
negara-pemerintah, yang untuk penelitian ini terdiri
;‘ dari:
‘ UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya; dan :
2) alat-alat penemuan(finding tools)
Alat ini terdiri dari Jjurnal, laporan penelitian,
indeks peraturan perundang-undangan, dan warta perun-
dangan-undangan;
merupakan bahan-bahan hukum utama, sedangkan
3) bahan sekunaer(secondary materials):
kamus dan buku-buku referensi yang bersifat memberikan
penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, merupakan
bahan penunjang.
Pengumpulan bshan hukum dari kepustakaan dilakukan
de ngan menggunakan sistem kartu(card system). Kartu-
kartu di susun berdasarkan pokok masalah, di dalamnya

dicatat pokok-pokok pikiran, temuan dan rekomendasi

e
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vyang relevan untuk pemecshan masalah, serta menyusun
prandangan sementara dari penulis.

Jenis kepusgakaan dibatasi pada kepustakaan vang
m2mbahas fungsi negara dan hukum, asas hukum, teori hukum
tentang norma hukum, dan kepustakaan mengenai persaingan

usaha . éecara keseluruhan kepustakaan tersebut meliputi

Teori Hukum dan Hukum Ekonomi.

Langkah-langlah Penelitian
Dalam penelitian hukum normatif, yang terpenting
adalah langkah-langkah kerjanya.lz Langkah-langkah kerja
dalam penelitian ini terdiri dari:
renentuan dan integrasi fakta-fakta
Dalam langkah tersebut dilakukan penyaringan yang cermat
terhadap fakta-fakta vang terkumpul dan pengelompokan
mengenai relevansinya. Tujuannya adalah untuk memperoleh
pemahaman yang jelas mengenai suatu permasalahan hukum.
Eenentuan isu-isu hukum
Apabi]a fakta-fakta telah ditentukan dan dikelompokkan,
selanjutnya diidentifikasi isu-isu hukumnya .
identifikasi norma hukum
Dalam langkah ini dilakukan penentuan norma hukum, melipu-
ti baik norma hukum vang telah tersedia(jus constitutum)
ménpun yang seyogyanya tersedia(jus constituendum).
Penelitian mengenai pengaturan hukum persaingan ussaha
didasarkan pada pemikiran-pemikiran hukum analitis. Berda-
sarkan pemikiran tersebut,13 suztu pengaturan hukum pada

pokoknya diambil dan disusun dengan berpedoman pada norma
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hukum dasar,bertujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian,
dengan aturan-aturan yang bersifat imperatif.

Dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945
sebagai hukum dasar dan merupakan landasan mekanisme
ekonomi pasar terkendali, dapat ditarik urgensi pengaturan
hukum persaingan usaha baik yang berkaitan dengan peranan
pemerintah, maupun mengenai fungsi hukumnya, asas vyang
melandasi dan mengarahkan persaingan, serta bentuk hukum
pengaturannya. Sehubungan dengan tujuan pengaturan, diten-

tukan tipe norma hukum yang relevan.

Sistematika

Disertasi ini disusun dengan sistematika pembahasan
vang didasarkan pada pertimbangan, bahwa pengaturan hukum
persaingan usaha seyogyanya merupakan suatu sistem hukum.

Dalam hubungan ini pengertian sistem hukum yang dimak-
sudkan mengacu pada p%ndangan A.M. Bos,14 vyang pada pokok-
nyé menekankan bahwa sistem tersebut berkaitan dengan unsur-
unsur, konsistensi, dan konsep-konsep dasar.

Unsur-unsur sistem hukum menentukan bentuk-bentuk vang
beffungsi sebagai hukum, sehingga dapat dimasukkan ke dalam
siétem hukum. Konsistensi mengacu pada struktur sistem hukum
vang menggambarkan hubungan antara’' satu subsistem hukum
dengan yang lainnya. Dalam hal ini pengaturan yang  bersifat
menjabarkan bersumber dari pengaturan yang lebih tinggi atau
sederajat. Sedangkan konsep-konsep dasar merupakan isi

sistem huknm.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka disertasi ini
disusgu/aalam 5(1lima) bab dengan rincian dan pertanggungja-
waban sebagai berikut:

Y Bab I, Pendahuluan yang merupaksn acuan pemikiran dalam
rangka pembahasan bab-bab selanjutnya. Bab ini diawali
dengan uraian mengenai latar belakang masalah dan rumusan
masalah sebagai batas ruang lingkup penulisan(sub 1 bab 1I).
Penjelasan judul yang mengungkapkan pengertian - éengertian
yang terkandung dalam judul disertasi tersebut dikemukakan.
pada sub 2 bab I. Pada sub 3 bab I diuraikan alasan pemili-
hai. topik disertasi. Tujuan penulisan disertasi yang dida-
sarkan pada penelifian serta manfaatnya diuraikan pada sub 4
bab I. Sél&njutnya pada sub bab 5 dikemukakan metode peneli-
tian. Sub bab ini menggambarkan langkah-langkah yang ditem-
puh dalam ﬁenelitian tersebut, sumber dan bahan hukum yang
digunakan serta acuan pemikiran dalam menganalisis dan mem-
bangun argumentasi. Sub 6 bab I merupakan penutup dari Bab I
vang mengungkapkan susunan bahasan dalam disertasi ini.

Urgensi yang menberminkan alasan-alasan tentang perlu-
nya pengaturan hukum persaingan usaha dituangkan dalam Bab
1T, yang meliputi, penetapan fungsi pemerintah sebagai
pengawas dan fasilitator dalam perekonomian(sub 1 bab II),
melindungi hak atas persamasn kesempatan berusaha(sub 2 bab
I1), mencegah dominasi swasta yang menimbulkan hambatan-
hﬁmbatan dalam persaingan(=sub 3 bab II), pencegahan dan
pényelesaian sengketa(sub 4 bab II). Mekanisme ekonomi pasar
y?ng melahirkan perssaingsn harus dibarengi dengan langkah-

lapgkah tersebut.

Bab JII membahas tentang asas dan bentuk pengaturan
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~ hukum persaingan usaha. Bahasan pada sub 1 bab III ditekan-
kan pada fungsi asas kekeluargsan yang di samping melandasi
dan mengarahkan persaingan usaha, berdasarkan asas tersebut
\gapat pula dikemukakan sifat persaingannya. Bahasan pada sub
2 bab III merupakan jawaban atas permasalahan mengenai
bentuk hukum pengaturan persaingan usaha. Secara keseluruhan
bahasan dalam bab IIT tersebut bertujuan menempatkan per-
saingan usaha dalam pengaturan yang sesuai dengén sistem
hukum Indonesia, komprehensi dan memberi kepastian hukum.
Bab IV merupakan bahasan mengenai penormaan dan ruang
lingkup materi pengaturan persaingan usaha. Pada sub 1 bab
IV dikemukgkan relevansi tipe norma hukum imperatif-evalua-
tif . Bérda;arkan tipe tersebut, materi pengaturan persaingan
usaha disusun(sub 2 bab IV).
Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan
dari semua bahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelum
nya, serta saran-saran atau rekomendasi sehubungan pengatu-

ran hukum persaingan usaha.
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Catatan

]'Hnnry Campbell Black, Black’ s Law Dictionary, Difini-
tions of the Terms and Phrases of American and English
Jurisprudence, Ancient and Modern, West Publishing Co., St.
Paul Minn., 1979, h. 1156;

2-1bid., h. 573;

3'J.J.H. Bruggink-terjemahan-Arief Sidharta, Reflekasi
Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. h. 4,
142,
v y
4”fioeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan
Asas-Asas Hukum Nasional, dalam Majalah Hukum HNasional,
edisi khusus No. 1, 1995, h. 42, 43;

\ 5'Ernest Gellhorn and William E. Kovacik, Antitust Law
and Economics In A Nutshell, West Publishing, St. Paul,
Minn, 1994, h. 53;

6.-Herbert Hovenkamp, Antitrust, West Publishing, Co.,
St. Paul Minn, 1993, h. 55;

7‘John Naisbitt and Patricia Aburdene, Megatrends .1hl4
'~ 2000, Ten New Directions for the 1990,s, William Morrow and
Company, Inc., New York, 1990, h. 39, 41;

B'M. Sadli, Undang-undang Persaingan atau Antimonopoli,
dalam Kompas, 27 April 1995, h. 13
Persaingan tidak sehat, monopoli, oligopoli, dan monopsoni

merupakan :penyimpangan dari persaingan sehat. Salah satu
tujuan yang merupakan ruang lingkup pengaturan hukum per-
saingan usaha adalah mencegah penyimpangan tersebut. Tujuan

tersebut sudah menunjukkan karakter anti terhadap monopoli
dan bentuk penyimpangan lainnya. Oleh karena itu dalam
istilah Undang-undang persaingan sesungguhnya sudah terkan-
dung pengertian antimonopoli.

9. :
Ibid.
Data yang disajikan M. Sadli mengenai 45 komoditas yang
pernah dan masih dimonopoli swasta itu bersumber dari Maja-

lah Warta Ekonomi yang mengutip Disertasi Dr. Yoon Hwan
Shin, Yale University, 1989;

1U'Majalah Gatra, Dari Hulu Stop di Hulu, 7 Januari
1985, h. 92;
Penguasaan industri hulu dan hilir oleh suatu perusahaan
merupakan suatu kriterium yang menunjukkan kecenderungan
penguasaan dan pemusatan kekuatan ekonomi.
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11'Erwin H. Pollack, Fundamental of Legal Research,
The Foundation Press Inc., Brooklyn, 1962, h. 14, 17;
12

‘Morris L. Conhen, l.egal Research In A Nutshell, West
Pubklishing Co., St Paul, Minn, 1978, h. 6;

13'William Carpenter Seal, Foundation of Modern Juris-
prudence, Appleton-Century-Croits, Inc., New York, 1958,
h. 12, 17-19, 20;

4.4 4. Bos, Methods For The Formation Of Legal Con-
cepts And For Legal Research, Rijkuniversiteif Te Groningen,
n.d, h. 3 ;

Bos pada pokoknya mengemnkakan, if we regard law as a sSys-
tem, it follows that we must answer the qustions of ele-
ments, divisions, consistency, completeness and fundamental
concepts. Dengan demikian Bos sesungguhnya menekankan sistem
hukum itu pada segi bentuk, struktur, dan isi, sehingga
nampak pula relevansinya dengan disertasi ini.

" Bandingkan dengan:

J.W. Hpfris, Law and Legal Science, An Inquiry into the
Concepfi Legal Rule and Legal System, Clarendon Press,
Oxford, 1982, h. 12-13, yvang mengemukakan, bahwa sistem
hukum in one sense,.., legal system means a system of rules
constituting the present law. In another sense it means a
historic congeries of rules, principles, policies, doc-
trines, ancd maxim, forming part of an official
tradition....third sense in which the expression is used by
the social sciences generally, and in non-technical dis-
course, as a relatively vague way of refering to complex
institutional structures. Selain pemahaman yang péertama dan
kedua, kiranya kurang relevan dengan disertasi ini.
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BAB II
URGENSI PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Menetapkan Fungsi Pemerintah Sebagai Pengawas Dan Fasilita -
tor

Persaingan wusaha tidak dapat dilepaskan kaitannya
dengan struktur pasar yang pada dasarnya menggambarkan
tentang kuantitas dan kemajemukan pelaku usaha untuk suatu
bidang usaha, serta kondisi-kondisi dalam pasar termasuk
kondisi produk yang dihasilkan.

Berdasarkan kriteria tersebut bentuk atau struktur
pasar dibedakan menjadi 4(empat), terdiri dari persaingan
"sempurna,monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli.15

Di antara keempat bentuk tersebut, persaingan sempurna
(perfeg}/ competition) merupakan struktur pasar yang paling
idealf Melalui persaingan sempurna akan dihasilkan stabili-
tas pasar, karena banyaknya pembeli dan penjual suatu pro-

Nduk, maka perilaku dari satu atau beberapa dari mereka tidak
dapat mempengaruhi pasar. Di samping itu melalui persaingan
dapat dicapai efisiensi baik pada produsen(persaing) maupun
konsumen, kesesuaian alokasi sumber untuk menghindari pen-
borosan, dan diferensiasi produk untuk mencegah preferensi
terhadap suatu produk yang sejenis karena dengan diferensia-
si akan tersedia produk pendganti, serta yang terpenting
adalah persamaan akses terhadap suatu bidang usaha.

Bertumpu pada uraian tersebut dapat dikemukakan, per-
saingan merupakan struktur pasar yang efisien. Membangun

struktur pasar yang efisien mengandung pengertian mendorong

dan mengembangkan persaingan. Struktur yang demikian sangat
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ditentukan oleh kedudukan atau peranan negara-pemerintah dan
swasta dalam perekonomian, yang tercermin dalam sistem
ekonomi negara yang bersangkutan.

Sistem-sistem ekonomi pada umumnya dikategorikan menja-
di 3(tiga): ekonomi pasar, ekonomi perencanaan pusat, dan
ekonomi campuran. Ekonomi pasar merupakan perekonomian yang
keéiatannya sepenuhnya dilaksanakan melalui interaksi dian-
tafa pembeli dan penjual di pasar. Sebaliknya perekonomian
yvang kegiatannya sepenuhnya diatur oleh pemerintah adalah
sistem ekonomi perencanaan pusat. Sedangkan dalam ekonomi
campuran, sistem ekonomi pasar disertai campur tangan pemer-
intah.16 Dalam sistem-sistem tersebut tampak secara Jjelas
fungsi atau peranan negara dan kedudukan swastsa digunakan
sebagai kriteria. Hal ini mengandung makna, intensitas
peranan tersebut terkandung dalam sistem ekonomi.

Dalam perkembangannya peransn negara dalam perekonomian
peda akhirnva diterima oleh setiap sistem ekonomi. Pandangan
yang didasarkan pada pemikiran Keynes yang pada pokoknya
menekankan bahwa distorsi dalam perekonomian dapat dipulih-
kan dengan peranan pemerintah sebagal pengawas dalam mewu-
judkan kemakmuran masyarakat itu,17 mempengaruhi karakteris-
tik sistem ekonomi pasar yang tidak lagi semata-mata bertum-
pu pada mekanisme pasar.

Di samping itu Adam Smith yang merupakan eksponen

“aliran klasik sesungguhnya tidak pernah menolak secara
mutlak.-peranan pemerintah dalam perekonomian, yang Justeru

18

dibutuhkan untuk menegakan persamaan yang merupakan landa

\gan mencapai kemakmuran bersama. Dengan demikian dapat dike-
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mukakan, sistem ekonomi pasar yang juga merupakan prasyarat
persaingan usaha sesungguhnya pula tidak terlepas dari
peranan negara.

Penerimaan peranan negara dalam perekonomian itu pada
dasarnya dapat menunjukkan tidak ada lagi sistem vyang
sepenuhnya merupakan sistem ekonomi pasar atau ekonomi
perencanaan pusat. Namun demikian apabila ditelusuri, di
antara sistem-sistem ekonomi sesungguhnya masih terdapat
perbedaan.

| Salah satu faktor yang membedakan sistem-sistem ekonomi
adalah berkisar pada intensitas peranan dan tujuan negara.
Bétapa pun perkembangan yang telah menunjukkan terjadinya
kqnvergensi karakteristik sistem-sistem ekonomi secara umum,
pérbedaan intensitas peranan dan tujuan tersebut yang dapat
menimbulkan berbagai dampak terhadap struktur pasar dan
perekonomian masih dirasakan terutama oleh kalangan dunia
usaha. Oleh karena itu arah pembahasan tidak ditujukan pada
permasalahan mengenai dasar eksistensi peranan negara dalam
perekonomian, melainkan pada intensitasnya. Dalam rangka
membangun struktur pasar yang efisien sebagai kerangka pokok
bagi pendembangan persaingan usaha, permasalahan mengenai
intensitas dalam pengertian luas cakupan atau besar-kecilnya
peranan negara dan swasta perlu memperoleh pembahasan.

Sistem ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia pada
dasarnya mencerminkan dominannya peranan nedara-pemerintah,
yang menimbulkan berbagai distorsi dalam perekonomian.

4 Peranan yang dominan dan berbagai distorsi yang ditim-
bulkan tersebut dapat ditelusuri dari 2(dua) hal sebagai

berikgp//
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pelaksanaan kegiatan ekonomi secara langsung.
b. pengaturan hukum;
pelaksanaan kegiatan ekonomi secara langsung
Dalam perekonomian di Indonesia negara Jjuga

melaksanaksan keZiatan-kegiatan ekonomi secara lang-
sung, dalam pengertian mendirikan, memiliki sebagian
atau seluruhnya, dan mengelola unit-unit usaha ekonomi
sendiri.

Kegiatan-kegiatan ekonomi secara langsung terse-
but dilaksanakan melalui, pertama, perusahaan-
perusahaan yang tunduk kepada UU. No. 8 Tahun 1969
tentang bentuk-bentuk wusaha negara, dan yang kedua
melalui perusahaan yang tidak termasuk dalam bentuk-
bégtuk usaha yang pertanma.

Intensitas peranan negara dalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan ekonomi secara langsung dapat diiden
tifikasi dari kedudukan, tujuan pembentukan, dan
bidang-bidang usaha yang dikelola.

Dalam sistem ekonomi yang bertujuan menghindari
etatisme seperti yang ditekankan dalam Ketetapan MPRS
No. XXIII/MPRS(lQBS, perihal kedudukan, tujuan pemben- -
tukan, dan bidang-bidang usaha dari berbagai bentuk
usaha negara tersebut perlu dibahas. Apabila mengarah
pada penguaséan sepenuhnya, maka hal ini mengandung
beﬁgértian pelaksanaan kegiatan ekonomi negara secara
langsung itu menutup, bahkan mematikan inisiatif,
kreativitas, inovasi dan kesempatan usaha masyarakat.

Di samping ity jikalau mengikuti hasil penelitian
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bahwa setelah didirikannya usaha vyang bersangkutan
>oleh negara, terkandung tujuan untuk kemudian men Jjual

19 maka permasalahannya

sgham—sahamnya kepada swasta,

adalah bagainana proses penjualan yang mengarah pada

privatisasi tersebut kondusif bagi persaingan.

1) badan usaha negura menurut UU. No. 8 Tahun 1969

UU. No. 9 Tahun 1968 membagi usaha-usaha
negara menjadi 3(tiga) bentuk, yaitu perusahaan
jawatan (Perjan), perusahaan umum(Perum), dan
perusahaan perseroan(Persero). Masing-masing bentuk
tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Namun demikian di antaranya terdapat pula satu
bentuk yang merupakan hasil kombinasi dari dua
bentuk yang lainnya.

v Perjan berkarakteristik public service atau
pelayanan kepada masyarakat. Persero memupuk keun-
tungan, dan Perum melayani kepentingan umum sekali-
gus memupuk keuntungan.

Perjan merupakan bagian dari departemen pemer-
intah, dibiayai dari APBN, dan diawasi oleh de-
partemen yang bersangkutan. Oleh karena itu kedudu-
kannya sangat tergantung pada departemen tersebut.-
Mengingat bentuk Perjan merupakan perpanjangan
tangan departemen, bidang usahanya meliputi kegia-
tan-kegiatan ekonomi yang terkait dengan departemen
lihduknya.

Persero merupakan bentuk usaha milik negara
sebagian atau seluruhnya yang mengacu pada keten-

tuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas(PT) da-
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lam Kitab Undang-undang Hukum Dagang(KUHD) yang
dewasa ini sudah diganti dengan UU No. 1 Tahun 1985
tentang PT. Dengan demikian Persero pada dasarnya
sama atau sejéjar dengan PT-PT yang didirikan oleh
swasta.

Berdasarkan kesamaan dan kesejajaran tersebut,
di samping meliputi bidang-bidang yang vital seper-
ti pengusahaan pelabuhan, pembangkit tenaga lis-
trik, dan telekomunikasi, Persero juga dapat melak-
sanakan segala bidang usaha yang umumnya dilaksana-
kan oleh PT swasta. |

FPerum pada satu sisi memperlihatkan kesamaan
dengan Perjan, dsn pada sisi lain dengan Persero
dan/atau PT. swasta. Namun demikian pengendalian
departemen terhadap Perum tidaklah sebesar yang
dilakukan terhadap Perjan. Hal ini disebabkan
karena berdasarkan UU. No. 18 Prp. Tahun 1860 yang
dinyatakan masih tetap berlaku, Perum memiliki cu -
kup kemandirian dan keleluasaan ruang gerak, terma-
suk mengadakan kerjasama dengan swasta.

Secara garis besarnya, kecuali mengensi kepe-
milikan, bentuk-bentuk usaha negara khususnya Per-

sero dan Perum tersebut sesungguhnya tidak berbeda

///dengan swasta. Namun demikian apabila ditelusuri,

DISERTASI

dijumpai perbedaan yang mendasar terutama dalam hal
perlakuan pemerintah. Usaha-usaha negara memperoleh
fasilitas dari negara seperti modal, subsidi dan
proteksi, yang untuk swasta hanya diberikan kepada

perusahaan-perusahaan tertentu saja.
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Diskriminasi tersebut dapat menimbulkan ketim-
pangan dalam perekonomian. Di samping karena ruang
lingkup bidang usashanya yang meliputi segala usaha,
adanyva perlakuan-perlakuan khusus dari pemerintah
terhadap usaha-usaha negara, kurang menguntungkan
bagi persaingan.

Dalam hubungan dengan pembahasan usaha-usaha
negara, tidak seluruhnya campur tangan melalui
usaha-usaha tersebut mengandung segi negatif.
Keberadaan Perjan dapat dipandang sebagai saluran
peranan negaré vang menguntungkan bagi perekonomi-
an. Usaha-usaha negara seperti Perjan Kereta Api
dan Perjan Pegadaian pada dasarnya tidak merebut 1la
pangan usaha swasta, bahkan sebaliknya usaha-usaha
vang kegiatan - kegiatannya dikategorikan sebagai
Jasa-jasa publik itu justeru sangat membantu pere-
konomian masyarakat.

Namun dalam perkembangannya sejalan dengan
diberikannya kemungkinan peralihan dari bentuk
usaha negara yang satu ke bentuk yang lain, dewasa
ini bentuk Perjan sudah merupakan sesuatu yang
sangat langka. Sebagian terkecil usaha-usaha negara
telah diubabh menjadi Perum, dan sebagian terbesar
mengambil bentuk Persero. Kondisi yang demikian
sesungguhnya pada satu sisi menunjukkan negara
cenderung mengurangi pelayanan kepada masyarakat,
dan pada sisi lain lebih menekankan pada tujuan

memupuk keuntungsn.
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Orientasi memupuk keuntungan merupakan suatu.
indikator 'yang memperlihatkan semakin kuatnya
keinginan negara melakukan campur tangan dalam
perekonomién. Ditambah lagi dengan tak terbatasnya
rﬁang lingkup kegiatan yang dikelola, maka kebera-
daan usaha-usaha negara telah menyimpang dari
funésinya sebagai pengawas arah kegiatan ekonomi.

Peralihan dari bentuk Perjan ke bentuk yang
lainnya dan banyaknya Persero yang didirikan se-
sungguhnya mengandung pula segi positif. Dengan
peralihan te;sebut terbuka kesempatan untuk menga-
dakan kerjasama dengan swasta, yang merupakan salah
satu cara privatisasi perekonomian. Namun demikian
hal ini belum dapat dijadikan landasan untuk mene-
rima sepenuhnya kerjasama Perum dan Persero dengan
swasta, sepanjang kerjasama itu masih didasarkan
pada penunjukkan-penunjukkan yang pada akhirnya
menghasilkan inefisiensi.
badan usaha negara yang tidak termasuk dalam bentuk
bentuk usaha negara menurut UU No. 9 tahun 1969

Pelaksanaan kegiatan secara langsung oleh
negara dalam perekonomian tidaklah terbatas dilaku-
kan melalui Perjan, Perum, dan Persero,\'melainkan
Juga melalui perusahaan khusus yang tidak termasuk
dalam kategori 3(tiga) bentuk usaha negara terse-
but. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1 UU.
No. 3 Tahun 1969 yang memperkenankan penyimpangan

terhadap bentuk-bentuk usaha negara.
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Bertumpu pada ketentuan tersebut diundangkan-
lah UU. No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertam-
bangan Minyak dan Gas Bumi Negara(Pertamina), untuk
membangun, dan melaksanakan pengusahaan minyak dan
gas bumi . dalam arti yang seluas-luasnya untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menciptakan
ketahanan nasional.

Dari segi modalnya yang tidak terbagi dalam
saham-saham, nampak pendirian Pertamina merupakan
perwujudan dari peranan negara yang dominan dan
menutup penyertaan modal dari pihak luar selain
modal negara.

Namun demikian hal tersebut tidak berarti
bahwa Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan
vang melakukan eksplorasi, pengolahan, dan pendis-
tribusian minyak dan gas bumi di Indonesia.

Mengingat kemampuan modal dan teknologi yang
terbatas, akéirnya Pertamina banyak memanfaatkan
potensi-potensi baik asing maupun swasta nasional
melalui berbagai kontrak kerjasama dalam pengusa-
haan bahan tambang tersebut.

Dalam kontrak kerjasama, para partner tidak
menyertakan modal dalam badan hukum Pertamina,
melainkan dalam bentuk-bentuk antara lain:

- kontrak karya
Bentuk kontrak karya merupakan bentuk kerjasama
khusus antara modal asing dengan usaha negara

milik negara yang modalnya tidak terbagi dalam
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. saham-saham, misalnya kontrak karya antara

Pertamina dengan PT. Caltex Pacific Indonesia.20
Dalam kerjasama tersebut pihak modal asing

terlebih dahulu membentuk satu badan hukum Indo-
nesia, dan badan hukum ini mengadakan kontrak
dengan usaha milik negara tersebut.

- produksi dan distribusi
Dalam hal pengadaan dan distribusi premix(premium
mixed), bahan bakar minyak beroktan tinggi untuk
kendaraan bermotor, terdapat 4(empat) swasta
masing-masing PT. Humpuss, PT. Panutan Selaras,
PT. Giga Intrax, PT. Sumber Daya Alam, dan PT.
Elnusa mili& Pertamina yang diperkenankan mempro-
duksi dan memasarkan bahan bakar tersebut .21

- Jasa pelayanan

Jasa pelayanan untuk Pertamina antara 1lain

meliputi penyewaan pipa saluran, konstruksi dan

pengapalan. Dalam Jjasa-jasa tersebut terdapat
beberapa swasta.22
Keikutsertaan swasta dalam proyek-proyek

tersebut pada dasarnya menunjukkan sektor minyak
dan gas bumi merupakan pasar yang terbuka sekaligus
tertutup. Keterbukaan nampak dari adanya partisipa-
i swasta, scdangkan segi ketertutupannya terlihat,
bahwa swasta-swasta itu memperocleh proyek tanpa
melalui tender, melainkan karena dominannya kekua-
saan pemerintah dalam menunjuk swasta tertentu

sebagail mitra Pertamina.
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pengaturan hukum

Hukum merupakan suatu cara dan sarana bagi nega-
ra-pemerintah melakukan peranannya dalam perekonomian.
Hukum dalam kerangka tersebut digunakan secara inten-
sif ketika pghan mengenal negara kesejahterdan masih-
dipegang kuat sebagail acuan.

Paham tgrsebut mempersyaratkan keberadaan dan

23

berfungsinya hukum dalam perekonomian, sebagai

karakteristik negara kesejahteraan. Bertumpu pada

paham ini negara memperoleh pembenaran untuk menempat-
kan hukum berdampingan dengan perekonomian, sehingga
hampir setiap kegiatan-kegiatan ekonomi tidak terlepas
dari pengaturan hukum.

Kondisi pengaturan yang demikian pada dasarnya
mengarah pada karakteristik welfare regulatory state
atau suatu negara yang aktif dan bersifat intervensio-
nis, serta diskriminatif. Pada satu sisi lebih mem-
beri keleluasaan kepada perusahaan-perusahaan besar,
pada sisi lain membatasi usaha kecil.24

Uraian tersebut mengandung makna, paham negar$.
kesejahteraan memberikan peranamr .yang bsangat doniugd
kepada negara,. memperluas dan ieningkatkan peranan
regulasi, birokrasi serta menimbulkan pengaturan yang
berlebihan dalam perekonomian. Berdasarkan paham itu,
jenis dan ruang lingkup pengatpran hukum sangat bera-
gam dan luas cskupannya.

Dalam perekonomian Indonesia, terdapat' pengatu-

ran-pengaturan hukum di bidang perindustrian dan per-
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dagangan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-
undangan, seperti, Undang-undang, Keputusan Presiden
(Keppres), Instruksi Presiden(Inpres), dan Peraturan-
peraturan pelaksanaan lainnya yang menunjukkan aneka
ragam produk hukum mengenai perekonomian.

/// Dalam kaitannya dengan deregulasi dan debirokra-
tisasi yang digalakan sejak 1983, vang merupakan
pertanda dimulainya pemantapan era ekonomi pasar, padsa
satu sisi perihal keberadaan dan berfungsinya hukum
itu sesungguhnya merupakan suatu keharusan, tetapi
pada sisi lain, mengenai relevansinya terhadap pereko-
nomian masih perlu dibahas secara mendasar.

Dari berbagai pengaturan tersebut pada dasarnya.
dapat diidentffikasi, bahwa pengembangan perekonomian
Indonesia tidak terlepas dari peranan negara yang
dominan, melélui proteksi yang diberikan berdasarkan
pehuﬁjukkan perusahaan tertentu.

Dikatakan demikian karena pengaturan-pengaturan
tersebut menunjuk, melindungi, dan memberi berbagai
kemudahan hanya terhadap perusahaan tertentu saja.
Pengurangan dan penghapusan peranan negara, seperti
proteksi yang sesungguhnya merupakan salah satu vang
seharusnya menjédi tujuan deregulasi dan debirokratis-
asi belum sepenuhnya dilaksanakan. Bahkan Uu No. 5
Tahun 1984 tentang Perindustrian vyang diundangkan
kemudian Jjusteru menyatakan perlunya proteksi bagi
industri tertentu di dalam negeri(Pasal 12).

Dari segi persaingan, Keppres No. 29 Tahun 1984

yang kemudian diganti dengan Keppres No. 18 Tahun 1994
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tentang Pelaksanaan Pendapatan Dan Anggaran Belanja
Negara(APBN) justeru merupakan langkah mundur, apabila.
dibandingkan 'dengan Indonesische Comptabiliteitswet
(ICW). Keppres No. 168 Tahun 1884 masih memperkenankan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa publik tanpa
melalui pelelangan umum, sedangkan ICW(Pasal 12)
menyatakan pelakasanaan seperti itu harus dilakukan
melalﬁi suatu lelang dihadapan umum.

Selain membatasi peluang usahs melalui kewajiban
menjadi rekanan pemerintah, Keppres tersebut juga
memberikan vkewenangan kepada departemen atau Ilembaga
untuk mengadakah pungutan dan/atau menentukan besarnya
pungutan-pungutan, yang pada akhirnya dapat menimbul-
kan ekonomi biaya tinggi. Ragam dan Jjumlah pungutan
itu sangat jelas pengaruhnya terhadap tingkat harga
vang dirasakan terutama oleh kalangan konsumen.

Pengadaan barang dan jasa tanpa lelang tersebut
akhirnya sering terjadi terutama melalui proyek kerja-
sama pemerintah atau BUMN dengan swasta dalam berbagai
bentuk.

FPertama, melalui pendirian suatu perseroan
terbatas (PT) baru. Bentuk seperti ini dilakukan oleh
Perusahaan Umum Kereta Api(Perumka) yvang bersama
dengan PT. Steady Safe (swasta) mendirikan PT. Infini-
ti Indomarga, yang melaksanakan proyek pengadaan dan
pengoperasian kereta api(listrik) komuter rute Tanger-
ang-Serpong~Bogor—Bekasi.25

Kedua, dengan menyerahkan pelaksanaannya kepada

suatu PT swasta, seperti yang dilaksanakan oleh Pemer-
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intah Daerah Kota Madya Denpasar, Bali, yang memperca-
yakan pemungutan pajak reklame keéada PT. Cakra Pucuk
Rejuna(swasta). Pemungutan pajak bangunan I(PB I) dan
E;z%ibusi parkir dipercayakan pula kepada PT-PT lain-
nya.zs,

Pada kedua bentuk kerjasama tersebut masing-
masing PT memperoleh proyek tanpa melalui suatu pele-
langan umum, melainkan proposal yang langsung disetu-
jui oleh pemerintah atau BUMN. Kendati pun proses
awalnya berpangkal pada keinginan swasta, pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa seperti itu pada dasarnya_
tidak berbeda' dengan penunjukan yang mencerminkan
dominannya peranan pemerintah.

Penunjukan-penunjukan yang hanya menguntungkan
perusahaan tertentu semakin kuat dianut sehubungan
dengan dikeluarkannya Keppres No. 2 Tahun 1996 yang
memberikan pembebasan bea masuk dan pajak penjualan
atas barang mewah(PPnBM).

Di samping mengandung kontradiksi dengan kebijak-
sanaan yang nampak bertujuan meningkatkan penerimaan
negara di iuar sektor migas, antara lain melalui
intensifikasi pemasukan melalui pajak, Keppres yang
dikenal karena keterkaitannya yang erat dengan program
mobil nasional(mobnas) tersebut juga mengandung disk-
riminasi terhadap para pelaku usaha di bidang otomo-
tif. Pandangan iqi muncul, karena fasilitas-fasilitas
itu hanya diberikan kepada PT. Timor Putra Nusantara.

Pada satu sisi pemberian fasilitas tersebut akan

nengakibatkan penerimaan negara berkurang kendati pun
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hanya diberikan kepada sstu perusahaan, tetapi mengin-
gat Jumlah mobil dalam bentuk built up yang akan
dimasukkan cukup besar, maka penerimaan bea dan pajak

yang semestinya diterima negara cukup besar pula. Pada
sisi lain kebijaksanaan itu akan menimbulkan monopoli,
karena hanya diberikan kepada satu perusahaan yang
nantinya menguasai pasar mobnas.

Apabila ditelusuri penunjukan swasta tertentu
vang sesungguhnya sudah dimulai sejak 1970an, di
samping menimbulkan monopoli, melahirkan pula monopso-
ni. Hal tersebut dapat disimak dengan ditunjuknya PT.
Bogasari Flour Mill sebagai pembeli tunggal
gandum(bahan baku terigu) dari Bulog.

PT. Bodasari Flour Mill yang bergerak dalam bi -
dang usaha penggilingan gandum menjadi terigu berada
dalam satu holding company dengan PT. Indofood Sukses
Makmur yang antara lain memprodsi mie instan. Kedua
bidang usaha  perusahaan-perusahaan tersebut berada
dalam satu rangksaian yang saling mendukung. Oleh
karena itu sesungguhnya merupakan pengusahaan bidang
gsahq pada tingkat hulu dan hilir.

Dalam kenyataannya, penunjukan seperti itu tidak
hanya ditujukan kepada swasta, tetapi Jjuga kepada
BUMN. Penunjukan PT (Persero) Pantja Niaga sebagai
satu-satunya importir bahan baku susu untuk kebutuhan
industri/pabrik non susu, melalui Keputusan Menteri
Perdagangan No. 132/Kp/V1/93, dapat dikemukakan seba-
gai contohnya.

Dengan mengikuti pandangan Sjahrir,27 dapat pula
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dikemukakan, pelaksanaan kegiatan ekonomi sebagai
importir tunggal melalui penunjukan menimbulkan dis-
torsi harga, terutams dilihat dari perbedaan harga
dunia dan nasional maupun antar daerah dan juga perbe-
daan antar produk. Dengan demikian pengendalian kuan-
titas barang dan tingginya harga di dalam negeri
sesungguhnya ditentukan oleh pemerintah bersama
}méortir tunggal.

Distorsi tersebut sesungguhnya merugikan peneri-
maan negara, masyarakat sebagai konsumen, dan masyara-
kat sebagai pelaku ekonomi potensial. Pengendalian
kuantitas menyebabkan terbatasnya jumlah barang yang
mengurangi penerimaan negara dari sektor bea masuk.
Kedudukan sebagai importir tunggal memberi keleluasaan
terhadap importir yang bersangkutan untuk menetapkan.
harga yang tinggi, sehinggs merugikan konsumen.

Di samping itu penunjukkan tersebut juga mengan-
dung pengertian pemerintah menerapkan suatu hambatan
terhédap timbulnya persaingan. 0Oleh karena itu secara
potensial, penunjukkan sebagai importir tunggal yang
merupékan hambatan non tarif merugikan masyarakat baik
sebagai konsumen maupun pelaku ekonomi, yang seharus-
nya diberi kesempatan yang sama.

Proteksi seharusnya diberikan dalam rangka
memperkuat industri dalam negeri yang baru tumbuh
(infant industry), agar dapat bersaing dengan industri
luar negeri, antara lain dengan mengenakan bea masuk
vang tinggi untuk impor produk sejenis atau melarang

impornya sekalian.
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Keluarnya Inpres No. 1 Tahun 1980 Tentang Laran-
gan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat
Terbang, dapat dikemukakan sebagai contoh proteksi
terhadap industri pesawat terbang di dalam negeri,
vang hingga kini baru dan hanya diproduksi oleh PT.
Industri Pesawat Terbang Nusantara(IPTN).

Proteksi yang sesungguhnya berkembang bersamaan

dengan munculnya pemikiran mengenai nasionalisme
ekonomi, agar industri dalam negeri mampu bersaing
dengan industri negara-negara maju, pada akhirnya

menunjukkan ketidaksesuaian dengan ekonomi pasar.

Ketidaksesuaian tersebut dapat dijelaskan dari
Egﬁiga) hal sebagai berikut:

- pertama, mengdenai pertimbangan-pertimbangan perlunysa
suatu produk atau kegiatan ekonomi diproteksi,

- kedua tentang perusahaan-perusahaan tertentu yang di
beri proteksi,

- ketiga jangka waktu proteksi.

Mengenai yang pertama, sehubungan dengan proteksi
vang sesungguhnya merupakan suatu strategi pembangu-
nan industri jangka panjang dalam rangka meningkatkanA
daya saing industri dalam negeri, umumnya proteksi
diberikan wuntuk produk-produk unggulan yang padat
modal dan teknologi, tetapi dalam prakteknya diterap-
kan untuk berbagai komoditas, seperti terigu, produk-
produk peternakan, pertanian, dan perkebunan.28

Hal tersebut pada dasarnya menunjukkan pemerintah
tidak konsisten dalam menerapkan proteksi, di samping

tidak rasional. Inkonsistensi tercermin dari semakin
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meluasnya cakupan produk-produk yang diproteksi, vyang

berarti semakin banyak produk atau bidang usaha yang

dikontrol oleh pemerintah, dan bidang usaha vyang
[ tertutup bagi swasta lainnya.

Kecuali sebagian cengkeh‘dan buah-buahan, hampir
semua produk yang diproteksi penuh dengan komponen
impor, dan juga merupakan produksi dalam négeri vang
dihasilkan oleh perusahaan penanaman modal asing(PMA).
Sebelumnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1887 tentang Pe-
nanaman Modal Asing, perusahaan-perusahaan tersebut
sesungguhnya telah pula memperoleh fasilitas berupa
pembebasan bea masuk. Kendati pun dinyatakan sebagai
suatu insentif yang diberikan terbatas untuk barang-
barang ysng dimasukkan dalam rangka pewmbangunan proyek
dan perluasannya, dampak yang ditimbulkannya tidak
berbeda dengan proteksi. Hal ini mengandung penger-
tian, bahwa yang 1lebih banyak menikmati proteksi
adalah perusahaan-perusahaan PMA. Disinilah letak segi
irrasional proteksi di Indonesia.

///' Mengenai yang kedua, proteksi-proteksi terhadap
perusahaan-perusahaan tertentu dilakukan melalui penun
jukkan tanpa kriteria yang rasional.

Bagi perusahaan yang ditunjuk, proteksi merupakan
penguasaan sumber dan pasar yang memungkinkan yang
bersangkutan menikmati skala ekonomi yang maksimal.
Kedua hal tersebut mendorong terciptan&a struktur
pasar yang monopolistik. Hal ini disebabkan karena
dengan proteksi, hanya perusahaan yang ditunjuk saja

yang diizinkan melaksanakan suatu bidang usaha, sedang
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kan yang lain dilarang atau akan menemui berbagai
hambatan apabila melaksanakannya.

Bertumpu pada pemikiran tersebut, maka proteksi
pada dasarnya merupakan suatu legalisasi monopoli. Di
samping itu, mengingat bahwa pemberiannya dilakukan
hanya melalui penunjukkan dan tidak bertumpu pada
ﬁpétu kriteria, dalam proteksi terdapat kecenderungan
adanya kolusi atau persekongkolan antara penguasa
dengan pengusaha, yang melahirkan kroni dalam pereko-
nomian atau penguasaan perekonomian oleh satu keluarga
atau sahabat-sahabat dekat.

Sehubungan dengan upaya menumbuhkan mekanisme
ekonomi pasar, pencegahan persekongkolan antara pen-
guasa dengan pengusaha merupakan hal yang urgen.

Persekonghkolan penguasa dengan pengusaha berkem-
bang biak dalam kultur kehidupan perekonomian yang
bercorak paternalistik. Kultur tersebut mengakibatkan
hubufigan-hubungan yang sangat dekat antara penguasa
dengan pengusaha, dan kedekatan ini dapat mewujudkan
persekbngkolan-persekongkolan.

Kondisi perekonomian dalam mana peranan swasta
yvang besar hanya diberikan kepada sekelompok kecil
saja, lmaka pemberian tersebut sesungguhnya merupakan
bentuk pengalihan peranan negara yang dominan ke
tangan swasta tertentu.

Dengan kultur tersebut, liberalisasi atau priva-
tisasi ekonomi hanya akan dinikmati oleh para pemburu
rente atau pars pengusaha yang memiliki hubungan sa-

sangat khusus deggan penguasa termasuk yang turut me-
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nentukan dalam pengambilan keputusan, misalnya partai
_politik vang berguasa.

Praktek perburuan‘rente pada umumnya diwujudkan
dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas atau kemuda-
han-kemudshan tertentu dalam proses produksi dan
distribusi, atau ditunjuk sebagai perusahaan tunggal
untuk suatu bidang usaha.

Pemberian fasilitas dan penunjukkan terhadap per-
usahaan tertentu tersebut tanpa proses pemberian
kesempatan yang sama kepada perusahaan-perusahaan
lain, mengarah pada kolusi atau konspirasi antara peng
vasa dengan pehgusaha, yang mengandung unsur pembata-
san bahkan penghapusan persaingan.

Bertumpu psda uraian tersebut dapat dikemukakan,
persekongkolan antara penguasa dengan pengusaha meru-
pakan implikasi dari kultur ekonomi paternalistik,
yvang tidak sesuai dengan makna liberalisasi dan upaya
mengembangkan persaingan.

Mengingat mekanisme pasar dan peranan swasta yang
dibangkitkan melalui liberalisasi mengarah pada pen-
gdembangan persaingan, maka dalam kaitan tersebut meru-
pakan sesuatu yang urgen bagi pengaturan hukum persa-
ingan usaha untuk mengubah kultur ekonomi yang mela-
hirkan persekonggkolan dan perburuan rente tersebut.

Pertimbangan yang melandasi urgensi tersebut
antara lain,

- persekongkolan penguasa dengan pengusaha mengakibat-

akibatkan terjadinya konsentrasi ekonomi pada seke-
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lompok perusahaan keluarga atau para kroni penguasa,
tanpa melalui proses kompetisi.

‘Persekongkolan tersebut dapat pula dipandang
sebagai suatu cara mengalihkan dominanya peranan
pemerintah dalam perekonomian ke tangan swasta ter-
tentu(para pemburu rente). Oleh karena itu perse-
kongkolan dengan pemburu rente tidak sesuai dengan
prinsip persamsan kesempatan berusaha.
dari segi efisiensi produksi, yang merupakan tingkat
harga vyang dihasilkah dari ongkos produksi paling
minimum atau titik terendah dari average cost,29
sehingga tujuan menguntungkan konsumen tidak akan
tercapai melalui persekongkolan. Hal ini disebabkan
karena ongkos sosial berupa pengeluaran - pengelua-
ran dalam rangka membina dan'mempertahankan hubungan
dengan penguasa agar kedudukan usahanya langgeng,
tidak sedikit jumlahnya.

Dikaitkan dengan kecenderungan perburuan rente
vang bertujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-
besarnya, maka tidak tertutup kemungkinannya ongkos
sosial tersebut dialihkan kepada konsumen. Dengan
demikian persekongkolan penguasa dengan pengusaha
pada dasarnya dapat meningkatkan beban dari yang
seharusnya ditanggung oleh konsumen.
persekongkolan pengusaha dengan penguasa menunjukkan
ketidakmampuan bersaing dari para pemburu rente.
Fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang diberikan

kepada pemburu rente pada umumnya bersifat eksklu-

g
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_sif, dalam pengertian perusahaan-perusahaan lain ti-
dak diperkenankan memperolehnya, dan dengan kemudah-
an-kemudahan tersebut, perusahaan yang bersangkutan
akan dengan, mudah meraih posisi yang dominan tanpa'
bersaing.

Berdasarkan uraian tersebut, di samping menun-
Jukkan ketidakmampuan bersaing, persekongkolan Jjuga
merupakan faktor yang menghambat dan menghapuskan
persaingan. Para pengusaha lebih banyak tergantung
pada penguasa dari pada mengembangkan dan mengandal-
kan inisiatif, kreativitas dan inovasinya sendiri.

Mengenai vyang ketiga, proteksi pada dasarnya
sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan
tertentu yang memperolehnya. Oleh karena itu tidak-
lah mengherankan apabila sangat diupayakan untuk
memperoleh dan mempertahankannya. Bahkan berkaitan
dengan protes para produsen mobil di luar negeri
terhadap proteksi mobil nasional, yang nampak aktif
mempertahankan broteksi tersebut tidak hanya perusa-
haan yang bersangkutan, tetapi juga pemerintah.

Selama ini batasan waktu mengenai proteksi hanya
digantungkan pada satu kriterium umum, bahwa kegia-
tan yang diproteksi mampu bersaing dengan industri
negara-negara maju.

Uraian tersebut menunjukkan jangka waktu pro-
teksi di Indonesia pada dasarnya tak terbatas. Hal
inl mengandung pengertian, proteksi yang diterapkan
sejak 1970an sudah merupakan bagian yang inheren da-

ri kebijaksansan, praktek,dan kultur ekonomi pemerin
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tah serta para pengambil keputusan,30 dalam jangka
waktu yang tak ditentukan akan tetap menempatkan
perusahaan-perusahaan tertentu pada kedudukan monop-
olistik, dan menutup kesempatan berusaha perusahaan-
perusahaan lain.

Tanpa adanya pengembangan inisiatif, kreativi-
tas, dan inovasi internal, yang antara lain dapat
tumbuh melalui perssaingan, proteksi merupakan kebi-
jaksanaan yang tidak rasional. Hal ini diperkuat
lagi dengan realitas industri di Indonesia yang
sebagian terbesar masih mengandalkan 1isenéi negara
maju, sehingga tidak ada relevansinya berbicara
nengenai peningkatan ketangguhan, kemandirian, dan
daya saing industri nasional melalui proteksi.

Dari pembahasan tersebut dapat dikemukakan,
negara-pemerintah melaksanakan peranan yang 1lebih
dominan sebagai pelaku dan penentu dalam berbagai
kegiatan ekonomi. Peranan ini tidak sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal 33 UUD
1845 dan Pasal 7, 40, serta 41 Ketetapan MPRS No.
XXIII/ MPRS/ 1986, yang pada dasarnya menentukan
pemerintah dalam perekonomian berfungsi sebagai
pengawas dan fasilitator.

/// Namun demikian kedua ketentuan itu tidak secara
tegas mengatur mengenai fungsi-fungsi tersebut. Hal
ini menimbulkan urgensi adanya pengaturan hukum
persaingan usaha yang menetapkan fungsi pemerintah
sebagai pengawas dan fasilitator.

Penetapan fungsi-fungsi tersebut penting arti-
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nya Lsebagai prasyarat bekerjanya mekanisme ekonomi
pasar yang merupakan landasan persaingan usaha.

Dalam fungsi yang pertama, pemerintah mengawasi
arah perekonomian dalam mewujudkan perpaduan pertumbu-
han dan pemerataan ekonomi agar sesuai dengan tujuan
memakmgrkan_masyarakat. Dengan fungsi tersebut pemer-
intah tidak meﬁjalankan peranan sebagai pelaku usaha.
Oleh karena itu penetapan sebagai pengawas pada dasar-
nya searah dengan liberalisasi perekonomian, dalam
pengertian pada satu sisi mengurangi peranan negara-
pemerintah dalam perekonomian (debirokratisasi), dan
pada sisi lain memberikan kesempatan yang lebih 1luas
untuk bekerjanya mekanisme pasar.

Dengan kondisi tersebut, liberalisasi juga menga-
rah pada privatisasi yang merupakan suatu langkah
dalam rangka memberikan peranan yang 1lebih besar
kepada swasta dalam perekonomian. Melalui privatisasi,
swasta ditempatkan sebagai peiaku—pelaku utama dalam
mekanisme pasar

Liberalisasi memberi manfaat terhadap peningkatan
efisiensi produksi, keterbukaan yang berkorelasi posi-
tif terhadap éertumbuhan ekonomi,31 dan menguntungkan
bagi negara berkembang dan yang berpenduduk padat, ka-
rena ekspor terutama produk manufaktur yang bersifat
padat karya akan meningkat.32

Bertumpu pada uraian tersebut dapat dikemukakan,
di samping mengandung makna privatisasi dan mencegah
etatisme, 1liberalisasi pada dasarnya Jjuga mengarah

pada keterbukaan dan pemerataan ekonomi.
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Keterbukaan dalam perekonomian mengandung penger-
tian, terbukanya peluang yang didukung persamaan
kesempatan berusaha, kebebasan memasuki dan meninggal-
kan pasar, serta ketersediaan informasi mengenai
produk dan harga. Keterbukaan tersebut memberi tempat
terhadap setiap pelaku usaha, yang dapat dipandang
sebagai sarana pemerataan. '

Dari sudut pandang tersebut, liberalisasi sesung-
guhnya merupakan suatu langkah untuk membuka peluang
usahg dan dengan demikian berarti pula membuka medan
persaingan. Oleh karena itu urgensi yang mendasar dari
pengaturan hukum persaingan usaha adalah mendorong li-
beralisasi-privatisasi, yang memberi kesempatan lebih
besar kepada swasta untuk berperan dalam perekonomian.

Sebagai fasilitator, pemerintah harus berupaya
menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kebijak-
sanaan makro ekonomi.

Tindakan-tindakan negara yang antara lain melipu-
ti upaya-upaya perluasan kesempatan berusaha, stabi-
lisasi ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
pada umumnya merupakan kebijaksanaan makro ekonomi.

Pemahaman secara makro ekonomi mengenai bagaimana
proses ekonomi berlangsung dan dapat mencapai tujuan
memakmurkan masyarakat, masih memberi tempat bagi
negara untuk berperan dalam perekonomian. Keberlang-
sungan proses tersebut ditentukan oleh alokasi-alokasi
dana dan daya pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Kebijaksanaan makro ekonomi pada satu sisi ber-

pengaruh, bahkan turut menentukan tingkat pertumbuhan
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perekonomian, dan pada sisi lain dapat menimbulkan
permasalahan apabila kebijaksanaan tersebut tidask
seimbang dengan yang dibutuhkan. Terjadinya penganggu-
ran dan inflasi merupakan konsekuensi-konsekuensi dari
ketidakseimbangan tersebut. Hal ini menampakkan
peranan negara melalui kebijaksanaan makro ekonomi
sangat penting dalam perekonomian.

Instrumen dalam perspektif makro ekonomi vyang
.digunakan pada umumnya adalah kebijaksanaan fiskal
dan kebijaksanaan moneter.33 Kebijaksanaan fiskal
merupakan tindakan-tindakan pemerintah secara keselu-
ruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran
belanja pemerintah dan pembangunan. Di Indonesia
kebijaksanaan tersebut tertuang dalam anggaran penda-
patan dan belanja negara (APBN), sehingga disebut Jjuga
kebijaksanaan anggaran. Kebijaksanaan moneter merupa-
kan ‘1angkah—iangkah vang berkaitan dengan sirkulasi
jumlah uvang dan tingkat suku bunga.

Pengaruh‘ kebijaksanaan anggaran dapat dirasakan
‘seoa}a langsung oleh masyarakat baik sebagai konsumen
maupun produsen, karena setiap mata rantai kegiatan da
ri produksi, distribusi hingga konsumsi akan terpenga-
ruh oleh target penerimaan pajak pemerintah.34

Di samping itu, kebijaksanaan anggaran juga mempu
nyai dampak.ekspansif terhadap kegiatan ekonomi.35 Hal
tersebut dapat dipahami mengingat sejumlah dana vyang
bersumber dari penerimaan negara,dialokasikan untuk me
ningkatkan daya beli masyarakat, misalnya melalui

kenaikan gaji dan subsidi yang berlaku secara umum.
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Peningkatan daya beli itu dapat memberi dampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan
kerjs. Dengan demikian kebijaksanaan anggdaran sesung-
guhnya dapat dijadikan landasan dan sarana dalam
rangka pengembangan persaingan usaha.

Bertumpu pada pemikiran bahwa investasi sangat ne
nunjang pertumbuhan ekonomi,maka kebijaksanaan moneter
yvang dimaksudkan antara lain untuk mengendalikan Jjum-
lah uang yang beredar, tingkat suku bunga dan perkre-
ditan dapat pula dikatakan memiliki peranan penting.

Kebijaksanaan pengetatan uang(tight money policy)
,yéﬂg merupakan rangkaian dari kebijaksanaan moneter
untuk jangka pendek memang dapat menekan laju inflasi
vang menyebabkan menurunnya daya beli,38 tetapi untuk
peningkatan investasi terutama oleh swasta, pengetatan
tersebut justeru tidak memberikan iklim yang kondusif.

Pengetatan atau sebaliknya pelonggargn—pelongga—
ran melalui kebijaksanaan moneter merupakan kewenangan
pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter, di sam-.
ping menunjdkkan pentingnya peranan pemerintah,
kebijaksanaan tersebut berpengaruh pula terhadap
peluang berusaha seperti yang tercermin dalam kebi-
'jakshnaan yang lebih dikenal dengan Paket Kebijaksa-
naan 27 Oktober 1988(Pakto 27 1888).

ﬁamun demikian Kebijaksanaan tersebut pada satu
sisi memang berhasil mendorong munculnya banyak usaha
perbankan, yang berarti mendorong pula berkembangnya
persaingan. Namun demikian pada sisi lain, kebanyakan

bank tersebut tidak bersaing menyalurkan dana untuk in
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vestasi, melain&an lebih berupaya menarik atau meng-
‘himpun sebanyak-banyaknya dana dari masyarakat.

Kendati pun kebijaksanaan makro ekonomi dapat
menimbulkan distorsi, peranan tersebut tidak dapat
dihapuskan begitu saja. Di samping dapat memberi
dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila
memperhatikan prinsip keseimbangan dan dilaksanakan
secara konsisten, kebijaksanaan makro ekonomi merupa-
kan peranan yang tidak dapat digantikan, karena pere-
konbmian sendiri tidak dapat menandggulanginya, misal-
nya dalam masalah pengangguran dan inflasi. Kondisi
vang demikian menimbulkan konsekuensi, bahwa peranan
tersebut masih tetap dipexrlukan, bahkan sedapat mung-
kin ditingkatkan pelaksanaannya, terutema untuk kebi-
Jjaksanaan-kebijaksanaan meningkatkan pertumbuhan ekono
mi dan perluasan kesempatan berusaha.

Sejalan dengan urgensi tersebut, pengaturan hukum
persaingan Jjuga bertujuan menghapuskan proteksi atau
fasilitas-fasilitas dari pemerintah terhadap perusa-
haan tertentu, yang menimbulkan konsentrasi kekuatan

konomi pada sekelompok perusahaan, menghambat perusa-
haan lain memasuki pasar, dan menimbulkan inefisiensi.

Melalui pengaturan hukum persaingan, perbedaan-
perbedaan perlakuan atau diskriminasi dalam perekonomi-
an merupakan tindakan yang urgen untuk dihapuskan. Di
sémping karena tidak sesuai dengan persamaan kesempa-
tan berusaha, diskriminasi tersebut merupakan perwuju-
dan etatisme ygng mematikan gairah rakyat untuk bersa-’

ing.
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2. Melindungi Hak Atas Persamaan Kesempatan Berusaha

Meluasnyé ruang gerak swasta dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan ekonomi memacu gairah, etos kerja,
dan pembaruah—pembaruan serta terbukanya berbagai
'pilihan berusaha yang merupakan kontribusi yang sangat
menentukan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, 1lib-
eraliéasi yang pada dasarnya mengarah pada terbentuk-
nya mekanisme pasar merupakan perekonomian yang berka-
rakteristik persaingan, dalam mana setiap perusahaan
dapat |mencapai efisiensi dalam produksi yang mening-
katkan kemakmuran masyarakat. Kontribusi-kontribusi
tersebut merupakan dampak positif dari liberalisasi.

Selain memberi kontribusi penting, besarnya peran
an swasta tidak selalu merupakan kondisi yang mengun-
tungkan pérekonomian secara keseluruhan.

Dominannya ,peranan swasta mengakibatkan semakin
kokohnya modal kuat daiam menguasail pasar. Dengan peng
vasaan tersebut, liberalisasi yang dimaksudkan memberi
kan kesempatan kepada mekanisme pasar dalam persaingan
yang sehat berubah menjadi pasar yang oligopolistis

37 membutuhkan fungsi negara dalam

dan monopolistis,
menanggulanginya. Peraturan internal vang pada dasar-
nya merupakan norma-norma yang tumbuh dan dikembangkan
dari kebiasaan-kebiasaan dalam dunia usaha serta diper
tahankan, atau berdasarkan kesepakatan-kesepakatan se-
cara intern dalam rangka melindungi kepentingan mereka
sendiri, atsu norma-norma yang tumbuh dan dibuat oleh

swasta, misalnya peraturan-peraturan dalam organisasi-

organisasi atau asosiasi - asosiasi usaha yang berlaku
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di antara mereks sendiri, karena jangkauan berlakunya
yvang terbatas pada anggota, dan pelaksanaannya yang
sangat tergantung pada iktikad baik, pengaturan inter-
nal tampak kurang dapat diandalkan.

Implikasi yang timbul dari liberalisasi tersebut
harus ditanggulangi berdasarkan hukum positif. Per-
aturan-peraturan internal tidak dapat difungsikan un-
tuk maksud itu, karena peraturan-peraturan internal
lgxﬂa umumnya lahir dari dan berkembang dalam asosiasi-
asosiasi yang lebih mengarah pada kartel dan kesepakat
an-kesepakatan yang oligopolistis, sehingga tidak me-
mungkinkan berfungsi sebaliknya. Oleh karena itu al-
ternatif penanggulangan imlplikasi liberalisasi masih
bertumpu pada hukum positif. Hal ini mengandung peng-
ertian, dalam era liberalisasi pun masih terdapat
fungsi negara dalam perekonomian.

Liberalisasi perekonomian di Indonesia yang sudah
dipersiapkan bersamaan dengan dimulainya kebijaksanaan
deregulasi sejak 1983, sesungguhnya tidak mengarah
pada‘perekonomian tanpa pengaturan hukum atau tanpa
peranan negara-pemerintah sama sekali. Melalui dere-
gulasi, pengaturan-pengaturan hukum yang tidak kondu-
sif terhadap perekonomian dikurangi atau ditiadakan.
Dengan demikian deregulasi tidak menghapus seluruh
fungsixnegara dalam perekonomian.

Di samping fungsi pengawasan, memfasilitasi anta-
ra lain Mengatur agar manfaat pelaksanaan perekonomi-
an sesuai dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan

pemerataan dalam rangka memakmurkan masyarakat, yang
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merupakan salah satu fungsi negara yang masih relevan,
justeru memperoleh prioritas dalam liberalisasi di .
Indonesia. Oleh karena itu apabila yang menjadi krite-
ria adalah memberikan peranan yang lebih besar kepada
swasta dalam fangka meningkatkan pertumbuhan dan peme-
tataén,maka permasalahan pokok yang dihadapi tidak ter
letak pada upaya menghapus peranan negara, melainkan
mengupéyakan mekanisme ekonomi pasar dan bentuk-bentuk
peranan negara yang mendukung mekanisme tersebut.

Dalam kerangka Pasal 33 UUD 1845, negara membata-
si penguasaannya pada cabang-cabang produksi yang pen-
“ting Dbagi negafa dan menguasai hajat hidup orang ba-
nyak. Penguasaan sumber-sumber dimaksudkan untuk sebe-
sar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mengandung mak
na adanya keterbukaan pasar atau bidang usaha, khusus-
nya di luar yang dimaksudkan Pasal 33 UUD 1845. Dengan
keterbukaan itu seharusnya tersedia suatu sistem akses
vang didasarkan persamaén kesempatan berusaha yang ter
tuang dan memperoleh perlindungan melalui suatu peng-
aturan hukum.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 pada dasarnya hanya me
muat aturan pokok bahwa persamsaan yang dimaksud merupa
kan suatu hak. Sementara itﬁ pengaturan-pengaturan
seperti UU. Perindustrian dan UU. Usaha Kecil kendati
pun juga menggunakan pasal itu sebagai dasar, ternyata
tidak mengaturvlebih lanjut mengenai persamaan terse-
but. Hal ini menunjukkan persamaan kesempatan berusaha
belum memperolen pengaturan yang memadai.

Tanpa pengaturan hukum yang bertujuan melindungi,
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hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya kon-
sentrasi ekonomi pada satu atau beberapa pelaku usaha.
Dalam mencegah kondisi demikian, persamaan kesempatan
berusaha perlu diatur lebih lanjut dan dilindungi.

Melindungi hak atas persamaan kesempatan berusaha
mengandung pengertian, menyediakan sistem akses yang
sama bagi setiap pelaku usaha terhadap suatu bidang
B;éha, dan membuka kesempatan yang luas tanpa adanya
hambatan-hambatan baik dari pemerintah maupun swasta
vang mempunyai kedudukan dominan.

Persamaan kesempatan yang menyebabkan keterbuka-
an, dapat pula memunculkan banyak produsen yang meng-
hasilkan suatu produk yang sejenis. Berbagai produk se
Jjenis tersebut merupakan produk-pfoduk pengganti, se-
hingga konsumen tidak terpaku pada satu produk vang ha
nys dihasilkan' oleh satu produsen saja.

Di samping itu dengan banyaknya produsen produk
sejenis dalam pasar, dapat dicegah kecenderungan dari
satu:atau beberapa produsen meningkatkan harga secara
sepihak, dan sebaliknya dapat diharapkan mereka terpa-
cu untuk meningkatkan efisiensi vang menguntungkan kon
sumen serta berdampak positif terhadap persaingan.

Urgensi hukum persaingan yang mengatur, melin-
dungi dan memajukan persamaan itu bertumpu pads
pemikiran, pérsamaan kesempatan berusaha pada dasarnya
merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi serta landasan pengembangan per-

saingan yang sehat.
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3. Mencegah Dominasi Swasta Yang Menimbulkan Hambatan-ham
batan Dalam Peréaingan

Liberalisasi perekonomian yang pada satu sisi
mengakibatkan campur tangan negara dalam produksi dan
distribusi berkurang, bahkan dalam hal tertentu diha-
pus, pada sisi lain menyebabkan peranan swasta menjadi
lebih besar, bahkan dapat memiliki posisi dominan.

Sejauh posisi dominan dihasilkan dari kemampuan,
akurasi prediksi, ketepatan dalam memanfaatkan pelu-
ang, daya kreasi, inovasi, dan karena perusahaan yang
bersangkutan lebih efisien dalam usahanya, maka posisi
tersebut merupakan suatu kewajaran.

Setiap perusahaan pada dasarnya dapat mencapai po
sisi dominan melalui persaingan yang sehat. Dalam kon
disi demikian, posisi itu tidak merupakan suatu pelang
garan. Sebaliknya jikalau diperoleh dan dipertahankan
derngan melaxsanaksn praktek-praktek kartel atau oligo-
poli, monopoli dan tindakan-tindakan antikompetitif
lainnya, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan
posisi dalam pasar.

Penyalahgunaan tersebut tidak semata-mata merugi-
kan para pesaing, tetapi juga kslangan konsumen, kare-
na praktek-praktek penyalahgunaan posisi menimbulkan
distorsi harga. Oleh karena itu di samping memberiksan
kesempatan yang lebih besar kepada swasta berperan
dalam pasar, upaya mencegah swasta menyalahgunakan
)Egﬁisi melalui cara-cara yang tidak fair dalam mempe-
roleh dan mempertahankan posisi itu, mengandung pula

urgensi adanya pengaturan hukum persaingan usaha.
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Penyalahgunaan posisi dan juga tindakan anti-
kompetitif lainnya dapat diidentifikasi dengan menggu-
nakan kriteria struktur pasar(s), perilaku(p), dan
kinerja(k) atau Kriteria SPK.

Seperti telah dikemukakan pada bagian awal bab
ini, struktur pasar mengacu pﬁda kuantitas dan kemaje-
mukan pelaku usaha untuk suatu bidang usaha, serta kon
disi-kondisi dalam pasar termasuk produk yang dihasil
kan. Perilaku pada pokoknya mecngandung pengertian stra
tegi bersaing secara umum. Sedangkan kinerja menunjuk
kepada tujuan pelaku usaha, yaitu mencapai efisiensi
yang bersifat produktif dan alokatif, mampu mengemn-
bangkan teknologi, dapat menyediakan produk, dan dapat
mendayagunakan semua sumbev daya yang dimiliki.38

Kriteria tersebut sesungguhnya menunjukan suatu
langkah kerja untuk menguji apakah pasar mengandung ka
rakteristik struktur pasar yang kompetitif(s), apakah
pelaku usaha dalam pasar(s) menggunakan cara-cara ber
saing yang sehat(p) dan menerspkan efisiensi(k).

/// Berdasarkan kriteria tersebut secara garis besar-
nya dapat ditentukan tindakan dan kesepakatan yang
harus dicegah sebagai berikut:
a. restriksi dan eksklusi
Restriksi dan eksklusi pada dasarnya dapat
diwujudkan baik dalam bentuk tindakan-tindakan
sepihak pelaku usaha terhadap konsumen dan pelaku
usaha yang lain, maupun kesepakatan-kesepakatan
antara pelaku usaha dengan konsumen, dan antara

pelaku usaha dengan pelaku usahsa.
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Restriksi dan eksklusi tersebut mengandung pemba-
tasan-pembatasan yang dapat menyebabkan konsentrasi
pasar, pengendalian produk, dan penentuan tingkat har-
ga yang membatasi pilihan konsumen, menghambat serta
mengurangi persaingan. Di samping itu restriksi dan
eksklusi juga dapat menimbulkan dampak ekslusioner
atauL desakan terhadap pesaing untuk meninggalkan
pasar, sehingga pasar menjadi lebih terkonsentrasi
pada satu atau beberapa perusahaan.

b. oligopoli, monopoli dan monopsoni

Dalam kaitannya dengan praktek-praktek oligopoli,
monopoli dan monopsoni, kriteria struktur, perilaku,
serta kinerja mengenai hubungan ketunggalan dan ke-
langkaan pelaku usaha yang menimbulkan konsentrasi
ekonomi dengan perilaku yang menghambat akses terhadap
pasar, pengendalian produk, pembatasan pilihan konsu-
men, penghapusan persaingan, dan adanya kemampuan
menentukan tingkat harga yang merugikan konsumen,
terkandung di dalamnya..

g penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT yang
menimbulkan konsentrasi pasar, restriksi, eksklusi,
dan penentuan hargs.

Restrukturisasi perusahaan yang dilaksanakan
melalui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan
perseroan terbatas(PT) pada dasarnya dapat mengarah
pada terbentuknya konglomerasi yang didukung oleh
bersatunya berbagai kekuatan ekonomi, sehingga mengha-
silkan suatu =inergdi.

Restrukturisasi tersebut dapat dilaksanakan seca-
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ra horisontal(PT-PT yang memproduksi barang seje-

‘nis), vertikal(PT produsen dengan PT distributor), dan

konglomerat (PT-PT yang tidak berhubungan sama sekali).

Namun demikian restrukturisasi yang tak terkendali

dapat menimbulkan penguassan pasar, pengendalian

produk dan distorsi harga, sehingga harus dicegah.
Pqupéahan Dan Penyelesaian Sengketa

Dalam pengembangan persaingan usaha terdapat 2(dua)
tujuan pokok, meningkatkan kemakmuran individu dan kemak-
muran masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut mengandung
pengertian, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada
swasta untuk mengaktualisasikan kemampuannya memanfaatkan
peluang dalam perekonomian, dan dengan terbukénya kesem-
patan yang diraih oleh banyak pelaku usaha, maka persain-
gan usaha sesungguhnya mengarah pada upaya mewujudkan
kemakmuran masyarakat. Hukum harus melindungi dan mengem-
bangkan kepentingan-kepentingan tersebut.

" Kebutuhan agar kepentingan-kepentingan tersebut
terwujud secara harmonis dalam persaingan yang sehat
menimbulkan urgensi tentang perlunya pengaturan hukum
persaingan usaha yang bertujuan mencegah dan menyelesai-
kan sengketa.

Sejalgn dengan berkembangnya persaingan usaha yang
menyebabkan peningkatan pelaksanaan kegiatan dalam pere-
konomian, kedua tujuan tersebut akan dapat dicapai apabi-
la kepentingan-kepentingan yang terkandung di dalamnya

‘dilaksanakan secara harmonis, baik antar individu(pelsku
usaha), maupun antara pelaku usaha dengan masyarakat

:(konsumen). Dalam hal pelaksanaan kepentingan itu merugi-
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kan kepentingan;pelaku usaha yang lain dan konsumen,
terjadilah perselisihan kepentingan yang dapat menim-
bulkan sengketa. ‘

Timbulnya sengketa menyebabkan timbulnya permasa-
lahan mengenai siapa yang bertindak merugikan, dan apa
hukumnya.4U Dalam kondisi seperti itu, maka keberadaan
hukum dirasakan urgensinya. Namun demikian hal terse-
but tidak semata - mata berarti adanya sengkéta meru-
pakan syarat berfungsinya hukum. Timbulnya sengketa
tidak dengan segera dapat dikemukakan sebagaili raison
d’etre dari keberadsan dan berfungsinya hukum.

Pandangan bahiia hukum baru berfungsi ketika ter-
jadi suatu sengketa, dan pada saat tindakan-tindakan
dan hubungan-huburgan berlangsung tanpa sengkets,
hukum berada dalam keadaar pasif pada dasarnya lebih
menonjolkan pemahaman berdasarkan pengertian hukum
formil. Dalam pengertian tersebut fungsi hukum beradsa
dalam kerangka perlindungan represif atau perlindungan
hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa.

Di samping yang bersifat represif dikenal pula
,&dgnya perlindungan preventif atau perlindungan hukum
vang diberikan justeru untuk mencegah terjadinya
kerugian dan sengketa. Dalam perlindungan hukum terse-
but diupayakan prevensi-prevensi sehingga kepentingan
individu dan kepentingan bersama dapat berlangsung
dalam hubungan yang harmonis. Oleh karena itu wurgensi
hukum dalam perlindungan hukum preventif harus pula
dipandang sebagai raison d,etre bagi timbulnya suatu-

pengaturan hukum.
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Dalam kerangka pengaturan hukum persaingan usaha,
penulis berpendapat, urgensinya tidak semata-mats
mengarah pada penyelesaian sengketa, melainkan juga
vang tidak kalah pentingnya mencegah tindakan-tindakan
vang merugikan. Dengan demikian pengaturan hukum
persaiﬁgan tidak sepenuhnya berpretensi represif,
tetapi juga preventif.

Tujuan-tujuan tersebut mengarahkan pengaturan
hukum persaingan pada upaya-upaya agar pelaksanaan
kepentingan yang satu tidak melanggar kepentingan yang
lain. Hal ini mengandung pengertian, kepentingan para
pelaku usaha swa;ta memanfaatkan keterbukaan kesempa-
tan berusaha, dan tujuan mewujudkan kemakmuran masya-
rakat sebagai kepentingan bersama diupayskan perlin-
dungan serta pengembangannya.

Sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut, pengat-
uran hukum persaingan harus menyediakan preskripsi-
preskripsi dalam rangka mencegah tindakan-tindakan
vang merugikan, dan mengusahakan penyelesaian repre-
sif sebagai upaya akhir apsbila terjadi sengketa vang
tak dapat dicegah. Kebutuhan untuk mencegah pelaksa-
naan kepentingan yang merugikan kepentingan lain dan
menvelesaikan sengketa itu, semakin memperkokoh urgen-
si pengaturan hukum perszsingan usaha.

Upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa membu-
tuhkan sarana-sarana berupua normas-norms hukum sebagai
pedoman dan pelaksana upaya Lersebut. Oleh karena itu
di samping berhubungan dengan fungsi norma hukum,

terkait pula dengan fungsi kelembagaan.

S
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Di Indonesia pada dasarnya terdapat suatu lembaga

~yang memiliki fungsi preventif. Lembaga yang dimaksud-

kan adalah Departemen Kehakiman, yang berdasarkan UU

,ﬂ6{ 1 Tahun 1985 mengemban fungsi menilai dan memutus-

kan untuk memperkenankan atau melarang tindakan-tinda-
kan tertentu perseroan terbatas(PT).

Fungsi pencegahan yang dilaksanakan terbatas
semata - mata pada tindakan-tindakan yang dapat meru-
gikan persaingan dan terbentuknya monopoli vsehubungan
dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT.

Dengan keterbatasan tersebut, fungsi Departemen-
Kehakiman semata-mata tidak memadai untuk mencegah
persaingan tidak sehat dan monopoli. Di samping karena
fungsi itu belunm dapat dilaksanakan sehubungan dengan
belum tersedianya norma-norma hukum yang mengandung
kriteria mengenai tindakan-tindakan yang diperkenankan
dan dilarang, tindakan-tindakan ysang dapat merugikan
tersebut jauh lebih luas ruang lingkupnya, tidak saja
mencakup restrukturisasi PT, melainkan meliputi pula
tindakan-tindakan sepihak, dan kesepakatan-kesepakatan
vang tidak tercékup dalam kewenangan Departemen Kehak-
iman untuk menanganinya.

Dari segi kepentingan yang dirugikan, permasala-
han tersebut menyangkut kepentingan konsumen dan
pesaing, vyang dapat mengandung unsur-unsur perdata,
pidana dan administratif. Oleh karena 1itu urgensi
mencegah dan menyelesaikan sengketa di samping meman-
faatkan lembaga-lembaga yang telah ada seperti lemba-

ga-lembaga peradilan, dibarengi pula dengan pembentuk-

DISERTASI PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN ... PUTU SUDARMA SUMADI



IR - PERPUSTAKAAN UNIVEERSITAS AIRLANGGA

an suatu lembaga yang lebih dapat menangani masalah-
masalah persaingan secara menyeluruh.

Mengingat bahwa pencegahap persaingan tidak sehat
dan monopoli Jjuga mengandung pengertian membatasi
serta mengendalikan peranan pemerintah dalam perekono-
mian, maka lembaga yang dimaksudkan harus diberikan
kewenangan melakukan kontrol +tidak hanya terhadap
tindakan-tindakan swasta, melainkan pula terhadap
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena
itu lembaga tersebut harus bersifat independen.

Berdasarkan independensi tersebut fungsi lembaga
akan menjadi jelas. lLembaga tersebut tidak terguntgng
pada lembaga lain terutama yang Jjuga melaksanakan
fungsi sebagai pemain(pelaku usaha) atau mengelola
suatu unit wusaha ekonomi, sehingga dengan dengan
demikian kinerjanya lebih dapat menunjukkan karakter-
istik sebagai institusi yang berfungsi mencegah dan
geﬁyelesaikan masalah-masalah persaingan menurut
prinsip persamaan perlakuan dalam hukum.

Untuk menjamin independensinya, lembaga vang
pembentukannya dapat dituangkan dalam undang-undang
persaingan usaha tersebut harus,

1) tidak merupakan bagian dari departemen pemerintahan
Lembaga yang berfungsi mencegah daﬁ menyele-

saikan masalah-masalah persaingan tersebut pada
dasarnya merupakan suatu lembaga yang melaksanakan
dan mengimplementasikan undang-undang persaingan.
Oleh karena itu merupakan pula suatu lembaga yang

‘bérsifat mandiri.

DISERTASI PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN ... PUTU SUDARMA SUMADI



DISERTASI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVEERSITAS AIRLANGGA

63

Kemandirian tersebut diperoleh dari pembentu-

kannya yang didasarkan pada kekuasaan legislatif.

‘Dengan keduduksn demikian, lembaga itu tidak berada

dalam hubungsan subordirasi dengan lembaga-lembaga

perintahan lainnya, bahkan sebaliknya dapat melaku-

kan kontrol terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan
pemerintah.

Rerkaitan dengan fungsinya melindungi hak atas
persamaan kesempatan dalam berusaha, mencegah
tindakan-tindakan antikompetitif dan monopoli,
serta penyelesaian sengketa, maka sejalan dengan
kedudukannya yang mandiri, terhadap lembaga terse-
but diberikan kewenangan-kewenangan untuk,

- menafsirkan dan menerbitkan aturan-saturan yang me
rupakan pelaksanaan atau implementasi undang-
undang persaingan secara mandiri,

- melakukan tindakan - tindakan hukum dalam rangka
kan mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah
yang timbul dari praktek-praktek usaha vang
melanggar.

Dalam kaitannya dengan kewenangan tersebut,
lembaga dapat melarang dilanjutkannya suatu kegia-
tan usaha atau beredarnya suatu produk yang berda-
sarkan pemantauan dan pengawasan dinilai menyimpang
dan dapat merugikan, melalui perintah menghentikan
sementara suatu kegiatan dalam rangka mencegah
meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan(cease and

desist order).
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dibiayai dari APBN,

Permasalahan mengenai biaya operasional suatu
lembaga perlu diketengahkan, mengingat banyak lemba
ga vyang menyatakan diri independen tetapi sumber
pembiayaannya masih tergantung pada alokasi angga-
ran dari suatu departemen. Hal ini menunjukkan
lembaga tersebut sesungguhnya tidak mandiri.

Dalam kondisi ketergantungan, efektivitas dan
efisiensi kinerja suatu lembaga akan tergantung
pula pada departemen yang menaunginya. Oleh karena
itu diupayakan pembiayaan lembaga vyang berfungsi
mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah persain-
gan tidak bersumber dari anggaran yang dialokasikan
oleh suatu departemen, melainkan langsung dari ang-
garan pendapatan dan belanja negara(APBN).
komposisi personalia terdiri dari para profesional

Lembaga sejenis di Amerika Serikat yang dise-
but Federal Trade Commission(FTC), yang juga diben-

tuk dengan undang-undang(act), dan dibiayai oleh

- Kongres, pada dasarnya merupakan suatu kumpulan

/.

DISERTASI

orang-orang yang terdiri dari para pakar (the body
of experts). 40

Komposisi tersebut menunjukkan personalia
lembaga tidak berasal dari kalangan pemerintah. Di
samping dimaksudkan untuk menjamin kemandirian
Jembaga dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, bagi
Indonesia yang telah mencanangkan debirokratisasi

dalam perekonomian, maka pola tersebut kiranya

relevan diterapkan.
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pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 29;
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BAB III
ASAS DAN BENTUK PENBATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Asas Persaingan Usaha

Sepefti telah diuraikan, persaingan usaha yang tim-
bul dari sistem ekonomi pasar, pada dasarnya dapat' mem-
berikan keuntungan-keuntungan berupa harga yang murah,
meningkatnya kualitas produk, efisiqpsi produksi dan
alokasi, keterbukaan informasi, serta persamaan kesempa-
tan berusaha.

Dari segi tersebut, persaingan usaha dapat dipandang
mengandung tujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Dalam pemikiran demikian tercermin pula perlunya perla-

vkuan tertentu untuk ,tetap mengarahkan persaingan menjadi
. semacam alat untuk mencapéi tujuan tadi. Hal ini menim-
 bulkan urgensi perlunya pengaturan hukum dan asas yang
berfungsi melandasi serta mengarahkan pengaturannya.

Perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal 33 ayat (1)

jUUD 1945 ditentukan berasaskan kekeluargaan, dan persain-

 gan usaha pada dasarnya merupakah bagian dari kegiatan
dalam perekonomian khususnya yang berorientasi pada
pasar. Hal tersebut menimbulkan permasalahan mengenai
relevansi asas kekeluargaan dalam persaingan usaha.

Pandangan yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta41
tampak membatasi pengertian asas tersebut semata-mata
pada kopersasi. Di samping menganggapnya sebagai bangun
usaha yang cocok dengan asas kekeluargaan, peletak dasar

gerakan koperasi di Indonesia itu Juga mengidentikkan

asas kekeluargaan dengan koperasi.42
87
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Dalam perekonomian berdasarkan UUD 1845 memang
diakui koperasi merupakan bangun usaha yang sesuai dengan
asas kekeluargaan. Akan tetapi hal tersebut tidak dimak-
sudkan untuk menyatakan, bahwa koperasi adalah asas
kekeluargaan itu sendiri, sehingga menutup bentuk-bentuk
badan wusaha lainnya. Seperti telah diuraikan pada Bab
Pendahuluan disertasi ini, di samping koperasi, UUD 1845
mel6lui Pasal II Aturan Peralihannya mengakui pula ben-
tuk-bentuk badan usaha seperti PT, CV, Firma vyang
didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang(KUHD),
bahkan juga bentuk BUMN yang berorientasi memupuk keun-
tungan yang didasarkan pada Undang-undang mengenai ben-
tuk-bentuk usaha negara, yang pada akhir menunjuk dan
memberlakukan pula KUHD. Apakah pengakuan terhadap ben-
tuk-bentuk badan psaha yang terakhir ini tidak mencermin-
kan pengertian bahwa asas kekeluargaan relevan pula
dengan bentuk-bentuk tersebut.

Sri—Edj Swasono43

memandang pengakuan-pengdakuan
teréebut mencerminkan struktur sistem ekonomi Indonesia
bersifat dualistik dan mengandung konflik, yang satu
adalah sistem berdasarkan kekeluargaan(koperasi) dan yang
lainnya(PT,CV, dan firma) berasaskan perorangan. Kedua
asas ini mengandung sifat-sifat yang berbeda.

Pandangan-pandangan tersebut dan demikian pula
halnya yang tercermin dari pandangan Wilopo, pada dasar-
nya menempatkan asas kekeluargaan dalam kerangka penger-
tian bentuk badan usaha dalam sistem ekonomi.

Terhadap pandangan yang menekankan sistem ekonomi

pada bentuk badan usaha, Widjojo Nitisastro mengemuka-
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kan, meskipun merupakan faktor penting dalam setiap
sistem ekonomi, namun bentuk-bentuk badan usaha bukanlah
masalah yang mendasar. Masalah pokok yang harus ditelaah
dalam setiap sistem ekonomi adalah beroperasinya proses
ekonomi dalam rangka sistem ekonomi tersebut.44 Oleh
karena itu perekonomian berdasarkan atas asas kekeluar-
gaan harus dilihat dari segi proses berlangsungnya kegia—'
tan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan perekonomian dan asas
itu sebagai tolok ukur.

Berpegang pada asas kekeluargaan menurut Pasal 33
ayat (1) UUD 1845 yang bunyi ketentuannya sama dengan
Pasal 38 ayat (1) UUDS 1850, delam pandangan Widjojo

45 istilah tersebut harus diartikan bahwa

Nitisastro
proses ekonomi akan terjadi dalam satu kesatuan(unit)
atau lebih, yang memiliki sifat-sifat hubungan kekeluar-
gaan. Ungur hidup bersama, usaha bersama demi kebaikan
bersama, pemerétaah pembagian hasil usaha bersama merupa-
kan unsur-unsur khas kekeluargaan, dan masyarakat secara
keselurnhan merupakan tempat serta tujuan berlangsungnya
proses ekonomi, dengan negara berperan aktif dalam memim-
pin dan mengendalikan pembangunan ekonomi.

Makna yang t§rkandung dalam pandangan tersebut,
pertama, bahwa perekonomidn berdasarkan asas kekeluargaan
menempatkan peningkatan kemakmuran masyarakat secara
keseluruhan sebagai tujuan utama.

Kedua, asas tersebut mengakui peranan perorangan-
swasta dalam perekonomian. Peningkatan kemakmuran masya-

rakat tidak dapat diwujudkan semata-mata dengan mengan-

"dalkan peranan negara untuk menyelenggarakannya, tanpa
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.

dibarengi dengan peranserta masyarakat. Oleh karena itu
asas kekeluargaan tidak menghapuskan keberadaan badan-
badan usaha selain koperasi.

Bentuk-bentuk badan usaha yang telah berkembang
sejak zaman sebelum kemerdeksan, seperti Naamloze Ven-
nootschap(NV) atau PT yang pada awalnya khusus diperun-
tukkan bagi Golongan Penduduk Eropa dan Timur Asing,
justeru semakiﬁ banyak didirikan oleh orang-orang yang
berdasarkan sistem hukum kolonial digolongkan sebagai
penduduk Bumipﬁtera. Dikaitkan dengan modal PT yang
térbég& atas saham-saham yang dapat diperalihkan haknys,
dan kebgrndaan PT yang memungkinkan sebagai sarana peme-
rataan pendapatan melalui pemilikan saham sejalan dengan
dibukanya bursa efek di beberapa kota besar di Indonesia,
bentuk badan usaha tersebut kiranya tidak depat dihapus-
kan begitu .saja semata-mata karena adanya pandangan
bahwa PT bermoral ekonomi persaingan. Terlebih-lebih
setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1885 tentang PT
vang menetapkan kekeluargaan sebagai asas. Penetapan
tersebut mengandung pengertian, bentuk usaha yang beras-
al dari luar itu dapat menerima asas yang sesungguhnya
bersumber dari masyarakat hukum adat .46

Ketiga negara memiliki fungsi dalam mengarahkan
berlangsungnya proses ekonomi agar sesuai dengan tujuan-
nya. Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan adanysa
pengaturan hukum yang bertujuan mencegah free fight
liberalism, monopoli, dan etatisme.

Secara keseluruhan pandaﬂgan WidjoJjo Nitisastro

mengenai perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan
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tersebut pada pokoknya searah dengan pemikiran mengenai
demokra=i ekonomi berdasarkun Pancasila dan UUD 1845.

Dalam Pasal 6 dan 7 Ketetspan MPRS No.XXIII/ MPRS/
1986 yang merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 mengenai
demokrssi ekonomi, dijumpai adanya unsur-unsur dari:

1) asas kekeluargaan;

2) asas perlindungan kepentingan ekonomi yang menguasai
hajat hidup orang banyak;

3) asas mengutamakan kemakmuran rakyat;

45/:ias kebebasan memilih pekerjaan dan hak atas pekerja-
an serta penghidupan yang layak;

5) asas pengakuan hak milik perseorangan;

8) asas pengembangan potensi, inisiatif, dan daya kreasi
setiap warga negars;

7) asas persaingan usaha yang sehat;

8) asas pencegahan persaingan tidak sehat serta pemusatan
kekuatan ekonomi pada satu kelompok, dan

9) asas keadilan sosial.

Dari pemaparan tersebut tampak demokrasi ekonomi
Indonepia sesungguhnya mencerminkan asas kekeluargaan.
Oleh karena itu dengan istilah asas kekeluargaan semata-
mata dalam penggunaannya pada bidang perekonomian, pada
dasarnya sudah terkandung pengertian demokrasi ekonomi.

Nawmun demikian berkaitan dengan asas, dalam praktek
dijumpai beberapa undang-undang yang mengatur mengenai
perekonomian kurang konsisten dengan Pasal 33 UUD 1845.
Pada satu sisi dijumpai undang-undang menekankan secara
langsung asas kekeluargaan, dan pada sisi lain menonjol-

kan demokrasi ekonomi.
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Perbedaan penekanan yang dimaksud hntara lain

sebagai berikut:

a.

DISERTASI

bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi
ekonomi(Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1884 tentang Perin-
dustrian). Dalam Penjelasan pasal tersebut dikemu-
kakan, dalam demokrasi ekonomi pelaksanaan pemban-
gunan industri dilakukan dengan sebesar mungkin
méngikutsertakan dan meningkatkan peran serta aktif
masyarakat secara merata, baik dalam bentuk usaha
swasta maupun koperasi serta dengan menghindarkan
sigtem "free fight liberalism", sistem "etatisme",
dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok
dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
bahwa koperasi berlandaskan atas asas kekeluargaan
(Pasal 2 UU No.25 Tahun 1882 tentang Perkopera-
sian);

bahwa pengaturan PT harus merupakan pengejahwan-
tahan asas kekeluafgaan menurut dasar-dasar demok-
rasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan uup
1945(bagian menimbang huruf d UU. No. 1 Tahun 1885
tentang PT);

bahwa pemberdayaan usaha kecil diselenggarakan atas
asas kekeluargaan (Pasal 3 UU No. 8 tahun 1985 ten-
tang Usaha Kecil). Dalam Penjelasan pasal tersebut
dikemukakan, sehubungan dengan pemberdayaan usaha
ke c¢il, jiwa dan semangat usaha bersama merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluar-
gaan yang di dalamnya terkandung nilai - nilai

keadilan.

PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN ... PUTU SUDARMA SUMADI



IR - PERPUSTAKAAN UNIVEERSITAS AIRLANGGA

yd 73

Dipandang dari segi luas cakupan tujuannya memang
terkandung unsur-unsur yang menempatkan asas kekeluargaan
dan demokrasi ekonomi dalam suatu hubungan yang tak
terpisahkan. Asas kekeluargaan bertujuan mewujudkan kese-
jahteraan, sedangkan demokrasi ekonomi menekankan tujuan
mewujudkan kemakmuran. Namun demikian kemakmuran itu
sendiri merupakan suatu kondisi yang berfungsi sebagai
prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan. Oleh karena itu
dari segi funésinya, asas kekeluargaan dan demokrasi
ekbnbmi mengarah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.
Dengan demikian di samping karena pertimbangan konsisten-
si dengan Pasal 33 UUD 1845, maka dengan tercakupnya
tujuan demokrasi ekonomi, persaingan usaha didasarkan
pada asas kekeluargaan.

Apabila Pasal 33 UUD 1845 tersebut dikaitkan dengan
ciri-ciri demokrasi ekonomi seperti yang tertuang dalam
Pasal 7 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/19686, dan fungsi
pengawasan dari pemerintah terhadap arah perekonomian
(Pasal 40 Ketetapan MPRS tersebut), dapat dikemukakan,
bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan
sesungguhnya mencerminkan sisten ekonomi pasar yang
terkendali. Sistem ini menimbulkan terjadinya persaingan
yang menempatkan swasta sebagai pelaku utama dengan
memperhitungkan posisi konsumen, dan dalam rangka mening-
katkan kemakmuran masyarakat. Peranan pemerintah ditekan-
kan untuk mengawasi dan memfasilitasi berlangsungnya
mekanisme persaingan dalam paéar gserta mengupayakan
perlindungan-perlindungan terutama yang terkait dengan

posisi konsumen.
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Dalam kerangka persaingan usaha, asas kekeluargaan
merupakan pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia, yang meliputi tujuan meningkatkan
pertumbuhan perekonomian nasional dikaitkan dengan pem-
erataan. Oleh karena itu dari asas tersebut tercermin
pula pengakuan terhadap persamaan, yang Jjuga merupakan
karakteristik demokrasi ekonomi.

Sehubungan dengan pengaturan hukum persaingan,
mengenai persamaan torsebut kiranya masih perlu dibahas
lebih jauh terutama dari segi-segdi,

1) pengertian dan ruang lingkup, serta

2) perlindungan hukumnya.

ad 1) pengertian dan ruang lingkup

W. Friedmann mengemukakan, persamaan atau equality

/// In a formal and general sense equality 1is
a postulate of Justice. Aristotle’s
"distibutive Justice" demands the equal
treatment of those equal before the law.
This 1like any general formula of Jjustice
is, however, applicable to any form of
government or society; for it leaves it to
a particular legal order to determine who
are equal before the law....Equality in
rights, as postulated by the great demo-
cratic charters, means the extention of
individual rights, in priciple, to all
citizens 27 distinct from a priveleged
pinority. '

Secara garis besarnya pandangan tersebut dapat

diuraikan dengan bagan sebagai berikut:
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Persamaan

Pengertian formal/umum suatu dalil mengenai keadil
an : persamaan perlakuan da
lam hukum.

Sebagai suatu hak merupakan perluasan makna
4ari hak-hak indiviual ter-
hadap seluruh warga negara
vang berbeda dari pengutama
an minoritas

Sebagai suatu unsur keadilan, persamaan Se-
sungguhnya merupakan asas vang universal, dan
keadilan tersebut pada satu ¢isi dapat diartikan
sama dengan hukum, karena disimak dari segi asal
katanya, istilah Justice(Inggris) berasal dari
perkataan Latin Justicia yang berarti Hukum.48
///’ Namun demikian, pada sisi lain kedilan sesungguhnya

juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan
tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak
memihak (impartiality). Sikap inilah yang mengan-
dung gagasan mengenai persamaan(equality), vyaitu
persamaan perlakuan dalam hukum.

Di samping sebagai suatu dalil keadilan,
persamaan Jjuga merupakan suatu hak. Hal ini dapat
ditelusuri dari ketentuan yang tertuang dalam Pasél
27 ayat (2) UUD 1845, yang menetapkan tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

. yang layak bagi kemanusiaan.
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Pasal tersebut pada dasarnya menempatkan

persamaan dan kebebasan yang meliputi kepentingan

-dan tujuan hak itu ditetapkan dalam suatu hubungan.

Namun demikian sebagul bagian dari hak asasi manu-
sia yang terkait dengan perkembangan dan karakter-
istik bangsa-bangss, persamaan dan kebebasan 1itu
harus dipahami dalam pengertiannya yang bersifat
dinamis.

Mengenai hubungan pecrssmaan dengan kebebasan,
Friedman pada pokoknya memandang, kebebasan merupa-
kan suatu alat yang membuka Jjalan seluas-luasnya
bagi pengembangan personalitas, dan persamaan
dimaksudkan wuntuk memberi kesempatan yang sama
terhadap setiap orang dalam mengembangkan persona-
litasnya,4g

Dalam konteks persaingan, kebebasan pelaku
usaha mengaktualisasikan kepentingannya tidak boleh
menghambat, mengurangi, dan menghapuskan kesempa-
tan pelaku usaha atau kepentingan lainnya melakukan
hal yang sama. Oleh karena itu, kebebasan harus
pula dipapdang dalam rangka memberi Jjalan kepada
vang lain untuk berpartisipasi. Dalam kaitan inilah
asas keke}uargaan vang dikemukakan memiliki dimen-
si—dimensi yang bersifat fundamental dan esensial,
;ntara lain non-diskriminatif, berkeadilan sosial
dan kemakmuran masyarakat, menghargai harkat serta
martabat manusia,50 harus mengupayakan keharmonisan

pelaksanaan kebebasan dan persamaan tersebut.
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Dalam kaitannya dengan persaingan usaha yang
berasas kekeluargaan yang mencerminkan prinsip-
prinsip demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan
uuD 1945, kebebasan tersebut merupakan kebebasan
setiap warga negara untuk:

- memilih dan menjalankan suatu bidang usaha;

~ mengembangkan potensi pribadi;

- mengembangkan inisiatif dan daya kreasi yang mem-
beri corak inovatif pada persaingan usaha.

Dengan ruang lingkup demikian, kebebasan-
kebebasan tersebut pada dasarnya memperluas makna
persamaan, sehingga pengertiannya mengarah pada
pe}samaén kesempatan berusaha, yang semuanya dile-
takkan dalam kerangka tidak bertentangan dengan
kepentingan umum.

Dalam persaingan usaha, persamaan kesempatan
berusaha ditandai dengan tersedianya suatu sistem
akses yang .menjamin, bahwa setiap pelaku usaha
memiliki ke;empatdn yang sama untuk melakukan hal
yang sama dengan yang dilakukan oleh yang lain,
mengelola suatu bidang usaha atau persamaan akses
terhadap pasar.

Di samping dapat meningkatkan perkembangan
perekonomian, persamaan kesempatan berusaha mengan-
dung pula upaya yang bertujuan mewujudkan pemera-
taan. Kedua hal tersebut pada pokoknya merupakan
pengamalan Sila Keadilasn Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia, vyang juga terkandung dalam asas keke-

luargaan.
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ad 2) perlindungan hukum

Sehubungan dengan pelaksanaan hak tersebut,
negara-pemerintah juga memainkan peranan vang
penting. Hak yang dikarakterisasikan dengan istilah
berhak atas seperti yang digunakan dalam Pasal 27
ayat (2) UUD 1845 itu, membebankan kewajiban kepada

/// negara untuk menyusun dan menjalankan program-

| DISERTASI

program bagi pelaksanaan hak tersebut.51

Di samping itu hak yang mengandung makna
sebagai persamaaan kesempatan berusaha tersebut,
merupakan suatu kriterium bagi persaingan usaha
yang sehat dan prasyarat beroperasinya mekanisme
ekonomi pasar, yang bertujuan meningkatkan pertum-
buhan dan pemerataan dalam rangka mewujudkan kemak-
muran masyarakat.

Dari segi tersebut semakin nampak unsur-unsur
dari asas kekeluargaan tercermin dalam persamaan
kesempatan berusaha.

Mengingat adanya pengakuan terhadap persamaan
ith, di samping menyusun dan melaksanakan program-
program dalam rangka menciptakan iklim yang kondu-
sif bagi persaingan, konsistensi negara-pemerintah
da}am menjabarkan pengakuanya menimbulkan pula
kewajiban untuk mengupayakan perlindungan persamaan
tersebut.

Dalam persaingan usaha yang dikarakterisasikan
dengan kemajemukan pelaku usaha, tidak menutup
kemungkinan berlangsungnya praktek-praktek yang

dapat merugikan, mengurangi, menghambat, dan mengha
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puskan persamaan kesempatan berusaha. Dalam kaitan
ini fungsi negara dalam mewujudkan persamaan terse-
but masih relevan dan pengaturan hukum yang bertu-
juan menjaga keharmonisan dalam rangka mencapai
kepentingan bersama semakin dirasakan urgensinya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan,
asas kekeluargsan pada dasarnya mengandung pula prin-
sip mengenai percamaan kesempatan berusaha. Oleh
karena itu asas kekeluargaan mengandung relevansi
dalam persaingan usaha.

Pemikiran-pemikiran tersebut pada dasarnya dita-
rik dari asas perekonomian pada umumnys, yaitu asas
kekeluargasn yang mencerminkan demokrasi ekonomi yang
tercermin dalam Pasal 33 UUD 1845. Bertumpu pada
pemikiran, bahwa UUD 1845 merupakan hukum dasar yang

/25njadi landasan bagi setiap pengaturan hukum, maka
setiap asas yang terkandung dalam UUD 1845, termasuk
asas kekeluargaan merupakan asas-asas hukum.

Dari pandangan-pandangan, bahwa asas hukum meru-
pakan,

-pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di-
belakang sistem hukum, norma-norma hukum merupakan

penjabarannya;52

-gagasan yanglmembimbing dalam pengaturan hukum;53
-dasar-dasar umum atau petunjuk - petunjuk bagi hukum

yang berlakq,54 tercermin pengertian, asas hukum pada
’dasqrnya merupakan sumber tumpuan bagi perumusan norma

hukum. Asas tersebut tidak merupakan norma hukum, mela
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inkan dasar-dasar yang berfungsi mengarahkan perumusan
norma hukum konkret.

Dalam asas hukum terkandung nilai-nilai hukum
yang tidak terkait langsung dengan peristiwa atau
tindakan, dan hubungan hukum tertentu. Berdasarkan
asas itulah ' norma hukum konkret diperkembangkan,
sehingga dapat dikemukakan, bahwa asas hukum merupakan

hukum dalam idealita, sedangkan norma hukum adalah

“hukum dalam reslita.

Sehubungan dengan pandangan Van der Vlies yang
mengeiompokkan asas hukum menjadi dua: asas hukum
formal dan asas hukum meteriil. Asas hukum formal
berhubungan dengan bagaimananya (het hoe) suatu perat-
uran,‘dan asas hukum materiil berkaitan dengan apanya
suatu peraturén.55 Asas hukum formal pada pokoknya
mengandung pertimbangan-pertimbangan mengenai dasar-
dasar urgensi suatu peraturan perundang-undangan,
antara lainya mengenai tujuannya, sedangkan asas hukum
materiil memuat bahan-bahan dasar yang berfungsi
mengarahkan perumusan isi atau norma hukum, seperti
asas persamaan perlakﬁan dalam hukum, termasuk pula
asas kekeluargaan, dapat dikemukakan asas kekeluargaan
merupakan asas hukum materiil.

Atas dasar asas kekeluargaan tersebut norma hukum
persaingan usaha secara garis besarnya diarahkan pada
pengaturan persamaan kesempafan dalam rangka mening-
katkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk mewu-

judkan kemakmuran masyarakat.
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Bentuk Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dengan
keberadaan masyarakat. Hukum merupakan suatu ciri yang
menandai keberadaan masyarakat sebagaimana tercermin
dari ungkapan ubi societas, ibi ius yang mengandung
pengertian dimana ada masyarakat, disana ada hukum.
Namun demikian sesuatu yang juga tidak dapat dipung-

kiri adalah fakta bahwa dalam masyarakat terdapat

,/pérbagai bentuk pengaturan hukum.

Dengan istilah bentuk pengaturan hukum, vyang
dimaksudkan adalah wadah atau tempat penuangan formu-
lasi norma-norma hukum atau yang di dalamnya norma-
norma hukum terhimpun dan tersusun.

Perihal bentuk-bentuk pengaturan hukum tersebut
dapat ditelusuri dari beberapa segi sebagai berikut:
- proses pembentukkan;

- sistematika pengaturan;
- wilayah berlaku;

- subyek hukum yang terkens;

.- tingkat kepastian hukum;

- dinamika.

'Suatu tatanan hukum pada satu sisi merupakan
sesuatu yang diupayakan, direncanakan, dan sengaja
dibentuk oleh badan-badan resmi yang memiliki kewenan-
gan dalam hal tersebut. Pada sisi lain terdapat bentuk
hukum\ yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam per-
gaulan masyarakat secara spontan.

Identifikasi ini sesungguhnya mengarahkan pemiki-

ran pada perbedaan bentuk hukum tertulis dan tidak
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tertulis. Hukum tertulis, dikeluarkar oleh instansi
resmi, dirumuskan oleh pihak yveng berwenand. Sebalik-

nya tidaklah demikian pada hukum tidak tertulis.®®

Dengan mengacu pada contoh-contohnya seperti
perundan-undangan, yurisprudensi yang tetap, dan

perjanjian internasional untuk hukum tertulis, kebia-

~“saan, aturan mengenai patut-tidak patut dalam pergau-

lan masyarakat, dan aturan adat-istiadat yang baik dan
sebagainya untuk hukum tidak tertulis, pandangan
tersebut pada dasarnya menggunakan sifat kelembagaan
instansi yang mengeluarkan sebagai kriteria, sehingga
dapat dikemukakan, hukum tertulis merupakan norma
hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang, badan
peradilan, Qan para pihak dalam membuat perjanjian
(tertulis).

Dari papdangan yang sesungguhnya menekankan pada
proses dan tindakan mewujudkan hukum ke dalam bentuk-

bentuk hukum tertentu, sesuai dengan kewenangan badan

atau . pihak-pihak itu, tercermin suatu makna bahwa

bentuk hukum itu meliputi peraturan perundang-
undangan, keputusan pengadilan, syarat dan ketentuan-
ketentuan mengenai perjanjian. Sedangkan mengenai
hukum' tidak tertulis, hukum ini tercermin langsung dan
dilakukan berulang-ulang dalam perilaku warga masyara-
kat. Bentuk-bentuk hukum tersebut merupakan unsur-
unsur sistem hukum.

Pada bentuk peraturan perundang-undangan, norma-
norma hukum disusun dalam suatu sistematlka yang

jelas, menganduhg konsistensi, dan saling berhubungan
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antara unsur yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya
dapat dikemukakan, pada bentuk yang tidak tertulis
tidak dikenal adanya sistematika. Bentuk ini melekat

~dalam ingatan yang diperoleh dari penuturan yang
diteruskan secara turun-temurun dan tercermin langsung
dalam perilaku masyarakat.

Wilayah hukum berlakunya bentuk hukum yang perta-
ma berkaitan dengan yurisdiksi negara. Sementara itu
bentuk yang kedua bersifat lokal pada tempat bentuk
tersebut tumbuh dan dilaksanakan. Hal ini menimbulkan
pula perbedgan mengenai subyek hukum yang terkena;
yvang pertama meliputi seluruh warga negara dan yang
kedua terbatas pada warga masyarakat tertentu.

’ Kepastian hukum pada bentuk hukum yang direncana-
kanhdan diupayakan secara sengaja dijamin dan merupa-
kan tujuan. Sedangkan pada bentuk yang muncul secara
spontan, dirasakan kurang adanya kepastian hukum.
Namun demikian, Hal ini relatif 1lebih memudahkan
penyesuaiannya dengan kebutuhan dan perkembangan dari
pada bentuk yang pertama.

Sejalan dengan pengertian yang terkandung dalam
topik disertasi ini, bahwa istilah pengaturan hukum
ditekankan pada penetapan, yang mengandung pengertian
adanya proses pemositivan, maka pengaturan hukum
persaingan usaha mengarah pada hukum tertulis yang
dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-
undangan, yaitu undang-undang.

Pemilihan pada undang-undang didasarkan pada:
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materi pokok pengaturan;

._kebutuhan akan dasar hukum yang kokoh;

kebutuhan akan kesatuan dan kepastian hukum;
kesesuaian dengan arah pembentukan hukum nasional;

menampung kebutuhan hukum baru yang komprehensif.

a. materi pokok pengaturan

Persaingan usaha yang bertujuan meningkatkan
kemakmuran masyarakat pada dasarnya merupakan
bagian dari sistem ekonomi yang dikehendaki
Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian gagasan dasar
mengenai persaingan usaha itu sesungguhnya
terkandung dalam UUD 1945.

Bertumpu pada pemikiran bahwa gagasan dasar
tersebut merupakan materi pokok yang harus
dijabarkan lebih lanjut, dalam suatu bentuk
hukum, materi pokok berfungsi sebagail pemindai
untuk menentukan bentuk hukum yang relevan, dan
pengaturan lebih 1lanjut ketentuan- UUD 1845
ditekankan pada undang-undang, dapat dikemuka-
kan bentuk hukum pengaturan persaingan usaha
yvang relevan adalah undang-undang.

Hal tersebut mengandung pengertian, pengat-
uran persaingan usaha merupakan undang-undang
organik, undang-undang yang melaksanakan keten-

. tuan UUD 1945.

b. kebutuhan akan dasar hukum yang kokoh

Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia
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membutuhkan bentuk sebagai dasar hukum yang
kokoh, dalam pengertian suatu bentuk hukum yang
dapat menjadi landasan yang mantap bagi upaya
pengembangan persaingan yang sehat dan pencega-
han persaingan tidak sehat serta pemusatan
kekuatan ekonomi.

Dalam pengertian tersebut terkandung makna,
pengaturan hukum persaingan usaha tidak saja
dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan vyang
bersifat fisik, tetapi merupakan pula upaya
menumbuhkan kepribadian manusia menjadi pelaku
usaha yang tangguh, suka bekerja keras, dan
mampu bersaing, dengan fungsi negara-pemerintah
sebagai pengawas dan fasilitator.

Sehubungan dengan hal tersebut, undang-
undang dapat dipandang sebagai dasar hukum yang

kuat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan dari

. segi-segi:

1) proses pembentukan dan tujuannya

Undang-undang dalam pengertian menurut
UUD 1945 pada pokoknya merupakan produk hukum
yang dibentuk oleh oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat(Pasal 5
ayat 1 UUD 1845).

Dalam proses perwujudannya sehingga
menjadi undang-undang, suatu rancangan un-
dang—uﬁdang menghendaki persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat (Pasal 20 ayat 1) dan dalam
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hal memberi persetujuan itu dalam praktek-
nya didahului dengan pembahasan-pembahasan,
bahkan seringkali dibarengi dengan kegiatan
dengar-pendapat umum(public hearing).

Pembahasan rancangan undang-undang dan
kegiatan tersebut pada dasarnya mefupakan fo-
ra penyerapan dan penyalurén aspirasi rakyat,
sehingga undang-undang yang dihasilkan meru-
pakan pula perwujudan atau mencerminkan
aspirssi tersebut. Oleh karena itu kendati
pun pembentukan undang-undang merupakan
kewenangan Presiden, kedudukan dan fungsi DPR
dalam hubungan ini tidak dapst diabaikan.

Dari segi tujuannya, undang-undang pada
dasarnya dimaksudkan untuk melaksanakan UUD
1945 dan Ketetapan MPR. UUD 1945 merupakan
hukum dasar negara dan Ketetapan MPR merupa-
kan perwujudan kehendak rakyat yang bersifat
mengikat.

Dipandang dari segi proses pembentukan

- dan tujuannya, undang-undang dapat dikemuka-

kan sebagai hasil kesepakatan pemerintah dan
rakyat,penjabaran hukum dasar dan norma yang
berupaya mewujudkan aspirasi rakyat. Dengan
demikian, undang-undang merupakan.dasar hukum
vang kokoh.
norma hukum dan ruang lingkup berlakunya

Isi suatu undang-undang pada dasarnya

adalah norma-norma hukum, sedangkan norma-nor
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ma hukum itu dibedakén dalam empat kategori:
umum, individual, abstrak, dan konkret. Namun
demikian tidak semua kategori norma hukum ter
sebut dapat dimasukan ke dalam undang-undang
begitu saja. Pemasukan kategori-kategori itu

harus didasarkan ‘pada sifat (formil atau
materiil) undang-undang yang akan dibentuk.

Undang-undang di Indonesia bertumpu pada
Pasal 5 ayat (1) UUD 1845 yang menganut pena
haman tentang undang-undang materiil. Dalam
pengertian yang cdemikian, undeng-undang meru-
pakan sustu bentuk hukum yang berisi norma-
norma hukum umum yang tertuju serta mengi-
kat setiap orang.

Dengan kategori tersebut, undang-undang
vang berisikan norma-norma hukum yang diru-
muskan secara pokok dan mendasar, tidak mudah
berobah, sehingga merupakan dasar hukum yang

kuat .

3) kedudukan undang-undang tidak dapat diganggu-

gugat
Seperti telah dikemukakan, pembentukan

undang-undang dimaksudkan untuk melaksanakan
UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Dikaji dari segi
ini) undang-undang tidak boleh bertentangan,
melainkan harus berlandaskan dan bersumber
pada UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Dengan demi-

kian wundang-undang merupakan suatu bentuk
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hukum ;ang tidak dapat diganggu gugat, dalam
pengertian dilanggar.

Apabila yang dimaksudkan dengan istilah
diganggu gugat itu meliputi pengertian mero-
bah, maka hal ini hanya dapat dilaksanakan de
ngan mengikuti tatacara sesuai dengan pemben-
tukannya menurut UUD 1845.

Selanjutnya jikalau makna istilah terse-
but dilarahkan pada pengertian menyatakan
tidak sah, kiranya hal ini tidak dapat dilak-
sanakan, mengingat adanya ketentuan, bahws
fahkamah Agung hunya berwenang untuk menyata-
kan tidak suh semua peraturan perundang-
undangan dari tingkat yang lebih rendah dari
undang-undang stas alasan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan vang lebih
tinggi(Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 14
Tahun 1870 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan yang pada dasarnya memuat asas
undang-undang tidak dapat diganggu gugat ter-
sebut diperkuat lagi dengan Ketetapan MPR No.
VI/MPR/1973, bahwa Mahkamah Agung mempunyai
wewenang menguji secara materiil hanya terha-
dap peraturan-peraturan perundangan di bawah
undang-undang(Pasal 11 ayat 4). Ketentuan ini
mengandung makna, bahwa undang-undang tidak

dapat diuji.
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Dasar hukum yang kokoh itu tidak mengu-
rangi kelenturan sifat undang-undang. Karena
perumusan norma hukumnya bersifat umum dan
pokok. Sedangkan mengenai hal-hal yang bersi-
fat khusus dituangkan dalam bentuk pengaturan
lebih mudah diubah serta disesuaikan dengan
keadaan. Dengan demikian, istilah undang-
undang merupakan dasar hukum yang kokoh harus
dipahami dalam pengertian undang-undang

sebagai pedoman umum dan pokok yang kokoh.

kebutuhan akan kesatuan dan kepastian hukum

Dipandang dari segi kegiatannya, persaingan
usaha pada dasarnya berkaitan dan meliputi kegi-
atan-kegiatan industri, perdagangan, restruktu-
risasi badan usaha, daﬂ skala usaha yang pengat-
uran hukumnya dituangkan dalam berbagai peratu-
ran perundang-undangan.

Perindustrian diztur dalam UU No. 5 Tahun
18984, dsn beberapa Keputusan Menteri dan Direk-
tur Jenderal di lingkungan Departemen Perindus-
trian dan Perdagangan, sehingga meliputi pula pe
ngaturan kegiatan perdagangan, restrukturisasi
bsdan wusaha khususnya perseroan terbatas(PT)
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995, dan skala
usaha khususnya usaha kecil dalam UU No. 9 Ta-
hun 1895. Di saméing mengatur secara pokok

materi-materi mengenai kegiatan itu, pengaturan-
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pengaturan tersebut mengandung pula tujuan
mencegah persaingan tidak sehat.

Sehubungan tujuan itu, pengaturan-pengatur-
an tersebut pada dasarnya bersifat parsial,
karena khusus mengenai pencegahan persaingan
tidak 'sehat vang terbatas pada bidang kegiatan
vyang merupakan materi pokok peraturan-peraturan
perundangan vyang bersangkutan, dan ini pun
setelah ditelusuri ternyats materi pengaturannya
tidak memadai, bahkan seperti telah dikemukakan
pada Bab pendahuluan, dalam sektor perdagangan
tidak dijumpai pengsaturan yang bertujuan mengem-
bang persaingan dan mencegah persaingan tidak
sehat dglam perdagangan pada umumnya.

Di samping itu pengaturan-pengaturan terse-
but memberikan pula kewenangan-kewenangan ber-
kaitan dengan pengaturan lebih lanjut, pembinaan
dan pengembangan kegiatan-kegiatan perekonomian
kepada berbagai departemen.

Untuk 1lebih Jjelasnya, kondisi tersebut

dapat disimak dari bagan berikut ini:
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Bentuk Hukum Ruang Lingkup Pengaturan |Departe-
men
UU No.5 Tahun |-Mengembangkan persaingan |Perindus
1994 tentang yang baik dan sehat serta|trian &
Perindustrian mencegah persaingan tidak|Perdaga-
yang tidak jujur, pemusat|ngan
an atau pengusaan dalam
bidang industri
Keputusan-kepu|-Tidak dijumpai pengaturan sda
tusan Menteri yvang bertujuan mengdembang
dan Dirjen me-| kan persaingan dan mence-
ngenai perdaga| gah persaingan tidak se-
ngan hat dalam perdagangan pa-
da umumnya, bahkan yang
ditetapkan justeru legali
sasi tindakan dan kesepa-
katan yang antikompetitif
UU No. 1 Tahun|-Memperhatikan persaingan |Kehakim-
19985 tentang sehat dalam melakukan usa|an
Perseroan Ter-| ha, mencegah monopoli dan
batas | monopsoni sehubungan deng
an restrukturisasi:
“ penggabungan, peleburan,
' dan pengambilalihan PT
UU No. 9 Tahun|-Menumbuhkan iklim usaha Koperasi
19985 tentang dalam aspek persaingan, dan Penm
Usaha Kecil mencegah pembentukan binaan
struktur pasar yang dapat|Pengusa
melahirkan persaingan yg |Kecil
tidak wajar dalam bentuk
monopoli, oligopoli, dan
‘ monopsoni yang dapat meru
gikan usaha kecil
Berbagai pengaturan tersebut di samping
bersifat parsial dan mengandung kontradiksi,
menunjukkan pula keanekaragaman hukum. Sehubung-

an dengan persaingan usaha yang pada umumnya ber

PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN ...

PUTU SUDARMA SUMADI




IR - PERPUSTAKAAN UNIVEERSITAS AIRLANGGA

92

kaipan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari berbagai
sék%or itu, dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang
komprehensif dalam satu bentuk pengaturan.

Hal tersebut sangat penting artinya untuk mewu-
judkan kesatuan hukum dalam pengertian mengkonsolidas-
ikan atau mengkoordinasikan secara terpadu ‘tujuan-
tujuan yang pada dasarnya telah tertuang dalam berba-
gai undang-undang, mencegah kontradiksi dan memberi
kepastian hukum yang merupakan salah satu faktor yang
sangat dibutuhkan dalam dunia usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, undang-undang
merupakaﬁ bentuk hukum yang relevan dalam rangka
mewujudkan kesatuan dan kepastian hukum. Tujuan-tujuan
mencegah persaingan tidak sehat yang telah dituangkan
dalam berbagai undang-undang dijabarkan lebih lanjut
dalam undang-undang persaingan. Hal ini dilandasi
pertimbangan, bahwa suatu undang-undang di samping
dikeluarkan untuk melaksanakan UUD 1845, bahkan wuntuk
melaksanakan undang-undang 1ainnya.57

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikemukakan,
kedudukan undang-undang yang satu dengan yang lainnya
tidak semata-mata berada dalam hubungan horizontal,
melainkan dapat pula bersitat vertikal. Dengan demiki-
an, pada satu zisi materi suatu undang-undang pada da-
sarnya dapat berkaitan dengan undang-undang vang lain-
nya. Pada sisi lain merupakan dasar, sumber atau pelak
sanaan khusus dari yang lainnya.

Dalam hubungannya dengan undang-undang sebagai

bentuk pengaturan persaingan usaha terkandung pengerti
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an, undang-undang tersebut merupakan pelaksa-
naan secara menyeluruh dan terpadu tujuan men-
gembangkan persaingan dan mencegah persaingan
tidak sehat pada berbagai kegiatan ekonomi.

Sehubungan dengan kepastian hukum, Radbruch
pada pokoknya mengemukakan, kepastian hukum
mempersyaratkan hukum menjadi positif.58

Istilah positif dalam pandangan tersebut
pada dasarnya mengandung pengertian aktif,
sesuatu yang diupayakan, dibentuk dan ditetap-
kan. Dengan demikian, hukum yang dipositifkan
merupakan hukum yang dibentuk dengan sengaja.
Hukum ini mengacu pada hukum dalam bentuk
tertulis, dan undang-undang merupakan salah satu
dari bentuk tersebut.

Dengan bertumpu pada pada subyek hukum yang
terkena, wilayah berlaku, dan ketentuan-
keténtuannya yvang bersifat umum, maka dapat
dikemukakan, undang-undang merupakan bentuk
pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum
umum. Kepastian ini bahkan ditempatkan sebagai
suatu tujuan pokok dari undang-undang.
kesesuaian dengan arah pembentukan hukum nasio-
nal

Tujuan pembentukan hukum nasional pada
dasarnya mengarah pada pemanfaatan hukum sebagai
sarana pembangunan. Hal tersebut mnengandung

pengertian, pengaturan harus mampu memberi
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kepastian hukum, ketertiban, perlindungan hukunm,

mengembangkan de&n mendorong kreativitas dan

peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta

menjaga keberlangsungan pembangunan itu sendiri.

Di samping itu terkandung pula makna,

perencanaan hukum harus diselenggarakan secara

terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan

agar produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi

kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

/// dan bernegara dalam segala aspeknya. Pembentukan

hukum diselenggarakan melalui proses menurut

% UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional
pembangunan.

Apabila proses tersebut didasarkan pada UUD

1945, maka bentuk hukum nasional yang bersifat

menyeluruh dan terpadu sesungguhnya mengarah

pada undang-undang.

ad e. nenanpgng kebutuhan hukum baru yang komprehensif
Berdasarkan pengertian norma hukum yang mengan-
dung unsur-unsur adanya perintah, larangan,
~dispensasi dan izin, norma hukum mengenai per-
saingan usaha pada dasarnya merupakan produk

hukum baru di Indonesis.
Bentuk pengaturan bagili hukum baru yang kom-
prehensif adalah undang-undang. Bentuk-bentuk
lainnya seperti Keppres, Inpres dan keputusan pe

ngadilan pada dasarnya dapat menampung kebutuhan
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hukum baru, akan tetapi produk-produk hukum itu
tidak bersifat komprehensif.

Berdasarkan wuraian tersebut, bentuk yang
relevan bagi pengaturan hukum persaingan usaha
vang dimaksudkan sebagai dasar vang kokoh,
berlaku umum, dengan materi yang bersifat kom-
prehensif dan dapat menjamin kepastian hukum
adalah undang-undang.

Penekanan pada undang-undang sebagail bentuk
hukom itu, semakin menunjukkan relevansinya
apabila dikaitkan dendan salah satu urgensi
pengaturan persaingan adalah membatasi dan
mengurangi peranan remerintah yang tidak kondu-
sif, vyang selama ini banyak dilakukan melalui
produk-produk hukum di luar undang-undang.

Sehubungan dengan hal itu dapat ditambah-
kan, penekanan pada undang-undang pada dasarnya
pula dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada
rakyat turut membangun infrastruktur perekonomi-
an, melalui peransertanya dalam proses pembentu-

kan produk hukum tersebut.
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Materi pokok pengaturan
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menjabarkan UUD 1945

Kebutuhan akan dasar hu
kum yang kokoh: UU mate
riil

Kesatuan dan kepastian
hukuin: koordinatif dan
tidak mudah berubah S, ¥

Undang-undang
sebagai
Bentuk

Pengaturan

Kesesuaian dengan arah
pembentukan hukum nasio
nal: hukum tertulis

~ -~

RKebutuhan akan hukum
vang komprehensif: sis-

tematis-menyeluruh
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Catatan:

41. Mohammad Hatta, Pelaksanaan Undang-undang Dasar

1845 Pasal 33, dalam Peniabaran Pasal 33 UUD 1945, Hutiara{
Jakarta, 1877. h. 27;

42. Djisman S. Simanjuntak, Demokrasi Ekqngni dan
Peranan Koperasi, dalam Politik Pembangunan. Pemikiran ke

Arah Demokrasi Ekonomi, Ed., Didik. J. Rachbini, LP3ES,
Jakarta, 1990, h. 152;

43. Sri-Edi Swasono, Koperasi sebagai Sistem Ekonomi In
donesia, dalam Politik Pembangunan. Pemikiran ke Arah Demok-
rasi mi, Ed., Didik. J. Rachbini, LP3ES, Jakarta,
1990, h. 163, 165;

44. Widjojo Nitisastro, Suatu Tafsiran Terhadap Ayat 1
Pasal 38 UUD Sementara(Tanggapan Terhadap Tulisan Wilopo),
dalam QJSistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi, Ed., Sri-Edi
Swasono, UI‘Press, Jakarta, 1887, h. 34;

45 Tbid., h. 38;

46 pPhilipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat
Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 85, 86; pada pokok-
nya mengemukakan, kekeluargaan adalah gotong royong yang
merupakan ciri khas masyarakat hukum adat. Dengan demikian
untuk memahaminya harus dilakukan dengan menelusuri kehidu-
pan masyarakat hukum adat. ,

; I Gusti Ketut Sutha, Jiwa Kekeluargaan dalam Hukum Adat

dan Pembangunan, 1976; h. g

Di samping merinci unsur-unsur vang terkandung dalam jiwa

kekeluargaan, juga mempertegas, bahwa kekeluargaan merupakan

pemikiran yang bersumber dari masyarakat hukum adat.

; Kekeluargaan mencerminkan keadaan vang menunjukkan:

1) kesatuan dari lingkungan yang terkecil sampai yang lebih

: besar. Kesatuan ini mengandung suatu ikatan yang didasari

|| rasa kasih, sayang, cinta, simpati, solidaritas dl11;

Z2) kebersamaan yang mengutamakan kepentingan kesatuan, tanpa
menghapuskan kepentingan individu;

3) keikutsertaan semua unsur kesatuan dalam rangka mewujud -
kan tujuan-tujuan kesatuan tersebut;

4) kebebasan dalam keterikatan.Kebebasan itu memberi kehidup
an kepada semua unsur kesatuan, sedanghkan keterikatan me-
rupakan batasan yang menyesuaikan kebebasan dengan inte-
gritas hkesatuan;

5) keseimbangan atau keharmonisan dalam kesatuan.

Pancangan tsrsebut mengandung makna,

tujuan pokok mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai ke
satuan merupakan tujuan bersama yang selanjutnya menjadi
tolok ukur terhadap setiap pemikiran dan aktivitas;

- pengakuan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dalam

kehidupan kemasyarakatan, yuaug mencakup kebutuhan individu
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dalam mengaktualisasikan diri,kebebasan yang dinamis, dan

peransertanya dalam mewujudkan kepentingsn bersama;
- hubungan kepentingan individu dan kepentingan bersamsa.

Dalam konteks kemasyarakatan, kekeluargaan mengacu

kepada terwujudnya kesejahteraan. Sasaran tersebut dapat di-
capai dengan meletakannya sebagai tujuan bersama, memberi ke
sempatan kepada setiap unsur pendukung masyarakat untuk ber
peranserta,mengembangkan diri, dan memelihara kesatuan berda
sarkan/prinsip mengenai keserasian hubungan. Dengan demikian
prosg;.pencapaian tujuan berdasarkan kekeluargaan sesungguh-
nya bertumpu pada kebersamaan, persamaan dan keharmonisan.

47. W. Friedmann, Legal Theory, Steven & Sons Limited,
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48. The Liang Gie, Teori-Teori Keadilan, Penerbit
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BAB 1V
PENORMAAN DAN RUANG LINGRKUP PENGATURAN PERSAINGAN USAHA

Penormaan Dalam Pengaturan Persaingan Usaha

Dalam masyarakat terdapat berbagai macam norma,
antara lain, norma hukum dan norma kesusilaan. Norma-
norma tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Norma hukum pada umumnya berkarakteristik memaksa, se-
dangkan norma kesusilaan lebih bersifat persuasif.

Namur demikian di antara kedua Jjenis norma itu
terdapat hubungan yang erat. Norma hukum dapat bersumber
pada norma kesusilaan. Pengambilan sumber ini mengandung
pengertian mengubah atau memberi karakteristik hukum,
melalui suatu proses baik formal(btentuk) maupun
materiil(isi). Proses 3itulah yang dimaksudkan dengan
penormaan, yang dalam kajian ini ditekankan pada penor-
maan yang bersifat materiil.

Bertumpu pada pemikiran tersebut, istilah penormaan
mengandung pengertian memberikan karakier normatif terha-
dap//suatu aturan. Karakter ini memberi corak hukum pada
norma-norma atau isi dari suatu pengaturan hukum. Dengan
demikian dapat pula dikemukakan, istilah penormaan pada
dasarnya bermakna merumuskan karakter normatif pada isi
pengaturan hukum tersebut.

Karakter normatif mencerminkan unsur-unsur norma
hukum, vyang di samping berfungsi menyatakan, merupakan
pula sarana dalam rangka mencapai tujuan hukum. Karakter
tersebut dapaf ditelusuri dari teori dan pandangan-

pandangan mengenai hukum

99
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a. The Command Theory

Bentham sesungguhnya mendefinisikan hukum sebagai
suatu kumpulan isyarat deklaratif mengenai keinginan
vang diadopsi oleh kedaulatan dalam suatu negara,
berkenaan dengan perilaku untuk dipatuhi. Namun demi-
kian menurut Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White,?9
definisi tersebut pada umumnya disimpulkan dari pan-
dangan Bentham, bahwa yang dimaksudkan dengan hukum
itu adalah : the command of a soverign backed by a
sanction.

Definisi tersebut kemudian oleh Austin®0 disem-
purnakan lagi dengan mengemukakan pengertian perintah
untuk melakukan atau tidak melakukan sesﬁatu, pada
pokoknya merupakan suatu keinginan atau pencerminan
dari keinginan yang diungkapkan dengan kata-kata atau
tanda-tanda lain untuk nengarahkan perilaku.

Pandangan-pandangan tersebut nampak bertumpu pada
pemikiran tentang hukum yang senantiasa bersifat
imperatif. Penekanan pada karakteristik ini dapat
dipahami, mengingat bahwa hukum difungsikan untuk
mengarahkan perilaku. Terkait dengan fungsi vang
demikian didalam hukum terdapat unsur pemaksa sebagai
pendukung.

b. The Pure Norm Theory of Law
Pandangan Bentham dan Austin itu ditolak oleh
,/fglsen, bahwa norma hukum tidak mengenal perintah,
tetapi suatu hubungan antara keadaan dan skibat. Kalau
orang melakukan A, maka harus terjadi B. Hanya dalam

arti ini hukum adalah suatu yang seharusnya.61
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62 mendefinisikan suatu norma sebagai

Kelsen
ekspresi ide bahwa suatu keharusan berlaku dalam suatu
cara tertentu. Keharusan dipandang sebagai simbol dari
kelompok kosakata khusus yang digunakan untuk mencip-
takan norma-norma. Akan tetapi dalam tulisan-tulisan
berikutnya, 1ia memperluas unitas keharusan dengan
trinitas yang terdiri dari: keharusan, kebolehan, dan
dapat (ought, may, and can). Dengan demikian,menurut
Kelsen norma-norma menjadi: perintah—perintéh, perke-
nan-perkenan, atau otorisasi. Akan tetapi karena masih
mempertahankan istilah keharusan sebagai suatu katego-
ri kesatuan, untuk memelihara dualitas antara yang
seharusnya dan kstegori pengada, maka selanjutnya ia
menggambarkan <cseluruh norma dalam kerangka keharusan
dengan pengertian yang luas, sehingga meliputi perke-
nan dan otorisasi.

c¢c. Pandangan Hart

Sehubungan dengan pengertian hukum, Hart63 pada
pokoknya mengemukakan, ciri umum dari hukum yang
paling menonjol kapan dan dimana pun adalah kewajiban.
Oleh karena itu ia84 menempatkan kewajiban-kewajiban

,/ﬂgn hak-hak bagi warga masyarakat sebagai primary
rules, sedangkan yang menetapkan kewenangan-kewenangan
sehubungan dengan cara-cara hukum ditegakkan(rules of
adjudication), diubah(rules of change), dan ditetapkan
sehingga dapat diidentifikasi sebagai hukum(rules of
recognition) merupakan secondary rules.

Dari pandangan tersebut tercermiﬁ kewajiban

merupakan unsur hukum yang utama. Apabila dibandingkan
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dengan perintah, kewajiban lebih merupakan pengertian
hukum. Suatu kewajiban hukum terkait erat terutama
dengan keyakinan dan motivasi internal, bahwa apabila
seseorang tidak melaksanakan suatu kewajiban diyakini
akan timbul akibat-akibat yang tidak dikehendaki, dan
sebaliknya dengan melaksanakannya diharapkan akibat-
akibat itu tidak terjadi.
d. Pandangan Jean Dabin

65 pada pokoknya

Menurut Dabin

1) setiap norma hukum menetapkan dua bagian penting:

hipotesis den solusi.
Hipotesis berisi persyaratan-persyaratan aplikasi
vang dirumuskan secara abstrak, seperti mengenai
situasi yang ada, dan rolusi yang akan dan seyogya-
nya diikuti. Solusi hukum merupakan suatu norma,
suatu tatanan yang memiliki kategori mengenai asas-
asas yang mengarahkan perilaku, menunjukkan kepada
setiap orang yang seyogyanya dilakukan.

2) norma hukum tidak berisi nasehat atau rekomendasi,

e melainkan perintah-perintah.

3) norma hukum menekankan ketentuan, asumsinya baik pe
rintah maupun larangan terhadap suatu tindakan,
semuanya menetapkan kepentingan dan hak, kemampuan
dan kewenangan, menentukan persyaratan-persyaratan
mengenai suatu akibat atau situasi hukum tertentu,
semuanya memecahkan permasalahan mengenai hubungan
diantara orang-orang. Norma hukumv vang demikian

ini bertujuan menentukan.
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4) norma hukum menekankan perkenan.
Hal vyang disebut permissive 1law (pada dasarnya
merupakan suatu ragam dari norma hukum.yang menen-
tukan) tidaklah berbeda. Perkenan adalah untuk
mengakui kémampuan~kemampuan bertindak (atau tidak
bertindak).
Secara umum Dabin pada dasar menekankan satu
'tipé, yaitu norma hukum yang bertujuan menentukan.
Tipe norma hukum tersebut terdiri dari perintah,
laranéan dan perkenan, yang semuanya merupakan suatu
solusi mengenai tindakan dan hubungan hukum.
e. Pandangan D.H.M. Meuwissen

66 pada pokoknya membedakan norma-norma

Meuwissen
hukum,' figur—figur hukum, dan lembaga-lembaga hukum.
Norma-norma hukum adalah aturan-aturan umum vang masih
dibedakan lagi dalam pelbagai struktur seperti: kehar-
usan-keharusan (perintah-perintah), larangan-larangan,
dan pemberian kewenangan-kewenangan. Struktur tersebut
dipandang sebagai ciri objektif norma hukum.

Dari pandangan—pandangan vang telah dipaparkan
tersebut nampak adanya tiga kategori unsur vang sering
dijumpai dalam norma-norma hukum mengenai perilaku pada
umumnya, yaitu perintah(kewajiban untuk melakukan sesua-
tu), larangan(kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu),
dan perkenan (pengecualian tefhadap perintah maupun
larangan) .

Sejalan dengan urgensi suatu pengaturan, ketiga
kategori tersebut sesungguhnya mengacu pada tipe norma

hukum yang imperatif- evuluatifs7‘
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Dalam mewujudkan karakter normatif itu, bahasa atau
proposisi yang digunakan dalam norma hukum memegang
peranan penting, karena tanpa bahasa maka hukum akan
menjadi mustahil... . Hukum positif itu ada hanya karena
kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa....58

Palam kaitannya dengan hukum, sesungguhnya bahasa
berfungsi memberi bentuk pengungkapan {(lisan dan tulisan)
serta tanda-tanda pernyataan. Melalui pernyataan-pernya-
taan ini, norma hukum dapat diwujudkan dan dikomunikasi-
kan. Namun demikian pentingnya fungsi tersebut tidak
mengandung pengertian, bahwa norma hukum harus menyerap
seluruh ihwal kebahasaan.

Menurut Razeg, penggunaannya dalam norma hukum
menyebabkan bahasa itu memiliki karakteristik Kkhusus
sebagal bahasa normatif yang meliputi kalimat-kalimat
vang dimaksudkan dalam rangka membentuk pernyataan-
pernyataan tertentu yang disebut normative statements.
Oleh karena itu hanya aspek tertentu saja dari bahasa
vang dapat berfungsi mewujudkan maksud-maksud vang ter-
kandung dalam hukum.

Kusumadi Pudjosewojo, pada pokoknya mengemukakan,
bahasa dalam rumusan norma hukum, bukanlah bahasa yang
sehari-hari lazim digunakan dalam percakapan....dalam
perundang—undangan di negara-negara barat pada zaman
sekara?g taraf perkembangan bahasa hukumnya tidak lagi
bergaya mengajak atau meyakinkan atau memberi petuah,
melainkan bersifat memberi perintah atau idzin atau

melarang.70
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Pernyataan-pernyataan memberi perintah atau mewajib-
kan, melarang, dan memperkenankan yang digunakan dalam
hukum, pada dasarnya merupakan proposisi-proposisi yang
be£§ifat menentukan. Proposisi-proposisi tersebut relevan
dengan norma-norma hukum yvang dimaksudkan untuk menga-
rahkan perilaku kepada tujuan yang diinginkan dan mence-
gah perilaku yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu
dalam norma hukum persaingan yang pada dasarnya mengan-
dung tujuan-tujuan seperti itu, digunakan proposisi-
proposisi yang bersifat menentukan.

Bertumpu pada tujuan yang terkandung dan proposisi-
proposisi-proposisi yang digunakan, tipe norma hukum
imperatif-evaluatif terdiri dari,

1) norma hukum yang berisi perintah;
2) norma hukum yang berisi larangan;

3) norma hukum yang berisi perkenan.

ad 1) norma hukum yang berisi perintah
Perintah-perintah yang sering dijumpai dalam rumu-
san norma hukum pada umumnya, yang dinyatakan
deggan bantuan kata kerja mengharuskan(moeten) atau
dengan ungkapan seperti terikat untuk(gehouden zijn
tot) atau berkewajiban untuk(verplicht zijn tot)71
itu pada dasarnya merupakan suatu bentuk pernyataan
normatif yang menekankan suatu kewajiban atau suatu
tindakan at§u kondisi yang diharuskan. Dari segi
tersebut norma hukum pada dasarnys memuat aturan-

aturan tentang suruhan (gebod).
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Penekahan adanya unsur yang mewajibkan dalam
norma hukum merupakan hal yang utama. Melalui unsur
tersebut hukum memenuhi fungsi dalam mengatur dan
mengarahkan tingkah laku manusia, bahkan untuk
cara-cara lain dalam mana hukum memenuhi fungsinya
juga bergantung pada penekanan kewajiban itu.72

Berdasarkan paﬁdangan tersebut dapat dikemuka-
kan, dalam norma hukum yang berisi kewajiban ter-
kandung ketentuan-ketentuan mengenai perilaku atau
kondisi yang diharuskan. Dalam kaitannya dengan
persaingan usaha, mekanisme ekonomi pasar merupakan

kondisi yang dikehendaki,’dan perilaku diwajibkan

untuk mewujudkan kondisi tersebut.

2) norma hukum yang berisi larangan

Jdorma hukum tidak semats-mata mengandung pernyataan
normatif berupa perintah. Norma hukum tidak hanya
membebankan suatu kewajiban atau keharusan untuk me
lakukan sesuatu. Sehubungan dengan tujuan mencapai
ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,maks norma
hukum juga memuat pernyataan-pernyataan normatif
vang bersifat meniadakan.

Pernyataan-pernyataan normatif tersebut meru-
pakan larangan. Dalam norma hukum yang berisi
larangan biasanya digunakan istilah-istilah tidak
boleh(niet mogen) atau di]arang(verboden).73
Larangan sesungguhnya merupakan suruhan dalam

bentuk negatif. Apabila kewajiban merupakan suruhan

untuk melakukan sesuatu, maka sebaliknya larangan
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adalah suruhan untuk tidak melakukan sesuatu.
| Norma hukum vang berisi larangan pada umumnya
dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dalam rangka
perlindungan hukum.
Sehubungan dengan larangan tersebut, sering

pula dicantumkan kvualifikasi mengenai ketidakpatu-

hannya.

norma hukum yang berisi perkenan

Norma hukum yang berisi perkenan (permission) pada
satu sisi merupakan norma hukum yang memberikan hak
atau wewenang dengan kebolehan-kebolehan untuk
melaksanakan atau mengabaikan sesuatu yang secara

umum diperjnt:ahkan,74 pada sisi lain menetapkan hak

atau wewenang yang memberikan kebolehan-kebolehan

untuk melzksanakan sesuatu yang secara umum dila-
rang.75

Kedua sisi yang tampak mengandung perbedaan
tajam tersebut, pads dasarnya menekankan fungsi-
fungsi yang relavan dengan norma hukum vang berisi
perkenan.

Penekanan pada kebolechan tidak melakukan
sesuatu yang secara umum diperintahkan, dan ke-
bolehan melakukan sesuatu yang secara umum dilarang
menunjukkan suatu norma hukum mengandung dispensasi
dalam pengertian: an exemption from some laws; a

permission to do something forbidden; an allowance

to omit something commanded.76
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Bertumpu pada pandangan-pandangan tersebut-
norma hukum yang berisi perkenan sesungguhnya

merupakan 'pengecualian. Ungkapan-ungkapan seperti
boleh (mogen), mempunyai hak untuk(het recht hebben
om), dapét(kunnen), berwenang untuk (bevoeg 2zijn
tot) yang digunakan dalam norma hukum yang bersisi
izin77, dan istilah - istilah tidak berkewajiban
unfuk (niet verplicht zijn om) dan tidak terikat
untvk(niet gehouden zijn om) yang digunakan dalam

78 menunjukkan

norma hukum yang berisi dispensasi,
suatu pengecualian:
- bahwa 1aréngan—1arangan umum yang tertuang dalam
norma hukum,tidak berlaku dalam hai—hal tertentu;
- bahwa perintah-perintah umum yang tertuang dalam
norma hukum tidak berlaku dalam hal-hal tertentu.
Seperti halnya perintah dan larangan, berlaku-
nya norma hukum yang berisi pengecuslian pun di-
kaitkan dengan kéndisi—kondisi tempat, waktu,
subyek hukum dan permasalahan tertentu, sehingga
norma hukum tersebut mengandung pula sifat evalua-
tif. Di samping menunjukkan pembatasan-pembatasan
terhadap perintah dan larangan, dalam kaitannya de-
ngan kondisi-kondisi terteﬁtu vang diharapkan, nor-
ma hukum yang berisi pengecualian mengandung pula
unsur tujuan memfasilitasi.
Mengingat wunsur fasilitasi itu ditarik dari
cojuan norma hukum yang perkenan atau pengecualian

terhadap kewajiban dan larangan, maka rumusan

mengenai unsur tersebut pada dasarnya seringkali ti
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dak dipisahkan baik dengan norma hukum yang berisi
perintah maupun larangan.

Menurut pendapat saya, secara garis besarnya tipe
norma hukum imperatif-evaluatif dalam perumusan norma

hukum, dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

perintah mengarahkan mengharuskan, mewa -
h jibkan, menyatakan
ikatan
larangan mencegah melarang, menyatakan
ketidakbolehan
perkenan: membatasi,
-mengecua-| mengecuali -| membolehkan, menyata
likan la-| kan kan hak dan kewenang
rangan an tertentu, menyata

kan dapat melakukan
tindakan tertentu

~-mengecua-
likan pe- tidak mewajibkan, me
rintah ’ . nyatakan tidak ada -
f nya ikatan
! -memfasili| memudahkan memotivasi dan menye
tasi diskan sarana pendu-

kungnya

Namun demikian tipe norma hukum imperatif-evalia-
tif tidak merupakan tipe yang baku. Pada negara-negara
yang memiliki pengaturan persaingan, norma hukumnya

menyimpang dari tipe tersebut.
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Sebagail perbandingan, di Amerika Serikat pengatu-
ran hukum persaingan usaha tidak sepenuhnya mengacu
kepada tipe norma hukum tersebut. Di negara yang sudah
merintis undang-undanrng mengenal persaingan sejak
nampir seabad yang lampau, norma-norma hukum persain-
gannya sebagian terbesar menggunakan proposisi-propo-
sisi yang menyatakan bahwa suatu £indakan tidak sah
dan tidak menurut hukum.

Secara garis besarnya, norma-norma hukum persa-
ingan federal di Amerika Serikat adalah sebagai
berikut:

Dalam Pasal 1 dan 2 The Sherman Act

1) Proposisi mengenai tidak salnya tindakan - tindakan
vang merupakan pembatasan dalam perdagangan;

2) Proposisi mengenai kualifikasi hukum atas tindakan-
tindakan tersebut sebagai suatu kejahatan;

3) Proposisi. remedial berupa denda, pidana penjaré,
dan tuntutan ganti rugi.

Dalam Pasal 2, 3, dan 7 The Clayton Act

1) Proposisi mengenai tindakan-tindakan yang dinyata-
kan tidak menurut hukum, yang dapat menyebabkan
berkurangnya persaingan atau mengarah pada tercip-
tanya suatu monopoli;

2) Proposisi mengenai pengecualian khususnya dalam hal
pemberian komisi, apabila diberikan dalam rangka
hubungah dagang tetap dan dilaksanakan secara sama

terhadap seluruh pelanggan yang bersaing;

wW
~

Proposisi remedial terdiri dari tuntutan ganti ru-
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gi dan upaya hukum menghentikan berlangsungnya tin-
dakan tersebut.
\Dalah norma hukum yang tertuang dalam The Clayton
Act itu tidak dijumpai kualifikasi hukum terhadap
tindakan-tindakan yang dinyatakan tidak sah tersebut.
Namun demikian, dengan bertumpu pada adanya proposisi
remedial berupa tuntutan ganti rugi dan upaya hukum
penghentian k?giatan vang pada umumnya diterapkan
terhadap pelanggaran hukum perdata dan hukum adminis-
trasi, maka kualifikasi hukum terhadap tindakan-
tindakan yang dapat menyebabkan berkurangnya persain-
gan dan mengarah pada terciptanya monopoli itu tidak
merupakan suatu kejahatan.
Sementara itu dalam pengaturan persaingan pada

79 yang bersumber dari Pasal

Masyarakat Ekonomi Eropa,
85 dan 88 The Treaty of Rome 1957, Jjuga menggunakan
antara lain:

1) Propogisi bahwa tindakan-tindakan dilarang(prohibit
ed) karena tidak sesuai dengan sifat pasar vyang
wajar(common market) dan menyebabkan pencegahan,
pembatasan, penghapusan persaingan, serta merupakan
penyalahgunaan kedudukan dalam pasar;

2) Proposisi yang menedaskan, hahwa kesepakatan dan ke
putusan-keputusan yang dilarang menurut Pasal ini
dinyatakan dengan sendirinya tidak berlaku, tidak
sah;

3) Proposisi pengecualian, bahwa larangan dalam pasal

///, ini tidak berlaku. Pengecualian ini diterapkan da-

lam hal-hal, bahwa tindakan-tindakan yang sesungguh
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nya dilarang itu justeru merupakan sumbangan-sum-
bangan bagi perbaikan produksi dan distribusi,
memajukan teknologi dan ekonomi, serta menguntung-
kan konsumen.

Secara umim pengaturan-pengaturan baik di Amerika
Serikat maupun Masyarakat Ekonomi Eropa pada dasarnys
mengandung norma-norma hukum yang berisi larangan.
Dari segi bahasa hal tersebut dapat disimak dari
penggunaan ungkapan-ungkapan: illegal dan unlawful
pada The Sherman Act dan The'Clayton Act serta istilah
prohibited pada norma hukum persaingan berdasarkan The
Treaty of Rome 1857. ‘

Ungkapan illegal mengacu pada pengertian tentang
suatu tindakan yarg bertentangan atau tidak diperke-
nankan oleh hukum,80 dan berdasarkan pandangan, bahwa
hukum merupaksn sarana legalisssi, maka segala sesuatu
vang bertentangan dengan hukum atau tidak diperkenan-
kan oleh hukum adalah tidak sah. Oleh karena itu dalam
ungkapan bahasa hukum Indonesia., istilah fersebut
dapat dipadankan dengan tidak sah. Ketidaksahan(ille-
gality) swvatu tindakan sesungguhnya lebih didasarkan
pada ketidaksesuaiannya dengan asas-sasas hukum.sl'

Istilah wunlawful pada pokoknya ditekankan pada
pengertian mengenai suatu tindakan mengesampingkan hu-
//ﬁum, merupakan penyimpangan atau ketidakpatuhan ter-
hadap hukum. Akan tetapi tindakan-tindakan yang dinya-
takan unlawful itu tidak mengandung unsur-unsur tin
dak pidana.82 Di samping itu terhadap istilah tersebut

dapat pula diuraikan berdasarkan asal katanya:
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un dan  lawful yang bermakna tidak mgnurut hukum.
Pengertian inilah yang kiranya lebih memudahkan pe-
nyebutan tindakan-tindakan tersebut.

Dalam nbrma hukum persaingan yang tertuang dalam
The Sherman Act dan The Clayton Act, penggunaan kedua
ungkapan térsebut pada dasarnya dimaksudkan untuk
Me$bedakan kualifikasi hukum, apakah suatu tindakan
merupakan tindak pidana atau bukan. Tindakan yang
termgsuk dalam kategori illegal pada umumnya dikuali-
fikasikan sebagai tindak pidana, dalam hal ini kejaha-
tan (felony).

Istilah prohibited pada dasarnya mengandung makna
yvang lebih tégas dari pada kedua istilah terdahulu:
tidak memperbolehkan. Dalam pengaturan yang diterapkan
pada Masyarakat Ekonomi Eropa, penggunaan istilah itu
ditekankan pada unsur ketidak sesuaian dan penyalahgu-
naan. Dalam kedua unsur ini pada dasarnya terkandung
pula tindakan yang tidak sah dan tidak menurut hukum.
Dengan demikian,di samping merupakan sarana pencegah-
an, pelarangan terhadap tindakan-tindakan tersebut
pada akhirnya mengacu pula pada pemahaman, bahwa yang
dilarang sesungguhnya merupakan tindakan-tindakan yang
tidak sah dan tidak menurut hukum. Oleh karena itu,
sehubungan dengan perumusan ﬁorma hukum persaingan di
Indonesia, kiranya ungkapan dilarang merupakan istilah
yang lebih tepat digunakan.

Dominannya tipe norma hukum yang mengandung lara-
ngan pada dasarnya menunjukkan, hukum persaingan ter-

sebut lebih menekankan tujuan mencegah persaingan ti -
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dak sehat dan monopoli. Kendati pun larangan-larangan
tersebut relevan, dalam pengertian bahwa yang dilarang
itu dapat terjadi tidak hanya di Amerika Serikat,
norma-norma dalam pengaturan hukum persaingan di
Indonesia tidak dapat diformulasikan dengan larangan
semata-mata.

Uraian yang lebih rinci mengenai tipe norma hukum

dalam pengaturan persaingan usaha di Indonesia, akan

dipaparkan pada sub 2 dari bab ini.

Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Persaingan Usaha
Sehubungan dengan pemikiran memanfaatkan persain-
gan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan efisiensi
dan  meningkatkan kemakmuran masyarakat, pengembangan
persaingan membutuhkan penataan dan pengawasan dalam
peiaksanaannya melalui suatu pengaturan hukum.
Bertumpu pada pemvahasan terdahulu, undang-undang
dipandang merupakan bentuk pengaturan hukum yang
relevan sebagai wadah penuangsn pengaturan persaingan.
Sehubungan dengan hal tercsebut, ruang Jlingkup atau
luas cakupan materi undang-undang yang dimaksud perlu
dibahas dalam rangka menunjang persiapan pengaturan

persaingan.

/// Di Republik Federasi Jerman, materi norma hukum

DISERTASI

persaingan dituangkan dalam berbagai undang-undang
seperti,

- Undang-undang Pembatasan Praktek,

- Undang-undang Bonus,

- Undang-undang tentang Syarat dan Kondisi standar,
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Undang-undang Potongan Harga,

Undang-undang Bonus,

Undang-undang Merek Dagang,

Undang-undang Paten.

Dari pemaparan tersebut tampak, pengaturan hukum
vang dirancang pertama untuk meningkatkan persaingan,
dan kedua untuk melindungi eksistensinya,83 dituangkan
dalam berbagai undang-undang yang materi pokoknya berbe-
da, tetapi masing-masing mengandung aspek-aspek yang
berkaitan dengan persaingan vsaha.

Kelebihannya, pengsturan-pengaturan setiap materi
yang berkaitan dengan persaingan usaha dituangkan dalam
suatu undang-undang khusus, sehingga pengaturannya bersi-
fat rinci.

Sebaliknya pengaturan tersebut menampalkkan pula
kekurangan. Mengingat setiap materi diatur secara khusus,
maka diperlukan banyak undang-undang. Pengaturan vyang
demikian tidak sesuai diterapkan pada negara-negara yang
kurapg produktif dalam pembuatan undang-undang.

. Di samping vyang diterapkan di Republik Federasi
Jerman, perlu pula dikemukakan pengaturan yang diterapkan
di Amerika Serikat. Di negara tersebut pengaturan hukum
persaingan usaha di Amerika Serikat dituangkan dalam satu
undang-undang khusus, dan The Sherman Act dapat dikemuka-
kan sebagai cikal-bakalnya. Undang-undang lainnya seperti
The Clayton Act dan Federal Trade Commission Act bertu-
juan memperjelas dan melengkapi undang-undang dengan

materi pokok sejenis yang telah ada.
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Dalam Sherman Act ditentukan secara umum Iarangan
terhadap setiap kontrak, penggabungan dalam bentuk trust
atau persekongkolan yang membatasi perdagangan atau
kegiatan ' komersial lainnya, tindakan memonopoli dan
percobaannya. Di samping itu ditentukan pula pengecualian
berlakunya undang-undang tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tersebut pada
akhirnya menimbulkan penafsiran Jjudisial yang tidak
memuaskan. Sehubungan ' dengan ini timbul pula desakan
untuk memperjelas dan melengkapi Sherman Act yang dibuat
pada 1890 itu.

Selanjutnya Clayton Act yang merupakan penyempur-
naan terhadap Sherman Act, menentukan larangan-larangan
antara lain terhadap diskriminasi harga(price discrimina-
tion), kesepakatan untuk membagi pasar(agreement to
devide markets), menjual dengan harga rendah yang menga-
kibatkan matinya pesaing (predatory pricing),. penjualan
suatu produk vyang dijadikan satu paket dengan produk
lain(tying agreement), pembelian serta penjualan suatu
produk hanya dari satu produsen(exclusive dealing), dan
larangan melakukan merger tertentu.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan konkretisasi
makna dari larangan terhadap kontrak, penggabungan dalam
bentuk trust atau persekongkolar yang merbatasi perdagan-
gan atau kegiatan komersial lainnya, yang tercantum dalam
Sherman Act.

Pengaturan hukum persaingan usaha seperti di Amerika
Serikat memang terdiri dari banyak undang-undang, tetapi

materinya pokoknya sama. Undang - undang yang baru mengu-

e
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bah, menambah atau menyempurnakan yang lama. Hal tersebut
lebih dimungkinkan mengingat adanya proses penambahan,
perubahan, dan penggantian yang dengan cepat dapat menam-
pung kebutuhan terhadap penyesuaian.

Secara keseluruhan undang-undang persaingan usaha di
negara tersebut terdiri dari norma-norma hukum yang
berisi 1larangan. Hal ini dapat disimak dari ungkapan-—
ungkapan seperti, illegal(tidak sah), unlawful(tidak
pmenurut hukum). Keduanya mengandung makna, bahwa vang
dinyatakan demikian merupakan tindakan-tindakan yang
dilarang.

Di samping itu, apabila dibandingkan dengan pengatu-
ran yang diuraikan sebelumnya, tampak suatu perbedaan
vang prinsip. Amerika Serikat hanya menekankan tujuan
undang—uﬁdang' pada perlindungan persaingan. Sebaliknya
Republik Federasi Jerman, selain perlindungan tersebut,
juga bertujuan meningkatkan persaingan usaha.

Bertumpu pada sejarahnya pengaturan persaingan
masing-masing, perbedaan tersebut dapat dijelaskan latar
belakangnya. Kelahiran dan perkembangan kartel di Jerman
vang cenderung me;ghapuSkan persaingan, merupakan dasar
yang memotivasi untuk mengarahkan industri dan perdagan-
gan dengan meningkatkan persaingan yang sehat, dan melin-
dunginya melalui undang-undang. Sementara itu, eksisten-

si undang - undang persaingan di Amerika Serikat lebih

dilandasi oleh prinsip kebebasan bersaing. Prinsip
tersebut mempersyaratkan perlindungan kebebasan dari
pembatasan-pembatasan persaingan yang tidak menurut

hukum.
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Pengaturan persaingan di Amerika Serikat yang didu-
kung dengan proses penyempurnaanya merupakan suatu keleb-
ihan. Namun demikian mengingat undang-undang tersebut
hanya terdiri dari larangan-larangan sebagai sarana
perlindungan hukum, maka hal ini kiranya kurang sesuai
bagi negara-negara yang menghendaki undang-undang per-
saingannya tidak semata-mata bertujuan melindungi, me-
lainkan pula mengembangkan dan meningkstkan.

Undang-undang persaingan di Indonesia tidak dapat
sepenuhnya merujuk baik pada pengaturan seperti di
Republik Federasi Jerman maupun Amerika Serikat.

Pasal 33 UUD 1945 yang mencerminkan landasan terha-
dap sistem ekonomi pasar yang memberikan peranan 1lebih
besar kepada swasta dengan pengawasan pemerintah, meng-
hendaki undang-undang persaingan yang pada satu sisi
mengurangi distqrsi vang timbul dari campur tangan pemer-
intah dan penyalahgunaan posisi oleh swasta dalam pasar
melalui laranggn—larangan, pada sisi lain membebankan
kewajipan—kewajiban untuk memfasilitasi pengembangan
pefsaihgan yvyang sehat serta mencegah tindakan antikompe-
titif.

Bertumpu pada pemikiran tersebut, norma-norma dalam
undang-undang persaingan usaha di Indonesia mengacu pada
tipe norma hukum imperatif-evaluatif. Selain berisi
larangan, menentukan pula kewajiban dan perkenan(penge-
cualian), yang di samping mengarahkan, mengawasi, mence -
gah dan memberi ruang lingkup berlakunya kewajiban serta

larangan, bertujuan pula memfasilitasi.

4
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Norma-norma hukum tersebut dimaksudkan berlaku umun,
dan khusus mengenai pelaku usaha meliputi orang-
perorangan, BUMN, swasta(termasuk koperasi), dan badan
suigeneris yang pada dasarnya menjalankan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi.

a) kewajiban
Norma hukum yang berisi perintah pada dasarnya
‘nenékankan kewajiban-kewajiban yang mendukung pencap-
aian tujuan pengaturan hukum.

Hal tersebut bertumpu pada pandangan, norma
hukum yang berisi perintah sesungguhnya merupakan
hukum objektif. Fungsi hukum objektif tidaklah terba-
tas pada penetapan hak-hak, melainkan menentukan pula

kewajiban—kewajiban.84

Suatu kewajiban pada dasarnya menentukan suatu
arah atau tindakan yang diharuskan. Dalam pengertian
hukum, kewajiban merupakan suatu tingkah laku menurut
hukum yang menimbulkan ikatan untuk melaksanakannya.
Tkatan tersebut ‘dapat dipandang sebagai jaminan, bahwa
suatu tindakan yang diharuskan akan dilaksanakan.
Perlunya mencantumkan norma hukum yang mewajibkan
dalam undang-undang persaingan didasarkan pada fungsi
kewajiban itu dalam hukum.

Dalam undang-undang persaingan usahs, unsur
mewajibkan dari tipe norma hukum tersebut antara lain
meliputi kewajiban-kewajiban seperti,

1) menumbuhkan iklim yang menunjang perkembangan du

nia usaha;
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2) memberdayakan potensi-potensi usaha;

3) menyediakan prasarana yang menunjang perkembangan
dunia usaha;

4) memperlﬁas akses terhadap sumber modal;

5f menyediakan kemudahan-kemudahan dalam permodalan;

8) mengembangkan dan melindungi persaingan yang sehat;

7) ﬁenyediakan secara terbuka informasi usaha dan pelu
angnya;

8) melaksanakan pelelangan umum dalam rangka pelaksana
an dan pengadaan barang serta jasa bagi pemerintah;

9) memantau dan mengawasi persaingan;

Di samping terhadap pemerintah yang kewajibannya
meliputi penerapan undang-undang persaingan serta
penyediaan prasarana penunjangnya baik dari segi hukum
(pembentukan lembaga persaingan) maupun ekonomi
(prasarana penunjang.usaha), norma-norma hukum terse-
but membebankan pula kewajiban-kewajiban kepada dunia
usaha dan masyarakat, yang mencerminkan tujuan menun-
Jang pelaksanaan undang-undang tersebut.

Terhadap dunia usaha, kewajiban ditekankan antara
lain untuk:

1) meningkatkan kemampuan be}saing secara sehat, ber-
dasarkan pengakuan terhadap eksistensi masing-ma
sing dan kerja sama yang harmonis;

2) menyampaikan data usaha vyang secara garis besarnya
meliputi status usaha(irduk dan anak perusahaan),
skala usaha, Jjenis atau bidang usaha, komposisi
remilikan saham, daerah berusaha, pangsa pasar, dan

dokumen perusahaan;
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Terhadap masyarakat ditekankan kewajiban untuk
berperanserta dalam rangka penerapan undang-undang
persaingan. Kewajiban tersebut berkaitan dengan kedu-
dukan masyarakat baik sebagai pelaku-pelaku usaha yang
potensial maupun konsumen. Peranserta masyarakat dapat
diwujudkan melalui saran, pengaduan, dan gugatan
sehubungan dengan tindakan-tindakan antikompetitif,
dalam rangka pengembangan serta perlindungan persain-
gan yang sehat. ' |

Secara umum dalam norma-norma hukum tersebut
terkandung tujuan undang-undang dalam mengembangkan
persaingan yang sehat, persamaan dan pemerataan kesenm-
patan bLerusahla.

Norma-norma yang mengandung upaya-upaya memper-
luas keterbukasn passr, pemerataan kesempatan berusa-
ha, dan mendorong dengan memberikan berbagai kemudahan
dalom rangka mengembangksn persaingan yang sehat,
serta weningkatkan kemampuan bersaing merupakan mate
ri norma hukum yang bertujuan memfasilitasi.

Sesuai dengan fungsi hukum dalam perekonomian
negara yang bertujuan meningkatkan kemakmuran masyara-
kat, maka norma hukum yang memfasilitasi tersebut

l/;écara ga ris besarnya merupakan ketentuan-ketentuan
vang bersifat mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan
seluruh potensi dunia usaha, antara lain melalui
penyediaan informasi dan sistem akses yang memberi
persamaan kesempatan berusaha, bantuan teknis dan

permodalan.
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b) larangan
Dalam norma hukum yang berisil larangan terkandung
ketentuan-ketentuan yang bertujuan mencegah tindakan-
tindakan antikompetitif, meliputi,
(1) penyalahgunaan posisi deminan
Posisi dominan pada dasarnya menunjukkan sua-
///' tu pencapaian yang diraih dalam penguasaan bagian
terbesar pangsa pasar. Setiap pelaku usaha memi-
1iki kemungkinan' untuk meraih posisi tersebut.
Posisi dominan tidak merupakan suatu permasa-
lahan, karena posisi itu sendiri sesungguhnya
merupakan tujuan. Sejalan dengan perekonomian yang
berorientasi pada pertumbuhan, setiap pelaku usaha
cenderung berusaha meraih, meningkatkan dan men-
pertahankannya. Undang-undang persaingan tidak
melarang setiap perusahaan meraih posisi tersebut
dan menjadi besar, sepanjang yang digunakan untuk
‘memperolehnya merupaken cara dan alat yang fair.
Permasalahan akan timbul sehubungan dengan tujuan
mempertahankan posisi tersebut.
Penguasaan bagian terbesar pangsa pasar menun
jukkan perusahaan yang bersangkutan memiliki kemam

puan untuk melakukan tindakan-tindakan pembatasan

4
-

aah pengendalian produk, serta kemampuan menentu-
kan tingkat harga. Apabila penguasaan dan kemam-
puan-kemampuan ini digunakan untuk mempertahankan
posisi dominan, undang-undang persaingan harus
melarangnya karena merupakan penyalahgunaan posisi

yang merug%kan konsumen dan pelaku usaha lain.
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et

(2) restriksi dan eksklusi

tindakan sepihak

(a) memberi harga lebih rendah dengan tujuan memati-

DISERTASI

kan pesaing

Harga yang lebih rendah pada dasarnya men-
gandung beraneka ragam makns.

Harga yang lebih rendah dapat terjadi kare-
na:

- potonggn harga dalam rangka memperkenalkan sua-
tu produk baru.05

- harga‘dapat ditekan karena produsen-penjual le-
bih efisien dari pada saingannya.86

Apabila dilaksanakan karena al#san—alasan
tersebut, memberi harga harga lebih rendah tidak
merupakan tindakan yang dilarang.

Di Amerika Serikat sendiri, setelah keputu-
san terhadap kasus Standard 0i] Co, yang dipersa-
lahkan karena telah melakukan pemotongan harga
dengan niat menghancurkan pesaing, dewasa ini
pengadilan-pengadilan berpendirian, pemotongan
harga adalah kompetitif, dan memberi harga lebih
rendah merupakan bagian dari permainan persain-
gan. Ringkasnya, pengadilan-pengadilan di Amerika
Serikat ceriderung mengesampingkan tindakan terse-
but sebagai tindakan yang dilarang. Aliran pemik-
iran yang disebut The no rule school, bahkan
menganjurkan agar hukum persaingan mengabaikan-

87

nya.

Dari sudut pandang konsumeh, rendahnya harga
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sudah tentu sangat menguntungkan. Akan tetapi
apabile dilakukan tidak dalam rangka memperkenalkan
suatu produk baru yang sejenis, obral dan karena
suatu perusahaan lebih efisien dari pada pesaing-
nya, tindakan memberi harga lebih rendah dapat
merupakan suatu- taktik untuk henyingkirkan atau
mematikan pesaing yang pada akhirnya merugikan
konsumenatau predator harga(taktik predstor).

Suatu perusahaan yang berupaya mengeluarkan
para pesaing melalui penjualan produk dengan harga
vang tidak menguntungkan tidaklah bersaing secara
sehat, melainkan terlibat dalam perilaku yang layak
disebut predatory pricing atau predator harga.B8

Di samping bersifat ekslusioner dengan terdo-
rongnya pesaing meninggalkan pasar, predator harga
melalui penjualan produk dengan harga harga yang
lebih rendah secara artifisial, merupakan pula
tindakan yang menghambat pesaing potensial memasuki
pasar .89

Kesempatan konsumen meraih keuntungan dafi
harga yang lebih rendah hanyalah bersifat sementara
yang berlansung selama masa predasi. Hal ini dise-
.babkan karena suatu perusahaan yang melakukan
taktik predator sesungguhnya hanya yang mengorban-
kan keuntungan-keuntungan jangka pendeknya saja,
dengan mengharapkan bahwa kerugian-kerugian terse-
but akan dapat ditutup kembali pada masa mendatang
melalui realisasi dari keuntungan-keuntungan monop-

'

01i.90 Setelah para pesaing tidak mampu bertahan
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dan akhirnya meninggalkan pasar, maka perusahaan
vyang melakukan predatory pricing itu akan menjadi
perusahaan yang monopilistik serta mengambil kom-
pensasi, dan pada saat inilah konsumen akan dirugi-
kan.

Mengingat undang-undang persaihgan usaha
mengandung tujuan melindungi konsumen dan persainf
gan, maka persaingan diarahkan untuk mencapai
efisiensi. Dengan demikian berarti larangan terha-
dap tindakan memberi harga lebih rendah yang dilak-
vukan tidak dalam rangka efisiensi, promosi dan
obral seharus tetap ditegakan.

Larangan tersebut merupakan perlindungan hukum
preventif dan bertujuan mengarahkan proses produksi
mencapai efisiensi yang dapat menekan harga. Dengan
demikian pada satu sisi harapan konsumen untuk
meﬁperoieh "harga rendah akan dapat terpenuhi, dan
pada sisi lain para pesaing akan berusaha mewujud-
kan efisiensi, sehingga dapat memberi harga yang
lebih rendah.

Kriterium kunci larangan terhadap tindakan
tersebut ter%etak pada rendahnya harga yang dimak-
sudkan untuk mematikan pesaing. Namun demikian
pembuktian mengenai hal ini tidak cukup hanya
dilakukan dengan membandingkan harga produk sejenis
dari pesaing lainnya.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai kriteri-
um tersebut, terdapat dua aliran pemikiran yang

terpenting: Pertama, pemikiran yang berpatokan pada
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biaya(the cost based schOuls).gl femikiran ini
menganalisis hubungan antara biaya - biaya dengan
harga. Pemikiran yang paling modern dari aliran ini
bersumber dari karya Areeda dan Turner.
Dalam mengidentifikasi adanya perilaku terse-
///but, Areeda dan Turner menyarankan untuk mengguna-
kan biaya-biaya sebagai alat tes. Berdasarkan alat
tes ini (the areeda and turner test for predatory
pricing), mereka pgda pokoknya menyimpulkan, tinda-
kan memberikan harga-harga:
1) di atas rata-rata biaya total tidak merupakan pe
rilaku predator;
2) sama dengan atau di atas rata-rata biaya varia-
abel tidak merupakan perilaku predator;
3) lebih rendah dari pada rata-rata biaya variabel
merupakan perilaku predator.92
Kedua, pemikiran yang mengacu pada respon
struktural (the structural filter scholl). Menurut
pemikiran ini,kriteria berdasarkan biaya baru dapat
diterapkan apabila struktur pasar menunjukkan ciri-
ciri bahwa perilaku harga yang meragukan itu akan
merugikan persaingan.93
IPemikiran vang kedua itu pada dasarnya berori-
entasi pada akibat yang ditandai dengan penolakan
struktur pasar. Untuk membuktikannya, dipersyarat-
kan timbulnya kerugian pada para pesaing.
Dalam rangka undang-undang persaingan, larang-
an terhadap Eindakan memberi harga rendah, lebih

tepat bertumpu pada pemikiran aliran vang pertamsa.
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Penggunaan rata-rata biaya variable tidak memusat-
kan perhatian pada terjadinya akibat, melainkan
tujuan menghindarinya. Tekanan tersebut relevan
dengan tujuan undang-undang yang bersifat preven-
tif. Dengan demikian kriteria adanya tindakan
memberi harga lebih rendah yang dapat merugikan
konsumen, mendorong fesaing meninggalkan pasar, dan
menghambat akses calon-calon pesaing terhadap pasar
sudah cukup apabila harga untuk suatu produk yang
sama lebih rendah dari rata-rata biaya variabel

produk yang*bersangkutan.

(b) pelanggaran peraturan perundang-undangan yang me-

nyebabkan harga lebih rendah

Harga yang lebih rendah dapat pula disebabkan
karena pelaku usaha melanggar peraturan perundang-
undangan seperti, upah buruh yang dibayar relatif
rendah, tidak menyediakan fasilitas keamanan dan
keselamatan kerja, tidak menyediakan fasilitas
pengolahan limbah, menggunakan bahan baku industri
vang tidak layak, dzn lain-1lain.

Dengan pelanggaran tersebut, pelaku usaha yang
bersangkutsn dapat mengurangi biaya-biaya dalam
proses produksi dan distribusi, sehingga harga
dapat ditekan menjadi lebih rendah. Harga vyang
rendah ini jelas bukar karena pelaku usaha tersebut

efisien. Oleh karena itu patut dilarang.

(c) diskriminasi dan pembedaan harga

pd

DISERTASI

Diskriminasi harga(price discrimination) terja

di apabila penjual membedakan harga untuk mengha-
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silkan dua sumber pengembalian investasi dari dua

penjualan yang berbeda. 94 Tekanan diskriminasi

harga dapat diletakkan pada faktor tempat dan
struktur pasar, misalnya, ‘

- satu produsen rokok dengan marginal cost Rp.lUOO/
bungkus dan menjualnya pada dua pasar yang berbe-
da. Pasar yang pertama bersifat kompetitif, dan
pada yang kedua produsen itu memiliki market
power. Pada pasar yang pertama rokok dijual Rp.
1000, sedangkan pada pasar ke dua Rp. 1100.

Apabila faktor tempat tersebut berkaitan
dengan yurisdiksi negara, maka larangan terhadap
diskriminasi harga dapat mengarah pada larangan
praktek dumping.

| Pembedaan harga(price differentiation) terjadi
apabila seorang pembeli membayar harga yang berbeda
dengan harga yang dibayarkan oleh pembeli lain
untuk suatu produk vyang sama. Tekanannya terletak
pada perbedaan perlakuan terhadap konsumen dan
waktu pembelian, misalnya,

- satu produéen tiang konstruksi beton menerima dua
pesanan. Pertama 1000 ton, dan kedua 200 ton.
Untuk yang pertama diberikan harga Rp.
400.000/ton, dan kedua Rp. 500.000/ton.

Unsur merugikan konsumen dan antikompetitifnya

tampak ketika penjual memberi harga 1lebih rendah

untuk pembelian tertentu, sehingga ada konsumen

vang harus membayar harga lebih tinggi dari pada

konsumen lain untuk suatu produk yang sama.
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3agi pesaing yang tidak mampu memberi harga
lebih rendsh karena dengan harga tersebut Justeru
merugi, maka persaingan harga yang tidak fair akan
mendorongnya meninggalkan pasar. Oleh karena itu
dapat dikemukakan diskriminasi dan pembedaan harga

merupakan praktek persaingan tidak sehsat.

(d) pembebanan seluruh biaya dalam komponen harga

o

Selain biaya-biaya ekonomi dalam proses pro-
duksi dan distribusi, terdapat biaya-biaya non-
ekonomi seperti, sumbangan untuk partai politik,
pungutan-pungutan vand menimbulkan hight cost
economy, dan lain-lain yang tidak menutup kemungki-
nan dimasukkan dalam komponen harga yang pada
akhirnya dibayar oleh konsumen.

Apabila hanya satu atau beberapa pelaku usaha
saja yang menerapkan pembebanan tersebut, mekanisme
pasar akan menyisihkannya dari persaingan. Akan te-
tapi jikélau praktek tersebut dinyatakan sah,
sehingga semua pelaku usaha menerapakannya, maks
tujuan undang—undang persaingan melindungi konsumen
Lntuk memperoleh produk dengan harga yang rendah
dan benar tidak akan tercapai. Oleh karena itu
undang-undang persaingan memiliki alasan yang layak

untuk melarangnya.

(e) perangkapan jabatan

DISERTASI

Perangkapan jabatan atau menjadi direksi dan

komisaris pada berbagai perusahaan dapat merupakan
suatu tindakan antikompetitif, yang menimbulkan

perubahan pada struktur pasar, pengendalian produk,
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dan penentuan harga pada satu tangan, apabila

perangkapan jabatan-jabatan tersebut dilakukan pada

perusahaan-perusahaan yang,

- bergerak dalam bidang usaha produksi atau distri-
busi produk sejenis, atau pada bidang-bidang usa-
vang sangat berkaitan,

(f) pendirian beberapa perusahaan dan pemilikan saham

Tindakan antikompetitif juga dapat terjadi

sehubungan dengan pendirian dan pemilikan sahan
pada beberapa perusahaan vang,

- memproduksi atan mendistribusikan produk sejenis,

- pemilikan sahamnya bersifat mayoritas atau secara
kumulatif menjadi mayoritas,

- penguasaan pasarnya secara kumulstif memungkinkan
timbulnya hambstan-hambatan dalam pasar, pengen-—

dalian produk, dan penentuan harga.

kesepakatan-kesepakatan
///' Kesepakatan-kesepakatan di antara para pelaku
usaha(produsen-suplier, dealer dan pengecer) vang
mengandung pembatasan-pembatasan baik terhadap konsu-
men maupun persaingan, yang dapat mengakibatkan eksk-
lusi dapat terjadi secara horisontal dan vertikal.
Apabila kesepakatan itu terjadi diantars sesama
misalnya produsen-suplier disebut pembatasan horison-
tal, selebihnya yang dilakukan antara produsen—suplier
dengan dealer atau pengecer merupakan pembatasan

vertikal.
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kesepakatan-kesepakatan horisontal

(a) penyeragaman harga

DISERTASI

Kesepakatan mengenai harga secara horisontal
(price fixing) mencakun kesepakatan diantara para
pesaing pada tingkat yang sama, seperti di antara
produsen, distributor, dan pengecer untuk menyusun
tingkat-tingkat harga produk.95

Berdasarkan kesepakatan tersebut, harga-harga
barang sejenis dengan ukuran yang sama dari berba-
gai merek yang dihasilkan oleh berbagai produsen
dibuat seragam, kendati pun mutunya berbeda-beda.

Larangan terhadap kesepakatan tersebut di
dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

- penyeragaman harga merupakan perwujudan oligopo-
1i atau kartel dan secara umum menyebabkan pasar
terkonsentrasi pada perusahasn-perusahaan yang
tergabung dalam oligopoli;

- mengingat kondisi dan kemampuan para pesaing ber
beda-beda(besar dan kecil), maka dalam kartel
mengenai harga itu, pesaing yang kecil tidak
selalu dengan bebas dapat menentukan tindakannya
sendiri, melainkan lebih sering secara terpaksﬁ
mengikuti tindakan peserta yang besar; -

- biaya usaha menjadi lebih tinggi dari pada sebe-
lum adanya kesepakatan, sehingga hal ini merupa-
kan suatu hambatan bagi produsen, distributor,
dan pengecer baru untuk menjadi pesaing, dan
dari segi ini penyeragaman harga berdampak memun

culkan monopoli yang merugikan konsumen;
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- merupakan pembatasan terhadap kreativitas dan
mengarah pada inefisiensi;

- penyeragaman harga yang didasarkan pada kese-
pakatanitersebut dapat menimbulkan kebingungan
pada konsumen, karena dengan harga yang sama
seolah-olah barang yang bersangkutan sama
mutunya.

Kriteria larangan terhadap tindakan ini bertun
pu pada fakta tentang kesejenisan suatu produk vang
ukurannya sama, mutu dan merek berbeda, tetapi

harganya sama.

(b) membagi pangsa pasar

DISERTASI

Kesepakatan uniuk membagi pangsa pasar dapat
dilakukan menurut kriteria: geografis, kedudukan
kelomponk pelanggan, dar sifat kegunaan produk.98

Pembagisn secars geografis ditekankan pada
unsur teritorial, sedangkan perbedasaan antara
grosir dan pengecer, rrofesional dsn amatir dipa-
sangkan untuk pembagian menurut kedudukan kelompok
relanggan serta sifat kegunaan produk. Setiap
pesaing terikat pada pembagian masing-masing.

Setiap kesepakatan tersebut mengandung ikatan
vang bersifat membatasi persaingan, bahwa produsen
barang sejenis yang satu tidak boleh memasuki
wilayah pemasaran dan memasok pelanggan yang sudah
berhubungan dengan produsen-suplier lainnya.

Pembatasan-pembatasan tersebut akan memaksa
baik peserta kartel maupun pesaing non-peserta

untuk mencari daerah pemasaran, dealer dan pengecer
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baru yang cenderung tidak efisien dan membatasi

akses konsumen terhadap produk. Oleh karena itu

‘pémbagian pasar patut dilarang.

(c)

DISERTASI

membatasi volume produksi

Kelangkaan produk cenderung menyebabkan pen-
ingkatan permintaan. Sejalan dengan pandangan
tersebut, terdapat upaya-upaya untuk mengurangi
atau membatasi volume produksi pada perusahaan-
perusahaah vang memproduksi barang sejenis.

Tujuan tersebut dimungkinkan terwujud melalui
kartel, karena seringkali suatu kartel semata-mata
merupakan alat dan cara untuk mengurangi produk-
si.97 Pengurangan atau pembsatasan ini dimaksudkan
menaikkan harga. Dengan demikian pembatasan volume
produksi sesungguhnyé merupakan tindakan yang tidak
efisien dan memperkuat pengusaan pasar.

Salah satu tujuan yang prinsip dari undang-
undang persaingan adalah menjamin persamaan dan
memperluas kesempatan berusaha, dalam rangka menum-
buhkan pemerataan. Tujuan tersebut mengandung
makna, undang-undang persaingan pada = dasarnya
mengemban tugas menghapuskan kelangkaan produk
dengan memberi kesempatan yang luas untuk berpro-
diksi secara efisien. Sebaliknva tindakan- perusa-
haan membatasi voliume produksii justeru menimbulkan
kelangkaan yang menyebabkan meningkatnya hargsa.
Pemikiran ini merupakan pertimbangan untuk menyata-
kan kesepakatan membatasi volume produksi sebagai

tindakan yang dilarang.
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ﬁga memboikot pesaing lain

Boikot merupakan tindakan untuk menolak menga-
dakan hubungan usaha dari beberapa perusahaan
terhadap satu atau beberapa perusahaan lain. Dengan
demikian boikot pada dasarnya dihasilkan dari
kesepakatan gabungan, yang dapat menimbulkan im-
plikasi baik ke dalam(perusahaan yang sepakat)
maupun keluar(perusahaan yang diboikot).

Dari segi tujuannya, boikot merupakan suatu'
upaysa untuk dapat mengamankan dan melestarikan
usaha pemboikot, dengan mendorong suatu pesaing
meninggalkan pasar.g8 Oleh karena itu boikot terse-
but sesungguhnya dapat dipandang sebagai suatu
praktek yang tidak fair untuk memperoleh penguasaan
pasar, menghambat akses terhadap pasar, mengendali-
kan produk dan menentukan harga.

(e) asosiasi usaha yang membatasi persaingan dan mene-
rapﬁan hambatan menjadi pesaing

Asosiasi-asosiasi usaha diantara produsen-
suplier, dealer, dan pengecer pada satu sisi dapat
memberi keuntungan-keuntungan bagi persaingan.
Informasi berkaitan dengan ketersediaan bahan
mentah, yang sangat membantu perusahaan dalam
merencanakan 4 produksi dan strategi pemasaran,
informasi mengenai perbaikan teknologi, dan standa-
risasi yang menguntungkan persaingan seringkali
diperoleh dari asosiasi-asosiasi perdagangan.99

Asosiasi-asosiasi usaha pada satu sisi dapat

dipandang memberi kontribusi yang positif terhadap
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perngembangan dunia u=sahsa, khususnya perusahaan-
rerusahaan yvsng tergabung. Namun demikian pada sisi
lain asosiasi-asosiasi usaha yang dewasa ini banyak
didirikan oleh para pengusaha di Indonesia, dapat
menimbulkan permasalahan bagil persaingan ussahs yang
sehat. Dampak yang kurang menguntungkan ini terjadi
apabila asosiasi dimanfsatkan sebagai alat untuk
menguasai pasar, membatasi peluang menjual dan
volume produksi, mengkoordinasikan boikot, serta

100 maka dari segi ini asosiasi

menentukan harga,

///bsaha hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan
peserta, tetapi meneksn, merugikan yang non-
peserta, konsumen.

Larangannya tidak ditekankan pada keberadaan
asosiasi,melainkan kepada kegiatan-kegiatannya yang
bersifat membatasi persaingan dan merugikan konsu-
men . |

kesepakatan-kesepakatan vertikal

Kesepakatan tersebut pada umumnya terjadi antara
perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang-
bidang usaha yang berhubungan secara vertikal, misal-
nya antara produsen-suplier dengan dealer atau antara
dealer dengan pengecer.

Késepakatan*kesepakatan vang dilarang adalah yang
mengandung pembatasan-pembatasan persaingan secara ver
tikal,yang pada pokoknya meliputi harga dan non harga:
(a) mempertahankan harga jual kembali berdasarkan har-

ga yang ditetapkan oleh suplier(resale price

maintenance)
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Dalam kepustakaan, tindakan perusahaan vang
didasarkan pada kesepakatan tersebut disebut Verti
cal price fixing mencakup penetapan harga antars
pembeli dan penjual pada tataran yang berbedsa
mengenai proses produksi dan distribusi.

Contoh yang paling khas' dari kesepakatan ini
adalah resale price maintenance(RPM) agreement.

Dalam RPM itu disepakati harga barang vyang
diberikan oleh produsen-suplier harus tetap diper-
tahankan oleh dealer atau pengecer pada saat
menjual kembali barang tersebut. Syarat ini pada
dasarnya merupskan paksaan halus terhadap dealer

101 Karena apabila dealer atau

atau pendecer,
pengecer tidak sepakat, maka produsen-suplier
tidak bersedia menjual varangnya kepade mereka.
Bertumpu pads kesepakat.an yang umumnya terja-
di antara para pelaku usaha tingkat hulu (produ-
sen-suplier) dan hilir(dealer, pengecer) itu, RPH
sesungguhnya merupakan suatu bentuk kolusi yang
memperkuat kedudukan perusahaan hulu, yang meme-
gang kontrol atas harga pasar dari produknya dan
menghambat akses konsumen terhadap produk. Dengan
demikian larangan terhadap RPM pada satu sisi
bermakna mencegah pengendalian harga oleh produ-
sen-suplier, dan pada sisi lain mencegah pembata-
san terhadap konsumen tersebut.
kesepakatan non-harga

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi

syarat-syarat yang berkaitan dengan wilayah usaha

t
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dan pelanggan para grosir,102 atau aspek-aspek

non-harge dari distribusi produk yang dihasilkan

oleh produsen yang menetapkan syarat-syarat secars

sepihak.- , P
Dalam kesepakatan tersebut ditetapkan,

- suatu kawasan merupakan wilayah usaha eksklu-
sif, artinya pada wilayah tersebut hanya
diperkenankan satu dealer. Pada kawasan lain
vang ditetapkan sebagai wilayah non-eksklusif
diperkenan lebih dari dealer.

- lokasi atau outlet dan toko antara dealer dan
pengecer yang satu dengan yang lainnya radius-
nya diatur oleh produsen-suplier.

- populasi pelanggan pertama-tama dikelompokkan
berdasarkan kriterium tertentu. Kemudian
suplier menetapkan dealer beserta masing-
masing kelompok pelanggannya. |

Dari aspek-aspek tersebut nampak, di samp-
ing merupakan pembatasan-pembatasan terhadap
persaingan, baik secara real di antara dealer
dan pengecer yang telah ada maupun potensial,
sehingge merupakan hambatan untuk menjadi pesa-
ing, kesepakatan non - harga secara vertikal
itu pada dasarnya pula membatacsi Pllihan konsu-
men dan kolusi yang mengarah pada terbentuknya
monopoli. Hal ini dapat disimak dari aspek
kesepakatan yang memperkenankan adanya dealer

tunggal.

e
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(c) menolak mengadakan hubungan usaha

DISERTASI

Dalam kaitannya dengan politik, perusahaan-
perusahaan yang menolak ﬁengadakan hubungan ussa-
ha dengan perusahaan-perusahaan dari negara-nega
ra yang dikucilkan karena alasan-alasan politik,
tidak dipandsng sebagai pelanggaran.103 Berbeda
halnya dalam hubungannya dengan undang-undang
persaingan, yesng menyatakan penolakan mengadakan
hubungan usaha sebagai tindakan yang dilarang.

Dipandang inti kesepakatannya, menolak
mengadakan hubungan usaha atau refusal to deal
menunjukkan persamaan dengan boikot. Namun
demikian dari segi subyek hukum yang terkait,
nampak adanya pembedaan. Boikot merupakan tinda-
kan gabungan menyingkirkan pesaing, sedangkan
penolakan mengadakan hubungan lebih berkarakter-
istik sebagai tindakan vertikal yang individual.

Penolakan mengadakan hubungan usaha verti-
kal pada umumnya dilakukan oleh produsen-supli
er suatu produk terhadap dealer dan pengecernya.

Kerugian-kerugian akibat refusal to deal
pernah dialami oleh pembeli mesin photocopy me-
rek Kodak di Amerika Serikat. Para pembeli ter-
sebut mempercayakan perbaikan mesinnya kepada
Image Technical Services(ITS), sebuah perusahaan
layanan perbaikan purna jual independen, tetapi

Eastman  Kodak Co(EKCo), menolak memasok suku

" cadang yang diperlukan, karena Kodak sudah
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memiliki unit usaha sendiri yang memberi laysnsn
perbaikan.

EKCo akhirnya digugat oleh ITS, dan pengad-
ilan menyatakan, bahwa EKCo telah mengambil
keuntungan dari para pembeli yang terperangkap
dengan memaksa mereka secara tidak langsung un-
tuk membeli lagi pelayanan dengan harga lebih
tinggi dari EKCo juga.

Keputusan tersebut pada dasarnya menunjukkan,
refusal to deal merupakan suatu cara perusahaan
pada tingkat hulu menyingkirkan perusahaan pada
tingkat hilir, dan menguasai suatu bidang usahsa
pada dua téngkat vang berbeda yang cenderung pula“
mengarah pada monopoli, serta mengendalikan konsu-
men dengan menggiringnya dalam suatu keterikatan
dengan produsen.
n;njual suatu produk pokok yang dijadikan satu pa -
ket dengan produk lain

Suatu perusahaan dapat memproduksi beberapa je
nis barang yang berbeda-beda, misalnya radio tran-
sistor dan batu baterai, pesawat televisi dan
pemutar video, central processing unit(CPU), moni-
tor dan mesin pencetak untuk komputer, kamera dan
film dengan merek yang sama. Namun demikian, paten
terhadap barang-barang tersebut terpisah. Hal ini
mengandung pengertian, barang- barang itu tidak
merupakén barang sejenis.

Sehubungdan dengan pengaturan hukum persaingan

usaha, satu perusahaan yang memproduksi berbagai je

PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN ... PUTU SUDARMA SUMADI



IR - PERPUSTAKAAN UNIVEERSITAS AIRLANGGA

140

nis barang dengan merek yahg sama tidak dilarang,
akan tetapi yang dilarang apabila produsen-suplier,
dealer, dan pengecer menjual produk-produk yang ber
beda itu secara berpasangan dalam satu paket penju-
alan, misalnya kamera dengan film merek tertentu.

Dalam penjuaian tersebut terdapat dua transak-
si, pertama penjualan kamera merek A, dan kedua,
penjualan film merek A. Bagi penjual, kedua trans-
aksi tersebut harus berlangsung pada waktu vang
bersamaan. Berlangsungnya transsksi yvyang pertama
digantungkan pada pelaksanaan transaksi yang kedua.
Apabila yang kedua batal, maka transaksi vang
pertama pun batal. Dengan demikian apabila pembeli
menghendaki kamera merek A, maka ia terpaksa harus

///membeli film merek A tersebut.

Di samping merugikan konsumen vyang terpaksa
membeli barangAlain vang tidak dikehendaki, penjua-
lan suatu produk pokok yang dijadikan satu paket
dengan produk lain, atau tying agreement pada
dasarnya mengarah pada penguasaan pasar dan pemba-
tasan-pembatasan terhadap konsumen dan pesaing.

e) kesepakatan dealer dan pengecer untuk membeli serta
menjual suatu produk hanya dari satu produsen A

Sehubungan dengan kesepakatan yang juga dise-
but dengan exclusive dealing, maka vang dilarang
‘adalah apabila dalam kesepakatan dipersyaratkan:

- dealer dan pengecer hanya menjual produk dari sa-

tu produsen;
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- dealer dan pengecer tidak menjual produk - produk
sejenis yang dihasilkan saingan produsen;
- pembelian oleh dealer dan pengecer mengenai selu-
‘ruh kebutuhan produk dari satu produsen.
Syarat-syarat tersebut menempatkan exclusive
deaiing sebagai tindakan yang menutup peluang menju
al produsen barang sejenis lainya, dan merupakan
pula hambatan bagi pesaing memasuki pasar.
‘Larangan terhadap exclusive dealing bertumpu
pada Foréclbsure Theory.104 Teori tersebut pada
dasarnya menekankan presentase pasar yang tertutup.
Dalam kasus Standard 0il Co. of California
(Standard Stations), larangan terhadap tindakan
tersebut hanya didasarkan pada fakta, bahwa Stand-
ard 0il Co. menguasai 7% pasar bensin. Namun demi-
kian keputusan itu ékhirnya dipandang tidak fair,
karena hanya menyatakan tindakan Standard 0il Co.
sebagai exclusive dealing, sementara dalam kenya-
taannya banyak perusahaan lain Juga melakukannya.
Keputusan tersebut pada satu sisi nampak dilan
dasi foreclosure theory, tetapi pada sisi lsin teo-
ri tersebut tidak diterapkan secara konsisten, ka-
rena yang dilarang hanyalah Standard 0il Co. saja.
Dalam undang-undang persaingan di Indonesisa
kriteria larangannya harus jelas dan bersifat umum .
Dengan demikian larangan terhadap exclusive dealing
berlaku bagi setiap orung dan badan hukum. Di

samping itu sehubungan dengan kerugian yang ditim-
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bulkan diberikan kesempatan adanya gugatan-gugatan
terhadap pelaku secara spesifik.
(3) kolusi atau persekongkolan
Persekongkolan dalam persaingan di samping an
tara pengusaha dengan pengusaha(pelaku usaha),
dapat pula terjadi antara pengusaha dengan pengua-
sa. Mengenai yang pertama sudah dibahas pada
uraian sebelumnya, demikian juga dengan yang kedua
diuraikan pada (bab II sub 1), sehingga pada bagi-
an ini persekongkolan pengusaha dengan penguasav
hanya diuraikan secara garis besarnya saja.
Pemberian subsidi dan fasilitas bebas bea
. masuk, dan lain-lain oleh pemerintah dapat menye-
babkan harga menjadi lebih rendah. Akan tetapi
apabila fasilitas-fasilitas tersebut hanya diberi-
kan kepada satu pelaku usaha tertentu tanpa membu-
ka akses terhadap palaku - pelaku usaha vang lain,
dapat dikemukakan, bahwa pemerintah dan pelakn
usaha yang. bersangkutan terlibat dalam suatu
persekongkolan atau koluéi.
Persekongkolan tersebut melahirkan tindakan
diskriminatif yang tidak sesunai dengan prinsip

persamaan kesempatan berusahs.

(4) oligopoli
Oligopoli atau kartel pada dasarnya merupakan
perusahaan-perusahaan atau produsen-produsen suatu
produk sejenis bergabung untuk mengendalikan pro-

duksi, penjualan, dan harga.105
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Perusahaan-perusahsan yang bergabung tersebut
sebelumnya merupakan perusahaan-perusahaan vang
bersaing,ln8 kemudian bertindak sebagai suatu

kesatuan yang memungkinkan mereka mewujudkan dan
meraih keuntungan-keuntungan monopoli.107
Dari pandangan-pandangan tersebut tercermin,
pada awalnva produsen-produsen barang sejenis dsalam
pasar itu sesungguhnya meruﬁakan perusahaan-perusa-
haan yang mandiri. Bergabungnya mereka dalam suatu
kesatuan merupakan persekongkolan dalam mengatur
kegiatan-kegiatan di pasar. Penggabungan tersebut
///pada dasarnya merupakan suatu cara menghindari
persaingan khususnya di antara mereka vang terga-
bung, dapat menimbulkan pembatasan-pembatasan
terhadap konsumen, hambatan-hambatan dalam akses
terhadap pasar, penentuan harga untuk kemudian
meraih keuntungan-keuntungan monopoli.

Bertumpu pada pandangan-pandangan tersebut,
oligopoli sgsungguhnya merupakan wujud dari kesepa-
katan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
dalam kedudukan vang sejajar untuk mengatur hargs,

‘dqerah pemasaran, dan volume pruduksi. Dalam kese-

pakatan-kesepakatan itu, kedudukan hukum masing-
masing perusahaan tetap eksis.
(5). monopoli dan monopsoni
Pemahaman mengenai tindakan monopoli pada dasar-
nya bertumpu pada pandangan tentang beroperasinya satu
perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan suatu

produk dalam pasar.108
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Adanya praktek monopoli tidak dapat didasarkan
pada per se doctrine, bahwa setiap perusahaan yang
beroperasi secara tunggal harus dilarang, karena dapat
dan patut diduga wunsur niat merugikan pihak lain
dengan sendirinya terkandung di dalamnya sehinggsa
tidak perlu dibuktikan lagi. Di samping itu suatu
ketika beroperasinys suatu perusahaan secara tunggal
dalam pasar tidak dapat dihindari. Hal ini dapsat
terjadi terutawms karena perusahaan tersebut merupakan
perusahaan yang pertama. dan belum ada pesaing.

Sejak keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat
dalam kasus Standard 0il Co., of New Jersey Vs. USA,
kasus-kasus monopoli diputuskan berdasarkan rule of
reason.109 Dengan dasar tersebut pembuktian mengenai
adanya monopoli merupakan suatu keharusan.

Penentuan mengenai adanya monopoli seharusnya
tidak semata-mata bertumpu pada fakta bahwa dalan
péégr untuk suatu produk hanya terdapat satu perusa-
haan yang menguasai pasar. Hal ini didasarkan pada
pemikiran, dalam pasar yang terdapat banyak perusahaan
vang memproduksi dan mendistribusikan suatu produk
sejenis pun, tidak tertutup kemungkinan adanya satu
atau beberapa perusahaan yang menguasai pasar melalui
efisiensi. Oleh karena itu penentuan adanya monopoli
harus pula dibuktikan dari cara-cara vang digunakan -
untuk memperoieh dan mempertahankan penguasaannya
dalam pasar serta akibat-akibat vang dapat ditimbul-

kannya.
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Pembuktian mengenai hsl iersebut dapat didasarkan
pada kriteria struktur, perilaku, dan kinerja atau
kriteria SPK pada setiap perusahaan dalam pasar.
Seperti telah dikemukakan, kriteria SPK pada dasarnya
menunjukkan, bahwa struktur pasar(s) dapat mempenga-
ruhi perilaku perusahaan(p), dan pada gilirannya akan
menentukan kinerja(k) perusahaan yang bersangkutan.

Karateristik struktur pasar dalam kaitannya deng-
an praktek monopoli ditekankan pada penguasaan pa-
sar.110 Dalam kasus Alcoa dijabarkan penguasaan pasar
tersebut menunjukkan kekuatan monopoli(monopoly power)
dengan rincian, apabila suatu perusahaan menguasai pa—.
sar 30 % berarti perusahaan itu tidak memiliki, 60 %
baru merupakan kemungkinan memiliki, dan 90 ¥ dapat
dipagtikan memiliki kekuatan monopoli.

Rincian ygng bersifat kuantitatif tersebut tidak
dapat diterapkan begitu saja. Di samping karena adanya
perbedaan pandangan, bahwa dengan pencapaian 30(atau
lebih) % saja seperti yang tertuang dalam rancangan
undang-undang larangan praktek monopoli Indonesia,
sesungéuhnya' suatu perusahaén sudah dapat dikatakan
memiliki penguasaan pasar, rincian itu tidak menjelas-
kan konsekuensi-konsekuensi yang dapat timbul dari
penguasaan pasar baik terhadap konsumen maupun pesa-
ing. Dalam kaitannya dengan pelarangan monopoli,
konsekuensi-konsekuensi itulah yang menentukan. Oleh
karena itu penulfs lebih sependapat dengan pandangan,
bahwa penguasaan pasar secara tidak langsung menunjuk-

kan perusahaan yang bersangkutan memiliki kemampuan
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untuk mengatur harga, mengurangi output atau kualitas
secara sepihak. Tanpa kemampuan - kemampuan tersebut
suatu perusahaan tidak dapat dikatakan mengabaikan
persamaan kesempatan berusaha.111

Dari pandangan tersebut tercermin antara pengua-
saah pasar(s) dengan perilaku(p) dan kinerja(k) dari
suvatu perusshaan harus berhubungan.Tanpa tindakan-tin-
dakan menghambat akses konsumen terhadap produk, meng-
hambat akses terhadap pa2sar,mengendalikan produksi dan
distribusi dari segi kuantitss serta kualitas vang
mempengaruhi pasar dan tindakan-tindaksn mengendalikan
harga yang merugikan konsumen, penguasaan pasar sampai
sebesar apa pun tidak cukup membuktikan, bahwa suatu
perusahaan telah melakukan praktek monopoli.

Setiap perusahaan yang didukung daya kreasi,
kesungguhan, ketekunan, akurassi memanfaatkan peluang,
Anovasi-inovasi baru dalam proses produksi dan distri-
busi dapat memberi kemungkinan perusahaan tersebut
lebih efisien dan berhasil meraih pengusaan pasar.
Penguasaan yang demikian tidak dapat dilarang.

Berdasarkan kriteria SPK larangan dalam undang-
uhdang persaingan ditujukan terhadap penguasaan pasar
vang menimbulkan inefisiensi, dalam pengertian pengua-
saan pasar yaqg menimbulkan monopoli.

Di Indonesia terciptanya struktur pasar vang
tidak efisiep dan menimbulkan monopoli, tidak dapat
dilepaskan kaitannya dengan campur tangan pemerintah
‘meiaiui berbagai proteksi yang hanya diberikan kepada

perusahaan tertentu, baik yang menimbulkan monopoli
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msupun monopséni. Oleh karena itu larangan terhadap
monopoli sesungguhnya pula merupakan larangan terhadap
campur tangan‘pemerintah tersebut.
béngéﬁbungan atau peleburan dan pengambilalihan perse-
seroan terbatas (PT) yang dapat menimbulkan penguasaan
pasar, restriksi, serta penentuan harga.

Penggabungan atau Peleburan PT terjadi apabilsa
satu perseroan atau lebih menggabungkan diri menjadi
satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan
diri dengan pefseroan lain dan membentuk perseroan
baru(Pasal 102 ayat 1 UU PT).

Pengambilalihan PT dapat dilakukan oleh badan
hukum atau perseorangan(Pasal 103 ayat 1), terhadap
seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengaki-
batkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan
tersebut(Pasal 103 ayat 2 UU PT).

Apabila dibandingkan, dalam sistem hukum anglo-
american terdaapat istilah amalgamation yang meliputi
merger dan consolidation, serta istilah acquisition.
Istilah-istilah tersebut pada dasarnya mempunyai
pengertian yang sama dengan penggabungan, peleburan,
dan pengambilalihan yang terdapat dalam UU. PT di
Indonesia. Hal ini dapat disimak dari contoh-contoh
yang dikemukakan oleh Robert W. Hamiltonl1Z.

- istilah merger diterapkan dalam hal PT A masuk ke da
lam PT B. PT A dibubarkan dan PT B tetap eksis serta
operasional.

- istilah consolidation berlaku apabila dengan pengga-
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bungan itu, PT A dan PT B dibubarkan, serta mendirikan
prc.

- istilah acquisition digunakan dalam hal PT A mengambil
alih saham PT B. Kedua PT ini tetap aksis dan operasio
nal, karena yang beralih hanyalah kepemilikannya saja.

Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan, se
sungguhnya terdapat satu elemen yang merupakan kunci da-
lam menelusuri makna yang terkandung dalam penggabungan,
peleburan, dan pengambi}alihan PT, yaitu adanya perbua- .
tan menyatukan aset-aset PT yang sebelumnya tunduk pada
kendali badan hukum-badan hukum yang berdiri sendiri.

Elemen tersebut merupakan penuntun yang mengarahkan
pemikiran, bahwa perbuatan-perbuatan itu pada dasarnya
bermakna mempersatukan atau menggabungkan kepe milikan
dan kendéli. Dengan demikian, secara umum ketiga perbua-
tan yang ketentuannya tertuang dalam Pasal 102 ayat (1)
dan Pasal 103 ayat (1) UU. PT itu dapat dikategorikan
sebagai merger dan akuisisi, vyang sesungguhnya pula
mempunyai makna yéng saling menunjuk.

Dalam akuisisi terkandung unsur merger, dan demi-
kian sebaliknya. Akuisisi PT tidak akan dapat dilaksana-
kan tanpa adanya keikutsertaan PT lain. Kepemilikan atas
suatu PT yang digabungkan atau yang dibentuk oleh dua PT
juga tidak akan terlasksana tanpa adanya pengambilan
saham oleh PT lain. |

Di samping berdasarkan pemikiran tersebut, Jjuga

' dalam rangka memudahkan(convenience) penyebutan, maka

dalam pembahasan mengenai Jlarangan terhadap penggabung-
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an, peleburan, dan pengambilalihan PT yang dimaksud,
digunakan istilah merger.
Merger pada umumnya dapat terjadi dalam 3(tiga)
bentuk:
(a) merger horisontal
Merger horisontal terjad; di antara PT-PT yang
memproduksi atau mendistribusikan produk-produk yang

113 misalnya

sejenis dalam daerah berusaha yang sama,
sesama produsen minyak gorengd.
(bj/yerger vertikal

Merger secara vertikal terjadi apabila PT-PT
vang tingkatan dan/atau Jjenis usahanya berbeda
bergabung. Dipandang dari segi arahnya, merger
vertikal pada dasarnya merupakan penggabungan
dan/atau akuisisi dua arah: forward integration dan

114 atau ke hulu dan ke hilir.

backward integration
Dikatakan penggabungan ke hilir, apabila suatu PT
produsen-suplier mengakuisisi PT usaha hilir, misal-
nya PT Pabrik Baja mengambil alih PT Pabrik Otomo-
tif, dan demikian sebaliknya dalam penggabungan ke
hulu.
(c) merger konglomerat

'Dalam pengertiannya yang murni, merger kong-
lomerat merupakan merger perusahaan-perusahaan yang
menghasilkan produk-produk yang tidak berkaitan sama

115 misalnya PT A yang memproduksi semen

sekali,
bergébung dengan PT B yang memproduksi Es Krim.
Dewasa ini tekanan pembahasan tidak lagi tertu-

ju kepada merger konglomerat dalam pengertian yang
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tiannya yang murni, melainkan mencakup pengertian
yang 1lebih 1luas meliputi, merger yang merupakan
perluasan pasar dan produk.

Dalam perivasan pasar, merger tersebut merupa-
kan merger antars perusahaan-perusahaan yang menjual
produk yang sama pada pasar yang berbeda. Sedangkan
daiam periuvasan produk merupakan merger perusahaan-
perusahaan yang menjual proGuk-produk berbeda,
tetapli saling berkaitan.

Apabila dikaitkan dengan UU PT, maka dalam ketiga
bentuk merger tersebut, masing-masing akan mengandung
3(tiga) variasi, yaitu penggabungan, peleburan(Pasal
{9}’ayat i UU PT), dan pengambilalihan(Pasal i03 ayat
Z UU BT).

Secara garis besarnya merger menunjukkan proses
pengembangan usaha(ekspansi) yang mengarah pada kon-
glomerasi dalam pengertian suatu perusahaan yang telah
meiakukan diversfikasi usaha, dengan jalan mengakui-
sisi perusahaan-perusahaan dari berbagai bidang

iis Dengan demikian pengertian merger dan kon-

usaha.
glomerasi yang secara keseluruhan merupakan upaya-
upaya pengembangan perusahaan itu, mengarahkan pandan-
gan, bahwa keduanya mengandung persamaan tujuan.
Pandangan tersebut pada dasarnya dapat menimbul-
kan kekeliruan penafsiran, bahwa melarang merger ber-
arti pula melarang upaya pengembangan perusahaan.
Apabila disimak lebih jauh, upaya melarang merger
dihadapkan pada Z(dua) pandangan yang saling bertolak-

belakang.
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Fertama, pandangan bahwa merger pada umumnya
dapat memberi kKeuntungan dalam banyak hai,1l’ karena,

- melaiui merger tercipta suatu unit usaha dalam skala

| yang lebih besar, sehingga barang-barang dapat dipro
duksi dengan ongkos yang lebih rendah;

- mengingat, bahwa merger merupakan suatu sinergi, ma-
ka kekuatan-keunggulan yang dimiliki oleh suatu per-
usahaan akan dapat menutupi kelemahan perusahaan
yang lainnya, sehingga dapat menghasilkan produk
yang berkualitas.

- akuisisi memberi kesempatan kepada perusahaan yang
iebih sehat untuk mengontrol aset fisik yang disa-
iahgunakan oleh perusahaan yang kurang sehat.

- dalam merger atas perusahaan kecil oleh perusahaan
besar, produk-produk perusahaan kecil akan mempero-
ieh peningkatan pengakuan.

Kedua, pandangen bahwa di samping mwenguntungkan,
suatu merger sesungguhnya dapat pula menimbulkan
kerugian—-kerugian,118 karena,

- merger merupakan suatu cara menghindari persaingan
khususnya di antara PT-PT yang melakukannya,

:/dépat menyebabkan meningkatnya konsentrasi pasar
yvang memungkinkan entitas gabungan mengendalikan
output dan harga secara sepihak.

Pandangan bahwa merger menguntungkan sesungguhnya
bertumpu pada pemikiran merger dapat mewujudkan efisi-
ensi dengan dapat ditekannya ongkos produksi. Dikait-
kan pula dengan pemanfaatan kekuatan—keungéulan vang

dimasuki atau yang mengambilalih, maka merger akan
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merupakan suatu jaminan bagi konsumen akan menerima
harga yang lebih rendah dan kualitas produk yang lebih
tinggi-.

Sehubungan dengan keuntungan - keuntungan yang da
pat ditimbulkan itu, merger tidak sepenuhnya dapat di-
larang. Adanya keuntungan-keuntungan tersebut pada da-
sarnya‘merupakan motiv yang mendorong dibentuknya nor-
ma hukum yang memperkenankan dilakukannya merger, seper
ti tercermin dari ketentuan-ketentuan yang tertuang da
lam Pasal 102 ayat(1l) dan Pasal 103 ayat(1) UU No. 1
Tahun 1995 tentang PT(UUPT) yang pada pokoknya menyat-
kan, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT
merupakan perbuagan—perbuatan vang diperkenankan.

Namun demikian sebaliknya dengan memperhitungkan
kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan, adanya norma
hukum yang melarang merger tertentu perlu pula mempe-
roleh perhatian.

Merger PT-PT yang memproduksi atau mendistribusi-
kan produk sejenis, pada dasarnya menunjukkan persa-
maan dengan oligopoli. Akan tetapi terbentuknya oli-
gopoli tidak diikuti dengan perubahan status masing-
masing PT, karena yang bergabung hanya kegiatan-kegia-
tannya saja. Sedangitan merger hampir selalu diikuti
dengan perubahan status PT.

Secara umum pernentuzn larangan terhadap merger
dapat didasarkan pada Kriteria SPK. Dlengan kriteria
tersebut, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah
tingkat pengunasaan pasar(struktur) yang timbul kar=na

merger.
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Penentuan tingkat penguasaan pasar itu dapat.dilaku—

‘kan melalui pengukuran-pengukuran berdasarkan rasio dan
119

1

indeks:
- The Four-firm concentration ratio(CR4).
Rasio ini merupakén penjumlahan pangsa pasar atau
presentase dari empat perusahaan terbesar dalam pasar.

Dalam perkembangannya terdapat kesepakatan, apabi-
la 1lebih 75 % atau B0 % dari pangsa pasar seluruh
perusahaan yang ada dalam pasar, maka merger itu dinya-
takan dilarang.

- The Herfindahl-Hirschman Index(HHI).
Metode iﬁi mefupakan pengganti CR4. Dalam mengukur kon-
sentrasi, suatu pasar dihitung dengan menjumlahkan kwa-
drat/hasil perkalian pangsa pasar setiap perusahaan.
Contoh: dalam pasar yang sama dengan contoh sebelumnya
terdapat enam perusahaan dengan pangsa pasar masing-
masing sebagai berikut: Perusahaan A = 25%, B = 20%, C=
20, D = 15 %, E4= 10%, F = 10%. Dalam hal ini HHI
pasar tersebut setara dengan:
252 + 202 + 202 + 152 + 102 + 102 atau 1850.

Dengan indeks tersebut penentuan mengenai sah atau
tidaknya merger dihitung dari penjumlahan kwadrat
presentase pangsa pasar perusahaan yang melakukan
merger. Apabila indeksnya melebihi 1800 poin, maka
merger dinyatakan dilarang.

Rasio dan indeks tersebut sesungguhnya hanya
releﬁsn digunakan nntuk mengukur tingkat penguasaan
pasar pada merger horisontal, yang menekankan kesejeni-

san produk yang diusahakan.lgﬁ

DISERTASI PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN ... PUTU SUDARMA SUMADI



IR - PERPUSTAKAAN UNIVEERSITAS AIRLANGGA
154

Rergabungnys wverusahasn-perusahaan yang mempro-
duksi dan mendistribusikan produk sejenis(merger
horisontal) menyebubkan penguasaan pasar pada merger
tersebut meningkat vang dengan relatif mudah dapat di-
ukur karena pasar bersifat homogen. Tetapi sehubungan
dengan adanya merger vertikal dan merger konglomerat,
vang berkaitan dengan ragam pasar dan ragam produk,
penggunaan rasio dan indeks itu tidak relevan lagi.

Di samping itu .penentuan larangan terhadap mer
géf/tidak dapat semata-mata didasarkan pada penguasaan
pasar., karena penguasaan pasar saja belum tentu menun-
jukkan bahwa dalam pasar tidak terdapat persaingan dan
perusahaan yang merger mengabaikan hak-hak konsumen.
Sebaliknya sangat dimungkinkan suatu merger memiliki
pengduasaan pasar setelah melalui proses persaingan,
bahkan karena memperhatikan hak-hak konsumen.

Sesuai dengan cara kerja penggunaan Kriteria
SPK, adanya tingkat penguasaan pasar harus dikaitkan

dengan pengaruh perilaku perusahaan yang bersangkutan

L

" terhadap kondisi pasar dan konsumen.

Dalam kaitannya dengan perilaku, apabila suatu

perusahaan dengan memanfaatkan penguasaan pasar yang

dimilikinya melaksanakan tindakan-tindakan yang menye-
babkan tersingkirnya perusahaan(pesaing) yang telah
ada dalam pasar(the perceived potential entrant theo-
ry),lzl. membatasi kemungkinan pasar pada masa menda-
tang menjadi lebih kompetitif, dengan jalan menghambat

masuknya pesaing baru dan membatasi ruang gerak pesa-

ing vang telah ada( the actual potential entrant theo-
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rylzz. maka merger yang berpotensi restriktif dan
ekskluioner tersebut harus dilarang.

Dari segi produk yang dihasilkan, merger dapat

menimbulkan pengendalian dan ikatan terhadap konsumen,
apabila konsumen melihat produk-produk dari perusa-
haan-perusahaan yang melakukan merger itu sebagai pi-
l}ﬁgn pertama dan kedua yang dihasilkan oleh perusa-
haan vang sama. Kondisi demikian menyebabkan terbatas-
nya pilihan konsumen.,

Di samping itu dalam penggunaan kriteria SPK pe-
nentuan larangan terhadap merger juga didasarkan pada
pemikiran, bahwa merger dapat menimbulkan penentuan
tingkat harga yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Hal tersebut dapat terjadi pada merger vertikal .
vang menyebabkan meningkatnya hambatan untuk menjadi
pesaing. Dengan adanya merger ini kedudukan pesaing
baik yang telah ada maupun yang baru semakin lemah.
Untuk' dapat bersaing dengan merger, pesaing baru
secara tidak langsung dipaksa harus memasuki dua ting-
kat pésar(hulu dan hilir) secara simultan. Keterpak-
saan memasuki dua tingkat pasar yang berbeda dapat
menyebabkan meningkatnya risiko berupa ongkos-ongkos
vang sudah ‘tentu akan berpengaruh terhadap tingkat
harga. Apabila-para pesaing tidak mampu mengimbangi
kinerja merger, pada saat inilah merger memulai tinda-
kan mengendalikan produk dan harga yang merugikan
konsumen .

Secara keseluruhan larangan terhadap merger pada

dasarnya bertumpy pada akibat-akibat yang mungkin
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teriadi. Oleh karena itu sangat relevan apabila proses
pelaksansan merger didahului suatu permohonan yang
nantinya menghasilkan keputusan-keputusan ditolak atau
diterima. Di Indonesia kewenangdan tersebut diberikan

kepada Menteri Kehakiman. N

perkenan
Dalam tipe norma hukum imperatif-evaluatif, perkenan
merupakan proposisi yang berfungsi membstasi kewajiban
dan larangan, sehingga dapat Jditempatkan sacara berdam-
pingan atau berturut-turut dengan kedua unsur tersebut.
Disamping membatasi, perkenan‘juga berfungsi mengec-
ualikan atau tidak memberlakukan kewajiban dan larangan.
Dalam kaitan ini, pengertian perkenan dapat diuraikan
sebagal berikut:
- keWwajiban harus = A

B

- larangan tidak boleh
- perkenan tidak harus = A atau boleh tidak = B.
Dalam fungsi mengecualikan, perkenan berbanding secara
terbalik baik dengan kewajiban maupun larangan.
Pembatasan dan pengecualian tersebut pada pokoknya
bertumpu'pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan de
ngan kondisi waktu, tempat, masalah, dan subyek hukum
vang mencerminkan unsur penilaian dalam penerapan norma
hukum. Dengan demikian perkenan menunjukkan pula unsur
evaluaﬁif dari tipe norma hukum imperatif.
Dalam undang-undang persaingan, perkenan terhadap ke
wajiban dan larangan bertujuan pula memfasilitasi dunia

usaha dalam rangka mendorong dan mengembangkan persaingan
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1) perkenan terhadap kewajiban

2)

a)

b)

c)

kemudahan-kemudahan dalam permodalan tidak harus di
berikan kepada setiap perusahaan, melainkan ditentu
kan secara selektif, misalnya dengan menggunakan
skala usaha sebagai kriterium.

terhadap usaha tertentu dikecualikan dari kewajiban
memperoleh izin usaha.

terhadap usaha tertentu dikecualikan dari kewajiban

melaporkan data usaha.

perkenan terhadap larangan

a)

h)

d)

memberikan harga lebih rendah dari rata- rata biaya
variabel dikecualikan dari larangan, apabila diberi
kan sehubungan dengan

- potongan harga untuk memperkenalkan produk baru;
- obral pada hari-hari tertentu.

diskriminasi harga diperkenankan apabila diterapkan
terhadap barang-barang yang tidak tahan lama. Krite
rium yang paling menentukan dalam penerapan pengecu
alian ini bertumpu pada faktor waktu terjadinya pen
jualan~§embelian.

penjualan secara konsinyasi dikecualikan dari lara-
ngan terhadap kesepakatan mempertahankan harga jual
kembali yang ditetapkan oleh produsen-suplier.
merger-mergder yang bertujuan menyeimbangan struktur
pasar dan dalam rangka memperkuat daya saing yang
disertai dengan kreativitas serta inovasi yang me -

nunjang efisiensi, dikecualikan dari larangan.
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yCatatan:

9. Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, Textbook
. On Jurisprudence, Blackstone Press Limited, London, 1993,
h. 13-14; .

60. 1bid. h. 15;

61. W. Friedmann(II), Op. c¢it., h. 230;

62. J. W. Harris, Op. cit., h. 40;

3. 4. L. A. Hart, The Concept of Law, ELBS/Oxford
University Press, Oxford, 1986, h. 6;

64. 1bid. h. 92;

perintah 1lebih menekankan pengaruh eksternal. Dalan
perumusan norma hukum yang dimaksudkan vuvntuk mendorong
partisipasi masyarakat, seperti halnya pengaturan hukum
persaingan usaha, maka menurut hemat penulis, perintah
dan kewajiban sebaiknya tidak dipisahkan, melainkan
digunakan dalam konteks pengertian yang saling melengka-
pi.

65. Jean Dabin, General Theory of Law, dalam The
Legal Philosophies of Lask. Radbruch., and Dabin translat-
ed by: RKurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge-
Massaghussetts, 1850. h. 267, 273;

66. Meuwissen, Loe. cit., h. 23;

67 istilah tipe norma hukum imperatif-evaluatif
harus dilihat dalam kaitannya,
pertama, dengan pengertian norma hukum sebagai norma peri
laku atau yang menurut Bruggink, Op. eit., h. 100; meru-
pakan norma hukum yang berkenan dengan perilaku orangd,
kedua, dengan norma penilaian yang merupakan tumpuan
perumusan unsur kewajiban dan larangan tersebut,
ketiga, 'dengan kedudukan dan hubungan di antara unsur-
unsur yang terkandung dalam tipe norma hukum imperatif-
evaluatif itu sendiri.

Dikaji dari. keterkaitannya dengan ketiga faktor
tersebut, tipe norma hukum imperatif-evaluatif merupakan
suatu Jenis norma hukum yang berisi rumusan mengenai
perintah-perintah perilaku berupa kewajiban, larangan,
dan perkenan, yang dijabarkan dari norma penilaian atau
dengan hertumpu serta berlandaskan asas hukum.

Sejalan dengan pandangan, bahwa perintah dan laran-
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"gan merupakan inti hukum, sedangkan dispensasi dan 1izin
. membatasi inti tersebut, dapat dikemukakan kewajiban dan
" larangan merupakan norma mandiri, dan perkenan sebagai
- norma tidak mandiri.

Pembedaan antara norma mandiri dan tidak mandiri ti-
dak berimplikasi menimbulkan prioritas terhadap kewajiban
dan larangan. Adanya perkenan tetap diperlukan, kerena
merupakan rincian ketentuan dari kedua unsur tersebut.

68. Bruggink, Op. ecit., h. 4;

69. Joseph Raz, Concep Of A Legal System, An Intro-
duction to the Theory of Legal System, Clarendon Press,

- Oxford, 1980, h. 45; .

70. Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata

"Hukum Indonesia, Aksara Baru,Jakarta,19768, h. 41. Brug-

gink, Op. cit. h. 32 menamakan proposisi yang memerintah-
kan, melarang dan mengizinkan sebagai proposisi normatif.

. Dalam hal ini penulis sependapat karena proposisi-propo-

sisi itulah yang digunakan dalam perumusan norma hukum pa
da umumnya. Tetapi penulis tidak sependapat dengan isti-
lah pada proposisi yang terakhir. Karena istilah mengi-
zinkan pengertiannya hanya mengdacu pada norma hukum yang
berisi 1zin, sedondkan dalam kenyataannya terdapat pula
norms hvkum yang berisi dispensasi. Oleh karena itulah
penulis berketetapan untuk menggunakan istilah proposisi
vang memperkenankan yang pengertiannya dapat meliputi
baik unsur yasng mengizinkan maupurn memberi dispensasi.

71. Bruggink, Op. cit., h. 114-115;
72. Raz, Op. cit., h. 155;
3,

Bruggink, Loc. eit., h. 115;

74. Hans Kelsen, -translation- Anders Wedberg,
General Theory Of Law And State, Russell&Russell, New
York, 1945, h. 77;

_A5. Raz, Op. cit., h. 170;

76. Henry Campbell Black, Op. eit., h. 423;

77T. Bruggink, Loc. cit., h. 115;
78. 1dib.;

_79' D.G. Goyder, Op. cit., h. 27;
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~ 80. Henry Campbell Black, Op. cit., h. 873;
81l. 1bid.;
82. Ibid. h. 1377;

83. Heinz Lampert-teriemahan-Hanna Tobing, dkk.,
Ekonomi Pasar Sosial, Tatanan Ekonomi Dan Sosial Republik
Federasi Jerman, Puspa Swara, Jakarta, 1994, h. 114;

84. Dabin, Op. cit., h. 233;

85. Stephen F. Ross, Principles Of Antitrust Law,
The Foundation Press, Incc., New York, 1993, h. 58;

86. Hovenkamp, Loec. eit., h. 121;

87. Gellhorn and Kovacic, Op. cit., h. 138;

88. Phillip Areeda and Donald Turner, Predatory
Pricing and Related Practices Under Section 2 of The

‘Sherman Act dalam Economic Analysis and Antitrust Law,

1Ed.,: Terry Calvany and John Siegfried, Little, Brown and
Company, Boston, 1888. h. 189;
89.

Hovenkamp, Op. ecit., h. 120-121;
80. Stephen F. Ross, Loe. cit., h. 56;
91. Gellhorn and Kovaciec, Op. cit., h. 137;

% 92. Hovenkamp, Op. cit., h. 123;

Dalam pengertian ekonomi, rata-rata biaya variabel(aver-
age variabel cost) merupakan Jjumlah biaya sebuah perusa-
haan yang berubah dengan bertambah atau berkurangnya
produksi, dibagi dengan jumlah kesatuan yang dihasilkan
pada titik yang sedang diperhatikan(Winardi, Kamus Ekono-
mi, 1882. h. 22). Pengertian istilah tersebut dapat pula
ditelusuri dari pengertian biava variabel(variable cost).
Henurut Areeda and Turner(Op.cit., h. 190), biaya-biaya
variabel sangat berhkaitan dengan output, meliputi belanja
material, bahan bakar, buruh yang secara langsung dipe-
kerjakan dalam produksi, buruh tidak langsung seperti
mandor, terpidana yang sedang menjalani pemasyarakatan,
biaya-biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya-biaya
rayalti dan lisensi. Jumlah seluruh biaya variabel itu
dibagi dengan output sams dengan rala-rata biaya varia-
bel.
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan
contoh perhitungannysa:
Sebuah perusahaan pensil memproduksi 1000 batang

pensil(Output = 1000), dengan biaya-biaya variabel
sebagai berikut:
- material Rp. 400. 000

Rp. 100. 000
Rp. 250. 000
Rp. 100. 000
Rp. 50. 000

- bahan bakar '
- buruh langsung
buruh tidak langsung
- perbaikan & pemeliharaan
- .royalti & lisensi

i unn

Total biaya variabel = . . .
Rata-rata biaya variabel = Rp. 1.000. 000 : 1000 =
‘ Rp. 1000
Jadi hargs per batang pensil berdasarkan rata-rata
biaya varisbel = Rp. 1000
Apabila perusahaan tersebut menjualnya 1lebih

rendah dari Rp. 1000 berarti perusahaan tersebut
telah melakukan praktek predatory pricing, memberi-
kan harga lebih rendah dengan tujuan mematikan pesaing,
dan tindakan ini harus dilarang.

93. Gellhorn and Kovacic, Op. cit., h. 139;

94. Hovenkamp, Op. cit., h. 225;

95, Gary A. Moore, et al., Op. cit., h357;

96. Gellhorn and Kovacic, Op. cit., h. 197:

87. Hovenkamp, Op. cit., h. 78;
Pada satu sisi larangan terhadap pembatasan volume

‘produksi sesungguhnya merupakan hal yang dilematis bagi

Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Indonesia sendiri te-
lah sejak lama terlibat dalam pembatasan tersebut. Keang-
gotaannya pada OPEC dapat dipandang sebagai kepesertaan

‘'dalam kartel atau oligopoli. Namun demikian pada sisi

lain keberadaan OPEC sendiri tidak menunjukkan susatu

‘penguasaan pasar yang mempengaruhi perilaku membatasi dan

menghambat persaingan, serta penentuan harga. Selama ini
struktur pasar, perilaku dan kinerja OPEC pada dasarnya

‘berorientasi pada sistem pasar. Dengan demikian kepeser-

taan Indonesia dalam OPEC dapat dikecualikan.
98. Stephen F. Ross, Op. cit., h. 190;

99. Gellhorn and Kovsacic, Op. eit., h. 240;
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100. 1bid. h 241;

Dewasa ini di Indonesia hampir setiap pengusaha
tergabung dalam asosiasi sesuai dengan bidang usaha yang
dikelola, misalnya ASTUIN(asosiasi ikan tuna Indonesia),
PHRI(perhimpunan pengusaha hotel dan restoran Indonesia),
APKI (asosiasi panel kayu Indonesia) untuk para ekspor-
tir kayu lapis. Mengingat banyaknya pengusaha Indonesia
vang memiliki banyak perusahaan yang mengelola berbagai
bidang usaha, maka kemungkinan pula satu orang akan -
tergabung dalam berbagai asosiasi. Dengan demikian apabi-
la sasosiasi tersebut mengarah pada kartel, berarti satu
rnengusah Indonesia yang menjadi peserta beberapa asosiasi
merupakan pula peserta beberapa kartel.

Dengan kondisi tersebut dapat dikemukakan, bagian
terbesar perekonomian Indonesia dikuasai oleh asosiasi-
asosiasi usaha yvang pada dasarnya merupakan himpunan dari
beberapa orang atau kelompok perusahaan.

Pemecahan permasalahannya bukanlah dengan melarang
asosiasi-asosiasi tersebut, melainkan mengarahkan agar
kegiatan-kegiatannya tidak menimbulkan konsentrasi ekono-
mi yang menyebabkan pembatasan terhadap persaingan dan
pembentukan tingkat harga yang merugikan konsumen.

Tindakan-tindakan asosiasi yang menghambat pesaing
vang tidak tergabung dalam asosiai, menghambat akses
pesaing bsaru terhadap pasar, dan pungutan-pungutan aso-
siasi terhadap anggotanya yang dapat mempengaruhi harga
harus dilarang.

101. Hovenkamp, Op. cit., h. 175;

102. 1pid. h. 175-176;

103. Hovenkamp, Op. cit., h. 30;
Karena pertimbangan politik, Pemerintah Indonesia

pernah mengeluarkan, Larangan Hubungan Dagang(Impor&ek-

spor) Dengan Negara-negara Afrika Selatan, Rhodesia

i Selatan, dan Angola(Portugis) melalui Keputusan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia No. 989/Kp/IV/69.
104. 1pid. h. 24

105. Yenry Campbell Black, Op. eit., h. 195;

106. Hovenkamp, Op. ecit., h. 71;

107. Katherine Maddox and John J. Siegfried, The
Kconomics of Price Fixing, dalam Economic Analysis And
Antitrust Law, Ed., Therry Calvany and John Siegfried,
Little, Brown and Company, Boston, 1988, h. 139;
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108. yovenkamp, Ibid. h. 100;
109. 1pid. h. 110;
110 Thid. h. 38;
; 11, Stephen F.JRoss,'Op. cit., h. 36;

! 112. Robert W. Hamilton, The Law of Corporations, in
'a nutshell, West Publishing Co., St. Paul, Minn, 1881, h.
431,

| 113. Gellhorn and Kovacic, Op. eit., h. 353;

114. 1hid. h. 354, 358;

Dalam kasus Eastman Kodak Co. Vs. Southern Photo
Materials, merger vertikal sudah dinyatakan dilarang,
karena menyebabkan perluasan ruang lingkup usaha(hulu-
hilir) dan mengarah pada monopoli, tetapi akhir-akhir ini
pengadilan lebih memandang merger tersebut sebagai tinda-
kan ysng efisien. .

Dalam menentukan larangan terhacdap merger vertikal,
pengadilen tersebut bertumpu pada efisiensi sebagai
kriteria. Dikaji dari segi meriger vertikal memang memung-
kinkan pen:ngkatan efisiensi terutama pada perusahaan
vang bersangkntan, karena dengan digabungkannya bidang
usaha hulu, misalnya penggilingan tepung terigu dan
hilir, misalnya mie instant, unit usaha hilir akan mempe-
roleh pasokan material yang terjamin.

Namun demikian merger vertiksl tidak dapat menjamin
bahwa peningkatar-peningkatan yang diraib tidak akan
menyebabkan pembatscan-pembatasan, pengendalian produksi
dan hargs yvang merugikan konsumen dan persaingan.

Keputusan pengadilan dalam kasus tersebut sesungguh-
nya telah mengabaikan foreclosure theory-teori mengenai
penutupan kesempatan bersaing(Hovenkamp, Op. cit., h.
145) yang juga seharusnya dipertimbangkan untuk menentu-
kan larangan terhadap merger vertikal.

115. Hovenkemp, Op. cit, h. 243;

As. Henry Campbell Black, Op. cit., h. 273;

117. Stephen F. Ross, Op. cit., h. 315;
118. Gellhorn and Kovacic, Loc. eit., h. 353;
119.

Hovenksmp, Op.cit., h. 222;
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120. palam prakteknya di Amerika Serikat, larangan
terhadap merger horisontal lebih menekankan pada perban-
dingan identitas. produk yang dihasilkan oleh PT-PT yang
melakukan merger.

Dalam kasus Alcoa Cable Rome(1964), Mahkamah Agung
negara tersebut pada pokoknya tidak melarang PT yang
memproduksi konduktor tembaga merger dengan PT yang

“memproduksi konduktor aluminium, karena produk-produk itu
tidak horisontal, identik atau sejenis. Sebelumnya dengan
pertimbangan sebaliknya pengadilan pada tingkat yang
lebih rendah memutuskan merger tersebut dilarang.

Dikaji dari kriterium penentuannya, keputusan-
keputusan terhadap kasus tersebut menunjukkan persamaan,
keduanya bertumpu pada identitas produk. Namun disimak
lebih jauh, keduanya menampakkan pula perbedaan. Keputu-
san pengadilan tingkat lebih rendah menafsirkan konduktor

. tembaga dan konduktor aluminium merupakan produk sejenis.

~Sedangkan keputusan mahmakah agung nampak bertumpu pada

_teori mengenai persaingan yang sempurna(perfect competi-

"tion). Berdasarkan teori tersebut, unsur kesejenisan

" produk dipersyaratkan harus memiliki tingkat homegenitas
vang sempurna. Kendati pun perbedaannya sangat tipis, hal
ini sudah dipandang menyimpang dari unsur homogenitas.

Dalam kenyataannya, persaingan dengan homogenitas
yang sempurna sangat sulit diwujudkan. Oleh karena karena

' itu sehubungan dengan undang-undang persaingan, unsur

' kesejenisan produk yang mengandung pengertian bahwa

'produk-produk tersebut dapat saling menggantikan, sudah

. merupakan kriterium yang memadai untuk menentukan laran-
gan terhadap merger horisontal.

121. Hovenkamp, Op. cit., h. 249;

122. Hovenkamp, Op. cit., h. 250;
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BAB V
PENUTUP

Simpulan

a.

Urgensi Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia
mengandung kepentingan-kepentingan untuk menetapkan
fungsi pemerintah sebagai pengawas dan fasilitator da-
lam perekonomi;n, melindungi hak atas persamaan kesem-
patan berusaha, mencegah dominasi swasta yang menim-
bulkan hambatan-hambatan dalam persaingan, menetapkan
ﬁofmg—norma hukum dalam rangka pencegahan dan penye-
lesaian sengketa dalam persaingan.

Pengaturan-pengaturan hukum mengenai perekonomian
vang berkaitan dengan persaingan yang telah tersedia,
di samping bersifat parsial, juga mengandung kontra-
diksi antara,pengaturan vang satu dengan yang lainnya
dan tidak memadai, sehingga pengaturan hukum persaing
an usaha sesuai dengan urgensi itu merupakan kebutuhan
vand mendesak dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan urgensi tersebut pengaturan hukum
persaingan usaha diarahkan untuk mendorong bekerjanya
mekanisme ekonomi pasar yang melahirkan persaingan.
Sejalan dengan mekanisme itu pada satu sisi peranan pe
merintah yang dominan dalam proses produksi dan dis-
tribusi baik yang langsung maupun tidak langsung mela-
lui BUMN dan berbagai tindakan yang tertuang dalam per

aturan-peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan

pemerintah melaksanakan fungsi sebagai pelaku usaha

b
M
w
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dan benentu pasnr dibatasi, dikurandi atau dihapus. Di
samping merupaksan faktor yang menyebabkan pemerintah
tidalk dapat meluksanakan fungsi sebagai pengawas dan
fasilitator,peranan itu juga tidak kondusif bagi
ekonomi pasar dan persaingaﬁ serta menimbulkan dis-
torsi dalam perekonomian.

Pada sisi lain swasta diberikan peranan yang Jle-
bih besar melalui prinsip persamaan kesempatan berusa-
ha. Namun demikian hgrus pula dicegah peranan swasta

yang dominan itu menerapkan kembali hambatan-hambatan

%225 telah dihapus.

Kekeluargaan yang merupakan ciri khas masyarakat
hukum adat yang kemudian dituangkan dalam Pasal 33
ayat (1) UUD 1945, sehingga menjadi asas yang bersifat
nasional, mengandung relevansi untuk melandasi dan
mengarahkan persaingan usaha.

Berdasarkan asas tersebut sasaran persaingan da-
lam mewujudkan kemakmuran masyarakat ditempatkan seba-
gai tujuan bersama, diusahakan secara bersama dengan
memberi kesempatan yang sama kepada setiap unsur untuk
berperanserta dan mengembangkan diri dalam suasana ke-
harmopisan, dengan peranan pemerintah sebagai pengawas
dan fasilitator. Dengan demikian persaingan usaha yang
berasaskan kekeluargaan sesuai dengan yang dikehendaki
Pasal 33 UUD 1945 pada dasarnya mengacu pada sistem
ekonomi pasar yang terkendali. Dalam upaya pengendali
an itu, adanya suatu pengaturan hukum mengenai per-

saingan 'usaha merupakan hal yang sangat urgen.
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' b. Undang-undang merupakan bentuk hukum vang relevan un -
tuk menampung atau sebagai wadah tempat dituangkannysa
norma-norma hukum mengenai persaingan usaha.

Pemilihan pada undang-undang tersebut dilandasi
pertimbangan, pengakuan terhadap keberadaan persaingan
usaha tercermin dalam UUD 1945 yang perlu diatur lebih
lanjut, dan undang-undang merupakan bentuk pengaturan
vang berfungsi menjabarkan UUD 1945. Oleh karena itu
dapat dikemukaksn, UUD 1945 sendiri sesungguhnya
menekankan pengaturan lebinh lanjut materi-materi yang
dikandungnya dalam bentuk undang-undang.

Di samping itu undung-undang merupakan bentuk hu-
kum yang dapat mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat,
melalui fungsi DPR dan peran serta rakyat dalam proses
penyusunannya. Dalam kaitannyz dengan undeang-undang
persaingan usaha, karakteristik‘tersebut penting untuk
dipertahankan,mengingat undang-undang yang dimaksud di
samping memberi peranan yang lebih besar kepada swas-
ta, bertujuan pula membatasi, mengurangi, dan mengha-

us peranan pemerintah yang dominan. Perwujudan prin-
sip tersebut akan lebih kuat lagi apabila undang-un
dang itu merupakan inisiatif DPR dan partisipasi
rakyat.

Undang-undang memenuhi kriteria yang dimaksudkan
untuk menjamin kesatuan hukum, menampung - kebutuhan
akan hukum baru yang komprehensif dan berlaku umum.
Dengan sifatnya tertulis, dan berlaku dalam wilayah
vurisdiksi negara terhadap setiap orang dan badan

hukum, serta kedudukannya sebagai dasar hukum yang ko-
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koh, undang-undang merupakan produk hukum vang sangat
menunjang tujuan menciptakan kepastian hukum vang
sangat dibutuhkan oleh dunia usaha.

Penormaan dalam pengaturan persaingan usaha didasarkan
pada tipe norma hukum imperatif-evaluatif.

Persaingan usaha pada dasarnya merupakan suatu
kondisi yang ditimbulkan, dipertahankan, dan dikem-
bangkan dari perilaku. Oleh karena itu yang relevan
untuk mengatur, menentukan, dah mengarahkan persaingan
adalah norma perilaku. Tipe norma hukum imperatif-
evaluatif merupakan norma perilaku yang dijabarkan
dari norma penilaian, berintikan kéwajiban dan laran-
gan sebagai norma mandiri., fan perkenan yang merupakan
norma tidak mandiri

Tipe norma hukvm tersebut menunjukkan fungsi-
fungsi hukum dalam persaingan usaha melalui ketentuan-
ketentuan yang mengandung preskripsi dan solusi dalam
rangka bekerjanya mekanisme pasar serta perssingan.

Dalam undang-undang persaingan, kewajiban yang
ditekankan pada pokoknya meliputi fungsi pemerintah
sebagai pengawas dan fasilitator dengan menyediakan
prasarana, sarana yang menunjang bekerjanya mekanisme
E;zhr dan persaingan yang sehat.

Tindakan-tindakan dan kesepakatan-kesepakatan
vang dilarang pada dasarnya merupakan penyalahgunaan
posisi dominan, restriksi, eksklusi, kolusi, tindakan
tidak fair berkaitan dengan harga, oligopoli, monopo-
1i, monopsoni, dan restrukturisasi PT secara horison-

tal, vertikal, serta konglomerat.
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Larangan-larangan didasarkan pada kriteria struk-
tur paéar(s), perilaku(p), dan kinerja(k) pelaku usaha
atau Kriteria SPK, bahwa tindakan-tindakan dan kesepa-
katan-kesepakatan tersebut mengandung unsur-unsur yang
bertentgngan‘dengan
- struktur pasar yang kompetitif,

- perilaku dalam persaingan yang sehat,
- kinerja yang efisien.

Berdasarkan kriteria SPK, relevant product market
atau pasar tempat persaingan berlangsung diuji efekti-
vitasnya. Di samping itu, dengan kriteria tersebut
dapat dibedakan antarﬁ pelaku wusaha yang efisien
dengan yang tidak efisien.

Perkenan yang menunjukkan pembatasan terhadap
kewajiban dalam undang-undang persaingan menunjukkan
bahwa tidak semua kewajiban berlaku sama terhadap
setiap subyek hukumnya. Seddngkan yvang merupakan
pengecualian terhadap larangan, tidak didasarkan pada
pertimbangan bahwa diperbolehkannya suatu tindakan
atau kesepakatan karena menguntungkan, melainkan
karena tidak terperuhinyva kriteria larangan.

Tipe norma hukum imperatif-evaluatif dalam undang
undang persaingan di samping menunjukkan tujuan mewu-
judkan persamaan kesempatan berusaha, menumbuhkan peme
rataan, dan mencegah tindakan antikompetitif, mencer -
minkan pula upaya dan caru-cara memfasilitasi. mengem-
bangkan, mengendalikan, dan melindungi persaingan pada

umumnya, pesaing, dan konsumen.
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Saran-saran
Sehubungan dengan kesimpulan di atas, diajukan
saran-saran sebagai berikut:

a. befl; Undang-undang tentang Persaingan Usaha.

Dalam rangka memantapkan bekerjanya mekanisme ekono-

mi pasar yangd terkendali, persamaan kesempatan berusahs,

dan terciptanya iklim usaha yang sehat, pencegahan dan

penyelesaian sengketa perlu dibentuk undang-undang ten-
tang persaingan usaha.
Undang-undang tersebut bermanfaat bagi:
pemerintah pada umumnya sebagai pedoman dalam merencana
kan dan melaksanakan kebijaksanaan makro ekonomi yang
kbndusif bagi dunia usaha dan persaingan,

- lembaga yaﬁg berfungsi mengawasi persaingan sebagai da-
sar dan pedoman ddglam rangka perlindungan hukum preven-
tif,

- badan-badan peradilsn sebagai dasar untuk mengukur, me-
nilai dan menguji tindakan-tindakan antikompetitif
dalam rangka perlindungan hukum’ represif.

- masyarakat pada umumnya yang depgan adanya undang-un -
dang tersebut akan lebih mempefoleh jaminan kepastian
hukum mengenai hak-hak ekonominya, baik sebagai pelaku
usaha maupun konsumen. Sebagai palaku usaha, inisiatif,
kreativitas, psrtisipssi, dan inovasi mereka dalam ber-
nsaha akan lebih berkembarg karena undang-undang mene-
tapkan percamasn akses dalam persaingan. Sebagai konsu-
men, mereka mempernleh perlindungan karena undang-
undang mencegah prakfek-praktek antikompetitif yang

merugikan konsumen.
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e

b. Perlu ditegakan hak inisiatif DPR dan peranserta rak -
yat dalam proses pembentukan undang-undang persaingan
usaha. Mekanisme ekonomi pasar yang menimbulkan per-
saingan usaha, dan memberi peranan lebih besar kepada
swésta sebagai pelaku usaha pada dasarnya .mengandung
makna, bahwa mekanisme itu merupakan refleksi prinsip
kedaulatan rakyat dalam perekonomian. Oleh karena itu’
proses pembentukan undang-undang persaingan usaha harus
pula mencerminkan prinsip tersebut.

c. Perlq dalam pelarangan, penguasaan pasar tidak diterap
kén sebagai kriterium tunggal.

Penguasaan pasar dalam pengertian memiliki pangsa
vang luas pada dasarnya merupakan sasaran dari setiap
pelaku usaha. Pelarangan hal tersebut Jjusteru akan
mematikan inisiatif, kreativitas, dan inovasi masyara-
kat, serta bertentangan dengan tujuan yang terkandung
dalam undang-undang persaingan usaha.

Sejalan dengan Kriteria SPK, penguasaan pasar baru
dapat dikemukakan sebagai kriteria dalam menentukan
larangan, apabila penguasaan tersebut yang dibarengi
dengan periiaku vang tidak fair dan kinerja yang menen-
tukan tingkat harga, baik yang digunakan untuk mempero-
leh, meningkatkan, dan mempertahankan posisi dalam

pasar.
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Actual potential entrant theory, 154.
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Federal trade commission act, 64, 115.
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Globalisasi, 13.

Herfindahl-Firschman index(HHI), 153.
Infant industry, 38.

izin, 108.

Kebijaksanaan makro ekonomi, 47, 48.
Kritgriakstruktur, perilaku, kinerja(SPK), 56, 145, 146.
Karakter normatif, 104.
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DAFTAR SINGKATAN

AFTA - Asean Free Trade Area

ALCOA - Aluminium Company of America

APEC - Asia Pacific Economic Cooperation
ASEAN - Association of South East Asian Nation
BPPC - Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh
BULOG - Badan Urusan Logistik

CR4F - Four Firm Concentration Ratio

EKCo - Eastman Kodak Co.

GATT - General Agreement on Tarif and Trade
HHI - Herfindahl-Hirschman Index

IQw - Indones{sché Bedrijven Wet

Idw - Indonesische Comptabiliteit Wet

I&A - Indonesische Maatschappij op Aandelen
Iﬁpres - Instruksi Presiden

Iﬂ% — Image Technical Services

Jao - Juncto

Keppres - Keputusan Presiden

KUHD - Kitab Undang-undang Hukum Dagang

LNRI - Lembaran Negara Republik Indonesisa
MAI - Maskapai Andil Indonesia

NV : - Naamloze Vennootschap

0ECD - Orgarization for Economic Co-operation

and Development.

PELITA - Pembengunan Lima Tahun

PP - Peraturan Pemerintah

PT - Perseroan Terbatas

RPM - Resale Price Maintenance

SFK - Struktur, Perilaku, Kinerja

Stb " - Staatsblad

TLNRI - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
.Uu - Urdang-undang

uubD - Undang-undang Dasar
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